
BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR ^ 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1), 

Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan 

Pajak Daersdi dan Retribusi Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4687); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kal i terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
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BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 2) TAHUN 2024 

TENTANG 

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

Menimbang : 

Mengingat 

PARAF KOORDINASI 

: UNTUK 
DI TJD 

Pj. BUPATI 

SEKDA Y 
ASISTEN III 

KABAG HUKUM 

ya 
2 

KEPALA BADAN 
KEUANGAN TI 

DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (l), 

Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

k, 

2. Undang-Undang Nomor 11 

3. Undang-Undang Nomor 

Pasal 18 ayat (6) 

Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Dasar Republik 

Tahun 2007 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Gorontalo Republik 

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4687): 

23 Tahun 

tentang 

(Lembaran Negara Indonesia 

2014 tentang 

Daerah (Lembaran Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

6 Tahun 2023 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Pemerintahan Negara 

Undang Nomor tentang Penetapan 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
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BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR TAHUN 2024 

TCNTANG 

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

Menimbang : babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1), 

Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 aj'at (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4687); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahem Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembsiran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Menimbang : 

Mengingat 

BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 24 TAHUN 2024 

TENTANG 

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1), 

Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4687), 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856): 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6881); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 

2024 Nomor 0 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 274; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA I^MUNGUTAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya 

kemakmuran rakyat. 

2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenai Pajak. 

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

4. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 

bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk 

wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 

Menetapkan : 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6881), 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 

2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 274: 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

l. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenai Pajak. 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 

bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk 

wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 
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Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupim yang tidak melakukan usaha yang meUputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, badan usaha rmlik desa, dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontXEik investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman. 

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di 

bawah permukaan Bumi. 

9. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan 

bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan 

peruntukan / penggtmaannya. 

10. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang 

selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan 

untuk menentukan Nilai J u a l Objek Pajak yang akan 

dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan 

pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/ 

atau pendekatan kapitahsasi pendapatan. 

11. Nilai J u a l Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jua l 

beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 

terdapat transaksi jua l beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau 

nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 
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Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan. 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di 

bawah permukaan Bumi. 

Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan 

bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan 

peruntukan /penggunaannya. 

Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang 

selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan 

untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan 

dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan 

pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/ 

atau pendekatan kapitalisasi pendapatan. 

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 

beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 

terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau 

nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 
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12. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR 

adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai 

tanah dalam suatu zona nilai tanah. 

13. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah 

zona geografis yemg terdiri atas satu atau lebih objek 

pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi 

oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam 

satuan wilayah administrasi pemerintahan 

desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok. 

14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh 

orang pribadi atau Badan. 

16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di 

atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

dibidang pertanahan dan Bangunan. 

17. Pajak Barang dan J a s a Tertentu yang selanjutnya 

disingkat P B J T adalah Pajak yang dibayarkan oleh 

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa 

tertentu. 

18. Barang dan J a s a Tertentu adalah barang dan jasa 

tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada 

konsumen akhir. 

19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau 

minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, 

baik secara langsung maupim tidak langsung, atau 

melalui pesanan oleh restoran. 

20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan 

dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran. 

21 . Tenaga Listrik adalah tenaga atau enerp yang dihasilkan 

oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan 

untuk bermacam peralatan listrik. 

22. J a s a Perhoteian adalah j asa penyediaan akomodasi yang 

dapat d i len^api dengan j a sa pelayanan makan dan 

minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 
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13. 

14. 

Ia: 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22, 

Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR 

adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai 

tanah dalam suatu zona nilai tanah. 

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah 

zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek 

pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi 

oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam 

satuan wilayah administrasi pemerintahan 

desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh 

orang pribadi atau Badan. 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di 

atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

dibidang pertanahan dan Bangunan. 

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya 

disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh 

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa 

tertentu. 

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa 

tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada 

konsumen akhir. 

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau 

minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, atau 

melalui pesanan oleh restoran. 

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan 

dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran. 

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan 

oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan 

untuk bermacam peralatan listrik. 

Jasa Perhoteian adaiah jasa penyediaan akomodasi yang 

dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan 

minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 
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23. J a s a Parkir adalah j a sa penyediaan atau penyelenggaraan 

tempat parkir di lueir badan ja lan dan/atau pelayanan 

memarkirkan kendaraan untuk di tempatkan di area 

parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan 

Bermotor. 

24. J a s a Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau 

penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainan, ke tan^asan , rekreasi, dan/ atau keramaian 

untuk dinikmati. 

25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan 

reklame. 

26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau menaiik perhatian umum terhadap 

sesuatu. 

27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah 

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah 

atau batucm di bawah permukaan tanah. 

29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak 

atas kegiatan pengambilEin mineral bukan logam dan 

batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 

disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan 

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-

undangan dibidang mineral dan batu bara. 

31 . Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 

walet. 

32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga 

collocalta, yaitu collncalia fuchUap haga, coUocalia maxina, 

collocalia esculanta, dan colloccdia linchi. 

33. Opsen adalah pimgutan tambahan Pajak menurut 

persentase tertentu. 
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23. 

24. 

29. 

26. 

27. 

28. 

29, 

30. 

31. 

32. 

33. 

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 

tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan 

memarkirkan kendaraan untuk di tempatkan di area 

parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan 

Bermotor. 

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau 

penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian 

untuk dinikmati. 

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan 

reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap 

sesuatu. 

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah 

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah 

atau batuan di bawah permukaan tanah. 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak 

atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 

batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 

disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan 

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- 

undangan dibidang mineral dan batu bara. 

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 

walet. 

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga 

collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, 

collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut 

persentase tertentu. 
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34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh 

kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

35. Opsen Bea BaUk Nama Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang 

dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

36. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan BatUcin yang 

selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen 

yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 

kalender. 

38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, 

penentuan besamya pajak/retribusi yang terutang sampai 

kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi 

serta pengawasan {jenyetorannya. 

39. Pendaftaran adalah kegiatan untuk memperoleh, 

mengumpuJkan, melengkapi, dan menatausahakan, data 

Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek/Wajib 

Pajak/Retribusi yang belum terdapat dalam administrasi 

pajak/retribusi. 

40. Pemutakhiran adalah kegiatan untuk memperoleh, 

mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data 

Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek Pajak/Retribusi 

atau Wajib Pajak/Retribusi yang telah terdafteir dalam 

administrasi Pajak/Retribusi. 

4 1 . Petugas pemungut pajak adalah petugas yang ditugaskan 

untuk melaksanakan pemungutan dari Wajib Pajak. 

42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
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34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh 

kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang 

dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 

selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen 

yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 

kalender. 

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, 

penentuan besarnya pajak/retribusi yang terutang sampai 

kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi 

serta pengawasan penyetorannya. 

Pendaftaran adalah kegiatan untuk memperoleh, 

mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data 

Objek Pajak/ Retribusi dan/atau Subjek/ Wajib 

Pajak/Retribusi yang belum terdapat dalam administrasi 

pajak/ retribusi. 

Pemutakhiran adalah kegiatan untuk memperoleh, 

mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data 

Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek Pajak/ Retribusi 

atau Wajib Pajak/Retribusi yang telah terdaftar dalam 

administrasi Pajak/ Retribusi. 

Petugas pemungut pajak adalah petugas yang ditugaskan 

untuk melaksanakan pemungutan dari Wajib Pajak. 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disingkat SPOPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak 

Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan perpajakan daerah. 

44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 

disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 

sesuai dengan ketentuan pjeraturan perundang-undangan 

perpajakan Daerah 

45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupa t i . 

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 

besamya jumlah pokok pajak yang temtang. 

47. Surat Pemberitahuan Pajak Temtang, yang selemjutnya 

disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk 

memberitahukan besamya PBB-P2 yang temtang kepada 

Wajib Pajak. 

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok pajak, besamya sanksi administratif dan jumlah 

pajak yang masih hams dibayar. 

49. Surat Ketetapan Pajsik Daersih Kurang Bayar Tambahan, 

yang selsinjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat 

ketetapan pajak ysmg menentuksm tambsihsm atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. 

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 

disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumledi pokok pajak sama besamya dengan 
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43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disingkat SPOPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak 

Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan perpajakan daerah. 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 

disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan Daerah 

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati . 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya 

disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk 

memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada 

Wajib Pajak. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 

disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
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jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 

51 . Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 

pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

52. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 

denda. 

53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 

yang membetulkan kesalahan tubs, kesalahan hitung, 

dan/atau kekeliruan dalam |>enerapan ketentuan tertentu 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 

Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kursmg Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau 

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

55. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan 

daerahnya. 
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54. 

55. 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 

pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 

denda. 

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 

yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 

dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 

Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau 

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan 

daerahnya. 
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56. Putusan Banding adalah putusan badtm peradilan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

57. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 

dengan menjrusun laporan keuangan berupa neraca dan 

laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

58. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 

atas J a s a atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

59. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, 

dan/atau perizinan. 

60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

61 . J a s a Umum adalah j asa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

62. J a s a Usaha adalah j asa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari 

keuntungan karena pada dasamya dapat pula disediakan 

oleh sektor swasta. 

63. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

Ungkungan. 

64. Masa Retribusi adalah suatu j a n ^ a waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
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57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 

dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 

laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 

atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, 

dan/atau perizinan. 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari 

keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan 

oleh sektor swasta. 

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
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memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

Pemerintah Daerah yang bersan^mtan. 

65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang 

selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang 

menentukan besamya jumlah retribusi yang temtang. 

66. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi 

digunakan untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang temtang ke kas daerah atau 

ketempat pembayaran lain yemg ditetapkan oleh Bupati . 

67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari 

pada retribusi yang temtang atau sehamsnya tidak 

temtang. 

68. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan/atau sanksi administrasi bempa bunga 

dan/atau denda. 

69. Petugas pemungut retribusi adalah petugas yang 

ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan dari Wajib 

Retribusi. 

70. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh 

melengkapi, dan menatausahakan data objek 

Pajak/Retribusi dan/atau Wajib Pajak/Retribusi, 

termasuk informasi geografis objek Pajak/Retribusi untuk 

keperluan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

71 . Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, 

mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data 

Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek Pajak/Retribusi 

atau Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menghasilkan 

informasi geografis terkait Objek Pajak/Retribusi dan 

Wajib Pajak/Retribusi untuk keperluan administrasi 

Pajak/Retribusi. 

72. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas 

Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan 

melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk 
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65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

Tia 

72. 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang 

selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang 

menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi 

diganakan untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau 

ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati . 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari 

pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda. 

Petugas pemungut retribusi adalah petugas yang 

ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan dari Wajib 

Retribusi. 

Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh 

melengkapi, dan menatausahakan data objek 

Pajak/Retribusi dan/atau Wajib  Pajak/Retribusi, 

termasuk informasi geografis objek Pajak/Retribusi untuk 

keperluan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, 

mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data 

Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek Pajak/Retribusi 

atau Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menghasilkan 

informasi geografis terkait Objek Pajak/Retribusi dan 

Wajib Pajak/Retribusi untuk keperluan administrasi 

Pajak/ Retribusi. 

Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas 

Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan 

melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk 
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Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai administrasi kependudukan. 

73. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran. 

74. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan 

adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 

melrmasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan 

Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penjdtaan, 

melaksanakan penyanderaan, dan menjual Barang yang 

telah disita. 

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah/kewajiban 

retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangcm perpajakan dan retribusi daerah. 

76. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan 

Pemerintadi Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh 

Bupati, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

untuk melaksanakan Pemeriksaan. 

77. J u r u sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan 

yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, 

pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan 

penyanderaan. 

78. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau 

kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak 

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

79. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat 

Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 
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74. 

F3. 

76. 

RT 

78. 

19. 

Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai administrasi kependudukan. 

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran. 

Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan 

adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 

melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan 

Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, dan menjual Barang yang 

telah disita. 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah/kewajiban 

retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan dan retribusi daerah. 

Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan 

Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh 

Bupati, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

untuk melaksanakan Pemeriksaan. 

Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan 

yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, 

pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan 

penyanderaan. 

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau 

kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak 

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat 

Paksa, Surat Perintah Melaksanakan  Penyitaan, 
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Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, J a s a Penilai, 

dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan. 

80. Penyitaan adalah tindakan J u r u sita Pajak untuk 

menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung 

Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang 

Pajak menurut peraturan perundang-undangan. 

81 . Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau 

Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang 

Pajak. 

82. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan 

objek sita. 

83. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara 

terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak 

tertentu untuk keluar dari wdayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

84. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang 

sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 

menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk 

melunasi Utang Pajaknya. 

85. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan 

Penagihan Pajak yang dilaksemakan oleh J u r u sita Pajak 

kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tanpa 

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi 

seluruh Utsmg Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, 

dan Tahun Pajak. 

86. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak 

dan Biaya Penagihan Pajak. 

87. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat 

perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 

melaksanakan penyitaan. 

88. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel 

pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut 

diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk 

menjimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data 

yang dikelola secara elektronik dan benda-benda Iain. 

89. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang 

dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib 
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30. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

38. 

89. 

Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, 

dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan. 

Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak untuk 

menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung 

Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang 

Pajak menurut peraturan perundang-undangan. 

Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau 

Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang 

Pajak. 

Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan 

objek sita. 

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara 

terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak 

tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang 

sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 

menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk 

melunasi Utang Pajaknya. 

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan 

Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak 

kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tanpa 

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi 

seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, 

dan Tahun Pajak. 

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak 

dan Biaya Penagihan Pajak. 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat 

perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 

melaksanakan penyitaan. 

Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel 

pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut 

diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk 

menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data 

yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain. 

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang 

dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib 
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Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekeijaan bebas Wajib 

Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh 

Pemeriksa. 

90. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan 

di kantor atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak 

dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

91 . Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan 

terhadap Wajib Pajak yemg telah diterbitkan surat 

ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya 

untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 

atau Tahun Pajak yang sama. 

92. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 

dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 

retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

93. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP 

adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh 

Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang 

ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan 

yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan 

Pemeriksaan. 

94. Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain 

termasuk Data Elektronik serta keterangan lain yang 

diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan. 

95. Data Elektronik adalah data yang dikelola secara 

elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau 

pengolah data elektronik lainnya dan disLmpan dalam 

media penjdmpanan elektronik. 

96. Bank Penerima adalah Bank SULUTGO atau bank lain 

yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran 

Pendapatan Asli Daerah. 

97. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
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93. 

94. 

95. 

96. 
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Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib 

Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh 

Pemeriksa. 

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan 

di kantor atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak 

dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan 

terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat 

ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya 

untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 

atau Tahun Pajak yang sama. 

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 

dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 

retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP 

adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh 

Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang 

ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan 

yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan 

Pemeriksaan. 

Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain 

termasuk Data Elektronik serta keterangan lain yang 

diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan. 

Data Elektronik adalah data yang dikelola secara 

elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau 

pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam 

media penyimpanan elektronik. 

Bank Penerima adalah Bank SULUTGO atau bank lain 

yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran 

Pendapatan Asli Daerah. 

Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
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membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

98. Penyedia J a s a Pembayaran yang selanjutnya disingkat 

PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang 

menyediakan jasa untuk memfasUitasi transaksi 

pembayaran kepada pengguna j a sa sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem 

pembayaran. 

99. Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang 

digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran 

Nontunai dalam transaksi pembayaran. 

100. Daerah adalah Gorontalo Utara 

101. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

102. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 

103. Peremgkat Daerah Pemungut Pajak adalah Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang pendapatan. 

104. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat 

Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan 

pemungutan Retribusi. 

105. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di 

bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai ketentuan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kesatu 
Pajak 

Paragraf 1 

Jenis Pajak 
Pasal 2 

(1) Jenis Pajak yemg dipungut berdasarkem penetapan Bupati 

BAB I I 

PENGATURAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI 

terdiri atas: 

a. PBB-P2; 

b. Pajak Reklame; 

c. PAT; 

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

98. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat 

PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang 

menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi 

pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem 

pembayaran. 

99.Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang 

digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran 

Nontunai dalam transaksi pembayaran. 

100. Daerah adalah Gorontalo Utara 

101. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

102. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 

103. Perangkat Daerah Pemungut Pajak adalah Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang pendapatan. 

104. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat 

Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan 

pemungutan Retribusi. 

105. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di 

bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai ketentuan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB II 

PENGATURAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Pajak 

Paragraf 1 

Jenis Pajak 

Pasal 2 

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati 

terdiri atas: 

a. PBB-P2) 

b. Pajak Reklame, 

c. PAT, 
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d. Opsen PKB; dan 

e. Opsen BBNKB. 

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 

sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: 

a. BPHTB; 

b. P B J T atas: 

1. Makanan dan/atau Minuman; 

2. Tenaga Listrik; 

3. J a s a perhoteian; 

4. J a s a Parkir; 

5. J a s a Kesenian dan Hiburan; 

c. Pajak MBLB; dan 

d. Pajak Sarang Burung Walet. 

Paragraf 2 

Masa Pajak Dan Tahun Pajak 

Pasal 3 

(1) Masa Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penghitungan sendiri Wajib Pajak ditetapkan untuk jangka 

waktu 1 (satu) bulan kalender. 

(2) Ketentuan masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak berlaku untuk: 

a. BPHTB; 

b. Jenis Pajak yang bersifat insidentil. 

(3) Masa Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Bupati (official assessment) ditetapkan: 

a. 1 (satu) bulam kalender sejcik tanggal penerbitan SKPD; 

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan SPPT untuk PBB-

P2. 

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

Paragraf 3 

Dasar Pengenaan Pajak 

Pasa l4 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan NJOP. 

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
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(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

d. Opsen PKB, dan 

e. Opsen BBNKB. 

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 

sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: 

a. BPHTB, 

b. PBJT atas: 

1. Makanan dan/atau Minuman: 

Tenaga Listrik, 

Jasa perhotelan, 

Jasa Parkir, 

Jasa Kesenian dan Hiburan: 

c. Pajak MBLB, dan 

d. Pajak Sarang Burung Walet. 
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Paragraf 2 

Masa Pajak Dan Tahun Pajak 

Pasal 3 

Masa Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penghitungan sendiri Wajib Pajak ditetapkan untuk jangka 

waktu 1 (satu) bulan kalender. 

Ketentuan masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak berlaku untuk: 

a. BPHTB: 

b. Jenis Pajak yang bersifat insidentil. 

Masa Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Bupati (official assessment) ditetapkan: 

a. 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal penerbitan SKPD, 

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan SPPT untuk PBB- 

P2. 

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

Paragraf 3 

Dasar Pengenaan Pajak 

Pasal 4 

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan NJOP. 

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
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berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 

(3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya 

kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi 

dan/atau Bangunan. 

(4) Saat yang menentukan untixk menghitung PBB-P2 terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan menurut 

keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januar i . 

(5) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut 

berada, seperti: 

a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di 

atasnya; dan 

b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan 

perairan darat yang konstruksi tekruknya terhubung 

dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa 

dan kabel bawah laut. 

Pasal 5 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh 

persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP 

setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. 

(2) Besaran persentase dan klasifikasi NJOP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 

dilakukan dengan mempertimbemgkan: 

a. kenaikan NJOP hasU penilaian; 

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau 

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah. 

(3) Presentase dan Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada 

lampiran I , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan nilai sewa 

Reklame. 

(2) Saat terutang Pajak Rekleune ditetapkan pada saat 

terjadinya penyelenggaraan Reklame. 

(3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang 

1 

(3) 

(# 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya 

kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi 

dan/atau Bangunan. 

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan menurut 

keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. 

Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut 

berada, seperti: 

a.laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di 

atasnya, dan 

b.Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan 

perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung 

dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa 

dan kabel bawah laut. 

Pasal 5 

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) ditetapkan paling rendah 2075 (dua puluh 

persen) dan paling tinggi 100”6 (seratus persen) dari NJOP 

setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. 

Besaran persentase dan klasifikasi NJOP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 

dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. kenaikan NJOP hasil penilaian, 

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak, dan/atau 

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah. 

Presentase dan Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada 

lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan nilai sewa 

Reklame. 

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat 

terjadinya penyelenggaraan Reklame. 

Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang 
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merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan 

Reklame. 

(4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak 

Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha 

penyelenggcira Reklame terdaftar. 

Pasal 7 

(1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf c merupakan Nilai Perolehan Air Tanah. 

(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

(3) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah 

Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah. 

Pasal 8 

(1) Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan nilai perolehan objek 

pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan tentang Pajak dan Retribusi. 

(2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya 

perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan: 

a. pada tanggal dibuat dan ditandatemgsminya peijanjian 

pengikatan jua l beli untuk jua l beli; 

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk 

tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukcin dalam 

perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak 

yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, 

peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadicih; 

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh 

penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor 

bidang pertanahan untuk waris; 

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; 

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian 

hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai 

kelanjutan dari pelepasan hak; 

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian 

hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; 

dan 
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(1) 

(2) 

(8) 

(1) 

(2) 

merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan 

Reklame. 

Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak 

Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha 

penyelenggara Reklame terdaftar. 

Pasal 7 

Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf c merupakan Nilai Perolehan Air Tanah. 

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah 

Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah. 

Pasal 8 

Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan nilai perolehan objek 

pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- 

undangan tentang Pajak dan Retribusi. 

Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya 

perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan: 

a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian 

pengikatan jual beli untuk jual beli, 

b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk 

tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam 

perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak 

yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, 

peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah, 

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh 

penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor 

bidang pertanahan untuk waris, 

d.pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim, 

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian 

hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai 

kelanjutan dari pelepasan hak, 

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian 

hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak, 

dan 
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g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 

(3) Dalam hal jua l beli tanah dan/atau Bangunan tidak 

menggunakan peijanjian pengikatan jua l beli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB 

untuk jua l beU adalah pada saat ditandatEinganmya akta 

jua l beli. 

(4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan 

wilayah Daersih tempat tanah dan/atau Bangunan berada. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan pendaftaran hak atas 

tanah dan bangunan yang dikecualikan dari objek BPHTB, 

maka kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan 

Bukan Objek BPHTB atas Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan. 

(6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Perangkat 

Daersih pemungut Pajak. 

(7) Pemberian surat keterangsin sebagsdmana dimaksud pada 

ayat (5) berdasarkan permohonan ysing disampaiksm oleh 

Wajib Pajak. 

(8) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

tercantum dalam Lampirsm I I yang merupaksm bagism tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 

(1) Dasar pengenaan P B J T sebagaimsma dimaksud dalsim Pasal 

2 ayat (2) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan 

oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: 

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan 

dan/atau Minumsm untuk P B J T atas Msikanan dan/atau 

Minuman; 

b. nilai jua l Tenaga Listrik untuk P B J T atas Tenaga Listrik; 

c. jumlah pembayaran kepada penyedia J a s a Perhoteian untuk 

P B J T atas J a s a Perhoteian; 

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara 

tempat parkir dsm/atau penyedia layanan memarkirkan 

kendaraan untuk P B J T atas J a s a Parkir; dan 

e. jumlsih pembayaran ysing diterima oleh penyelenggara J a s a 

Kesenian dan Hiburan untuk P B J T atas J a s a Kesenian dan 

Hiburan. 

lAG 

(8) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(1) 

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 

Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak 

menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB 

untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta 

jual beli. 

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. 

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan pendaftaran hak atas 

tanah dan bangunan yang dikecualikan dari objek BPHTB, 

maka kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan 

Bukan Objek BPHTB atas Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan. 

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Perangkat 

Daerah pemungut Pajak. 

Pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh 

Wajib Pajak. 

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 

Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (2) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan 

oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: 

jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan 

dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau 

Minuman: 

nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik, 

jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk 

PBJT atas Jasa Perhotelan, 

jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara 

tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan 

kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir, dan 

jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa 

Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan 

Hiburan. 
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(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang 

memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan 

P B J T ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang 

lainnya tersebut. 

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan P B J T dihitung 

berdasarkan harga jua l barang dan jasa sejenis yang berlaku 

di wilayah Daerah yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan 

pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat 

kemacetan, khusus untuk P B J T atas J a s a Psirkir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah 

Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tsirif 

parkir sebelum dikenakan potongan. 

(5) Saat terutang P B J T ditetapkan pada saat: 

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau 

Minuman untuk P B J T atas Makanan dan/atau Minuman; 

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk 

P B J T atas Tenaga Listrik; 

c. pembayaran atau penyerahan atas J a s a Perhoteian untuk 

P B J T atas J a s a Perhoteian; 

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan 
tempat parkir untuk P B J T atas J a s a Parkir; dan 

e. pembayaran atau penyerahan atas J a s a Kesenian dan 

Hiburem untuk P B J T atas J a s a Kesenian dan Hiburan. 

(6) Wilayah Pemungutan P B J T yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau 

konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. 

Pasal 10 

(1) Nilai jua l Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: 

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan 

pembayaran; dan 

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. 

(2) Nilai jua l Tenaga Listrik yang ditetapkan imtuk Tenaga 

Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung 

berdasarkan: 
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(5) 

(6) 

(1) 
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Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang 

memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan 

PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang 

lainnya tersebut. 

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung 

berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku 

di wilayah Daerah yang bersangkutan. 

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan 

pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat 

kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah 

Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif 

parkir sebelum dikenakan potongan. 

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: 

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau 

Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, 

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk 

PBJT atas Tenaga Listrik, 

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk 

PBJT atas Jasa Perhotelan, 

d.pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan 

tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir, dan 

e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan 

Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. 

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau 

konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. 

Pasal 10 

Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: 

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan 

pembayaran, dan 

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. 

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga 

Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung 

berdasarkan: 
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a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya 

pemakaian kWh/variabel yang di ta^hkan dalam rekening 

listrik, untuk pasca bayar; dan 

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. 

(3) Nilai jua l Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga 

Listrik yang dihasilkan sendiri seba^iimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan: 

a. kapasitas tersedia; 

b. tingkat penggunaan listrik; 

c. jangka weiktu pemakaian listrik; dan 

d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah yang 

bersangkutan. 

(4) Nilai jua l Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga 

Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), penyedia 

Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan 

dan Pemungutan P B J T atas Tenaga Listrik untuk 

penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan. 

Pasal 11 

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB sebageiimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan nilai jua l hasil 

pengambilan MBLB. 

(2) Nilai jua l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan 

MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB. 

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dihitung berdasarkan harga jua l rata-rata tiap jenis MBLB 

pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang 

bersangkutan. 

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturem perundang-

undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. 

(5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya 

pengambilan MBLB di mulut tambang, 

(6) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. 
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a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya 

pemakaian kWh /variabel yang ditagihkan dalam rekening 

listrik, untuk pasca bayar, dan 

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. 

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga 

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan: 

a. kapasitas tersedia, 

b. tingkat penggunaan listrik, 

c. jangka waktu pemakaian listrik, dan 

d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah yang 

bersangkutan. 

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga 

Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), penyedia 

Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan 

dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk 

penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan. 

Pasal 11 

Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan nilai jual hasil 

pengambilan MBLB. 

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan 

MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB. 

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB 

pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang 

bersangkutan. 

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. 

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya 

pengambilan MBLB di mulut tambang. 

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. 
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Pasal 12 

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan nilai 

jua l sarang Burung Walet. 

(2) Nilai jua l sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga 

pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di 

Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung 

Walet. 

(3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan jjada 

saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang 

Burung Walet. 

(4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang 

terutang merupakem wilayah Daerah tempat pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. 

Bagian Kedua 

Retribusi 

Paragraf 1 

Jenis Retribusi 

Pasal 13 

(1) Jenis Retribusi terdiri atas: 

a. Retribusi J a s a Umum; 

b. Retribusi J a s a Usaha; dan 

c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Jenis , objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda 

mengenai Pajak dan Retribusi. 

(3) Dikecusdikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau 

perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha 

milik negara, badan usaha mdik daerah, dan pihak swasta. 

Paragraf 2 

Retribusi J a s a Umum 

Pasal 14 

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi J a s a 

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

huruf a , meliputi: 
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Pasal 12 

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan nilai 

jual sarang Burung Walet. 

Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada 

ayat (Ij) dihitung berdasarkan perkalian antara harga 

pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di 

Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung 

Walet. 

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada 

saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang 

Burung Walet. 

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang 

terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. 

Bagian Kedua 

Retribusi 

Paragraf 1 

Jenis Retribusi 

Pasal 13 

Jenis Retribusi terdiri atas: 

a. Retribusi Jasa Umum, 

b. Retribusi Jasa Usaha: dan 

c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda 

mengenai Pajak dan Retribusi. 

Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau 

perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. 

Paragraf 2 

Retribusi Jasa Umum 

Pasal 14 

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa 

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

huruf a, meliputi: 
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a. pelayanan kesehatan; 

b. pelayanan kebersihan; 

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

d. pelayanan pasar. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 

kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 

pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

(4) Subjek Retribusi J a s a Umum merupakan orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan J a s a 

Umum. 

(5) Wajib Retribusi J a s a Umum merupakan orang pribadi atau 

Badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 

pelayanan J a s a Umum. 

Pasal 15 

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, 

puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, 

rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan 

lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. 

Pasal 16 

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 

a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbemya 

ke lokasi pembuangan sementara; 

b. pengangkutan sampah dari sumbemya dan/atau lokasi 

pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir 

sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir 

sampah; 

c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau 

pemusnahan akhir sampah; 

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan 

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan 
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a. pelayanan kesehatan, 

b. pelayanan kebersihan, 

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum, 

d. pelayanan pasar. 

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 

kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 

pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa 

Umum. 

Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau 

Badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 

pelayanan Jasa Umum. 

Pasal 15 

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, 

puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, 

rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan 

lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. 

(1) 

Pasal 16 

Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 

a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya 

ke lokasi pembuangan sementara, 

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi 

pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir 

sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir 

sampah, 

c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau 

pemusnahan akhir sampah, 

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan 

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan 
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industri. 

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihcin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan ja lan 

umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum 

lainnya. 

Pasal 17 

Pelayanan parkir di tepi ja lan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan 

pelayanan parkir di tepi ja lan umum yang ditentukan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 18 

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau 

sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 19 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi J a s a 

Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan 

jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 

keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 

tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimeiksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasional dan pemeUharaan, biaya bunga, dan biaya 

modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya 

penyediaan j asa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi J a s a 

Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. 

Paragraf 3 

Retribusi J a s a Usaha 

Pasal 20 

(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang 

merupakan objek Retribusi J a s a Usaha meliputi: 

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, 

industri. 

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan 

umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum 

lainnya. 

Pasal 17 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan 

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 18 

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau 

sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 19 

(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa 

Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan 

jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 

keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 

tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya 

modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya 

penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa 

Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. 

Paragraf 3 

Retribusi Jasa Usaha 

Pasal 20 

(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang 

merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: 

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, 
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pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; 

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, temak, hasil bumi, 

dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam 

lingkungan tempat pelelangan; 

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 

d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau 

villa; 

e. pelayanan rumah pemotongan hewan temak; 

f. pelayanan j asa kepelabuhanan; 

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 

h. pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan 

menggunakan kendaraan di air; 

i . penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 

j . pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat 

Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak 

mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan pemndang-undangan. 

(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan j asa atau pelayanan yang diberikan dan 

kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 

pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

(4) Subjek Retribusi J a s a Usaha mempakan oreing pribadi atau 

Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan J a s a 

Usaha. 

(5) Wajib Retribusi J a s a Usaha mempakan orang pribadi atau 

Badan yang menumt peraturan pemndang-undangan 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 

pelayangin J a s a Usaha. 

Pasal 21 

Penyediaan tempat ke^atan usaha bempa pasar grosir, 

pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) humf a mempakan 

penyediaan tempat kegiatan usaha bempa fasilitas pasar grosir 

dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta 
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pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, 

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, 

dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam 

lingkungan tempat pelelangan, 

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, 

d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau 

villa, 

. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, 

pelayanan jasa kepelabuhanan, 

. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, 
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.pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan 

menggunakan kendaraan di air, 

i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan 

j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat 

Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak 

mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan 

kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 

pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa 

Usaha. 

Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau 

Badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 

pelayanan Jasa Usaha. 

Pasal 21 

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, 

pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan 

penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir 

dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta 
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tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 22 

Penyediaan tempat pelelangan ikan, temak, hasi l bumi, dan 

basil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat 

pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

humf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara 

khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan 

pelelangan ikan, temak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk 

jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat 

pelelangan. 

Pasal 23 

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) humf c 

mempakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan 

ja lan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 24 

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) humf d 

mempakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan 

atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 25 

Pelayanan mmah pemotongan hewan temak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) humf e mempakan pelayanan 

penyediaan fasilitas pemotongan hewan temak termasuk 

pelayeman pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah 

dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 26 

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (1) humf f mempakan pelayanan kepelabuhanan 

pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah. 
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tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 22 

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan 

hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat 

pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara 

khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan 

pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk 

jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat 

pelelangan. 

Pasal 23 

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c 

merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan 

jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 24 

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (l) huruf d 

merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan 

atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 25 

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan 

penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk 

pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah 

dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 26 

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (Il) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan 

pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah. 
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Pasal 27 

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g 

merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga 

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 28 

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan 

menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan 

orang atau bairang dengan menggunakan kendarasm di air yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 29 

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i 

merupakan penjualan hasU produksi usaha Daercih oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 30 

(1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa 

pemanfaatan barang miUk daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j , bentuk pemanfaatan barang 

milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara 

penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaiksud pada 

ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk 

pemanfaatan barang milik daerah berupa: 

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; 
4 

b. kerja sama pemanfaatan; 

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau 

d. kerja sama penyediaan infrastruktur. 

(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan 

pemanfaatan barang milik daerah. 

(4) Bentuk pemanfaatan barang rrulik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: 
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Pasal 27 

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g 

merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga 

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 28 

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan 

menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan 

orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 29 

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i 

merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 30 

(1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa 

pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j, bentuk pemanfaatan barang 

milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara 

penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk 

pemanfaatan barang milik daerah berupa: 

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, 

b. kerja sama pemanfaatan, 

c. bangun guna serah atau bangun serah guna, atau 

d. kerja sama penyediaan infrastruktur. 

(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan 

pemanfaatan barang milik daerah. 

(4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: 
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a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; 

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

Pasal 31 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif 

Retribusi J a s a Usaha untuk memperoleh keuntungan yang 

layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila 

pelayanan J a s a Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 

berorientasi pada harga pasar. 

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi J a s a 

Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai BLUD. 

Paragraf 4 
Retribusi Perizinan Tertentu 

Pasal 32 t 
j 

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang mempakan objek 

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) humf c meliputi : 

a. persetujuan Bangunan gedung; 

b. penggunaan tenaga kerja asing; dan 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 

kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur 

dalam ketentuan peraturan pemndemg-undangan. 

(3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu mempakan orang 

pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati 

pemberian Perizinan Tertentu. 

(4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu mempakan orang pribadi 

atau Badan yang menumt peraturan pemndang-undangan 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 

pemberian Perizinan Tertentu. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(#) 

a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi: 

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

Pasal 31 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang 

layak. 

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila 

pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 

berorientasi pada harga pasar. 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa 

Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai BLUD. 

Paragraf 4 

Retribusi Perizinan Tertentu 

Pasal 32 

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek 

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. persetujuan Bangunan gedung, 

b. penggunaan tenaga kerja asing, dan 

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 

kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang 

pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati 

pemberian Perizinan Tertentu. 

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi 

atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 

pemberian Perizinan Tertentu. 
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Pasal 33 

(1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a 

meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan 

Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturein perundang-undangan. 

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin 

persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan 

atau peribadatan. 

Pasal 34 

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan 

pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja 

asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan 

tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwaldlan 

negara asing, badan intemasional, lembaga sosial, lembaga 

keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 

Pasal 35 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup 

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin 

yang bersemgkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen 

izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, 

dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

(3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), biaya 

penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan 

gedung. 

(4) Khusus untuk pelayanfm pengesahan rencana penggunaem 
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(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 33 

Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a 

meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan 

Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin 

persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan 

atau peribadatan. 

Pasal 34 

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan 

pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja 

asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan 

tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan 

negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga 

keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 

Pasal 35 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup 

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin 

yang bersangkutan. 

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen 

izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, 

dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), biaya 

penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan 

peraturan  perundang-undangan mengenai Bangunan 

gedung. 

Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan 
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tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimeina dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian 

izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 

Paragraf 5 

Pemanfaatsm Penerimaan Retribusi 

Pasal 36 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi 

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan 

lemgsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang 

bersangkutan. 

(2) Kegiatan yang berkaitan langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. penyelenggaraan layanan retribusi; dem/atau 

b. pembinaan dan pengawasan. 

(3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan 

dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. 

BAB m 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETR IBUS I 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran dan Pendataan 

Pasal 37 

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) dan ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek 

Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan 

menggunakan: 

a. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf a. 

b. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah untuk jenis Pajak 

yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 

dan huruf c. 

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
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tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian 

izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang- 

undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 

Paragraf 5 

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi 

Pasal 36 

(l) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi 

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan 

langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang 

bersangkutan. 

(2) Kegiatan yang berkaitan langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. penyelenggaraan layanan retribusi: dan/atau 

b. pembinaan dan pengawasan. 

(3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan 

dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. 

BAB III 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran dan Pendataan 

Pasal 37 

(l) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) dan ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek 

Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan 

menggunakan: 

a.SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf a. 

b. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah untuk jenis Pajak 

yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 

dan huruf c. 

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
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penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri 

dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk. 

(3) Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung ke Perangkat 

Daerah Pemungut Pajak atau bisa mengakses layeman Pajak 

Daerah melalui website. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) , kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang 

diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

(5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) , Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor 

registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan 

pendaftaran objek Pajak. 

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang 

pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan. 

(7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan 

dihubungkan dengan nomor induk berusaha. 

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikecualikan vmtuk: 

a. Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB , yang 

berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha 

milik daerah; dan 

b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan 

usaha milik negara atau badan usaha miUk daerah. 

(9) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang 

diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 

(10) Bentuk SPOP dan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I I I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 

Bupati ini. 
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(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri 

dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk. 

Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung ke Perangkat 

Daerah Pemungut Pajak atau bisa mengakses layanan Pajak 

Daerah melalui website. 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang 

diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor 

registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan 

pendaftaran objek Pajak. 

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang 

pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan. 

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan 

dihubungkan dengan nomor induk berusaha. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikecualikan untuk: 

a. Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang 

berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha 

milik daerah: dan 

b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang 

diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 

(10)Bentuk SPOP dan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 

Bupati ini. 
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Paragraf 1 

Tata Cara Pendaftaran Melalui Pelaporan 

Pasal 38 

(1) Syarat sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran 

melalui pelaporan meliputi: 

a. Foto copy KTP atau identitas lain yang sah dari 

penanggung jawab usaha bagi Badan Usaha; 

b. Foto copy izin usaha atau dokumen perizinan lainnya 

yang sah; dan 

c. Foto copy lunas PBB tahun berjalan tempat 

tinggal/tempat domisili usaha dan tidak memiliki 

tunggakan PBB. 

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b tidak terpenuhi, di himbau untuk segera mengurus 

perizinan usahanya. 

Pasal 39 

(1) Pendafteiran Wajib Pajak/Wajib Retribusi melalui pelaporan 

dilakukan sebagai berikut: ' 

a. wajib Pajak/Wajib Retribusi mengambil dan mengisi 

formulir pendaftaran dengan Iengkap; 

b. wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan formulir 

pendaftaran kepada petugas dengan melampirkan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 

( l ) ;dan 

c. petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah di isi 

beserta kelengkapan berkas persyaratannya. 

(2) Berdasarkan hasil penelitian formulir pendaftaran dan 

berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, maka petugas: 

a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi untuk melengkapi kekurangan 

persyaratan apabila tidak Iengkap; dan 

b. memberikan tanda terima pendaftarem kepada Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi dan mencatat pendaftaran ke 

dalam Daftar Induk Wajib Pajak/Wajib Retribusi apabila 

permohonan telah Iengkap. 

(3) Pendaftarsm Wajib Pajak/Wajib Retribusi dapat juga 

dilakukan melalui aplikasi system yang telah tersedia pada 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

Paragraf 1 

Tata Cara Pendaftaran Melalui Pelaporan 

Pasal 38 

Syarat sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran 

melalui pelaporan meliputi: 

a. Foto copy KTP atau identitas lain yang sah dari 

penanggung jawab usaha bagi Badan Usaha, 

b. Foto copy izin usaha atau dokumen perizinan lainnya 

yang sah, dan 

c. Foto copy lunas PBB tahun berjalan tempat 

tinggal/tempat domisili usaha dan tidak memiliki 

tunggakan PBB. 

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b tidak terpenuhi, di himbau untuk segera mengurus 

perizinan usahanya. 

Pasal 39 

Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi melalui pelaporan 

dilakukan sebagai berikut: 

a. wajib Pajak/Wajib Retribusi mengambil dan mengisi 

formulir pendaftaran dengan lengkap, 

b.wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan formulir 

pendaftaran kepada petugas dengan melampirkan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 

(1), dan 
Cc. petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah di isi 

beserta kelengkapan berkas persyaratannya. 

Berdasarkan hasil penelitian formulir pendaftaran dan 

berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, maka petugas: 

a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi untuk melengkapi kekurangan 

persyaratan apabila tidak lengkap, dan 

b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi dan mencatat pendaftaran ke 

dalam Daftar Induk Wajib Pajak/Wajib Retribusi apabila 

permohonan telah lengkap. 

Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi dapat juga 

dilakukan melalui aplikasi system yang telah tersedia pada 
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unit kerja pengelola Pajak Daerah maupun Retribusi 

Daerah. 

(4) Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan paling lambat 3 (tiga) 

bulan sejak beroperasinya Objek Pajak. 

(5) Apabila Wajib Pajak tetap tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan SKPD 

secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau 

dimiliki oleh Daerah. 

(6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 

Bupati ini. 

Paragraf 2 

Tata cara pendaftaran melalui Pendataan 

Pasal 40 

(1) Pendaftaran melalui pendataan dilakukan apabila Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaring Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi yang belum memenuhi kewajiban 

pendaftaran guna memperoleh, melengkapi, dan 

menatausahakan data objek dan/atau subjek pajak dan 

retribusi, termasuk informasi geografis objek pajak untuk 

keperluan administrasi perpajakan dan retribusi daerah; 

(3) Khusus untuk opsen PKB, opsen BBNKB dan PBB-P2, 

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. seluruh kendaraan bermotor kepemilikan pertama, kedua 

dan seterusnya yemg berdomisili di wilayah Kabupaten; 

b. seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah 

Kabupaten untuk PBB-P2; 

(4) Pendaftaran melalui pendataan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sebagai berikut: 

a. petugas melakukan pendataan objek pajak/objek 

retribusi; 

b. petugas menyampaikan formulir pendaftaran untuk di is i 

dengan Iengkap serta melampirkan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1); 
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(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

unit kerja pengeloia Pajak Daerah maupun Retribusi 

Daerah. 

Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan paling lambat 3 (tiga) 

bulan sejak beroperasinya Objek Pajak. 

Apabila Wajib Pajak tetap tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan SKPD 

secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau 

dimiliki oleh Daerah. 

Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 

Bupati ini. 

Paragraf 2 

Tata cara pendaftaran melalui Pendataan 

Pasal 40 

Pendaftaran melalui pendataan dilakukan apabila Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1): 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaring Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi yang belum memenuhi kewajiban 

pendaftaran guna memperoleh, melengkapi, dan 

menatausahakan data objek dan/atau subjek pajak dan 

retribusi, termasuk informasi geografis objek pajak untuk 

keperluan administrasi perpajakan dan retribusi daerah, 

Khusus untuk opsen PKB, opsen BBNKB dan PBB-P2, 

pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. seluruh kendaraan bermotor kepemilikan pertama, kedua 

dan seterusnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten, 

b.seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah 

Kabupaten untuk PBB-P2, 

Pendaftaran melalui pendataan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sebagai berikut: 

a.petugas melakukan pendataan objek pajak/objek 

retribusi, 

b. petugas menyampaikan formulir pendaftaran untuk di isi 

dengan lengkap serta melampirkan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), 
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c. formulir yang telah di isi secara Iengkap beserta 

lampirannya diserahkan kepada petugas; 

d. petugas melakukan penelitian terhadap formulir yang 

disampaikem beserta lampirannya. 

(5) Berdascirkan hasi l penehtian formulir yang disampaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, petugas: 

a. mengembalikan berkas atau meminta kepada pemohon 

untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak 

Iengkap; 

b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi apabila permohonan sudah 

Iengkap dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk 

Wajib Pajak/Wajib Retribusi baik secara manual maupun 

melalui aplikasi system yang digunakan dalam 

pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak/Wajib Retribusi . 

(6) Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP; 

(7) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) heirus diisi 

dengan jelas, benar dan Iengkap, serta ditandatangani dan 

disampaikan kepada kepala Unit Kerja OPD pengelola Pajak 

Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 

diterimanya SPOP oleh subjek pajak. 

(8) Dalam hal melakukan Pendataan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan instansi 

terkait dan/atau pihak ketiga. 

Pasal 41 

(1) Pendaftaran dan pendataan merupakan rangkaian kegiatan 

pencatatan pertama kal i perorangan atau badan yang 

mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan pendataan 

menjadi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan 

keterangan Iengkap yang dipersyaratkan. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data 

jumlah objek dan subjek pajak/ retribusi dalam l(satu) 

periode tertentu. 

(3) Data objek dan subjek pajak/retribusi sebagEiimana 

dimaksud pada ayat (2) ditatausahakan di wilayah 

Kabupaten, Kecamatan dan Desa. 
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(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(1) 

(2) 

(3) 

c. formulir yang telah di isi secara lengkap beserta 

lampirannya diserahkan kepada petugas: 

d. petugas melakukan penelitian terhadap formulir yang 

disampaikan beserta lampirannya. 

Berdasarkan hasil penelitian formulir yang disampaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, petugas: 

a. mengembalikan berkas atau meminta kepada pemohon 

untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak 

lengkap: 

b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi apabila permohonan sudah 

lengkap dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk 

Wajib Pajak/ Wajib Retribusi baik secara manual maupun 

melalui aplikasi system yang digunakan dalam 

pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi . 

Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP, 

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diisi 

dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani dan 

disampaikan kepada kepala Unit Kerja OPD pengelola Pajak 

Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 

diterimanya SPOP oleh subjek pajak. 

Dalam hal melakukan Pendataan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan instansi 

terkait dan/atau pihak ketiga. 

Pasal 41 

Pendaftaran dan pendataan merupakan rangkaian kegiatan 

pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang 

mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan pendataan 

menjadi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan 

keterangan lengkap yang dipersyaratkan. 

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data 

jumlah objek dan subjek pajak/ retribusi dalam 1/satu) 

periode tertentu. 

Data objek dan subjek pajak/retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditatausahakan di wilayah 

Kabupaten, Kecamatan dan Desa. 

KABAN AG 
KEUANGAN Hukum ASS III SERDA 

A1 14 



(4) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan 

Retribusi. 

Paragraf 3 

Tata Cara Penerbitan dan Pemberian NPWPD/NPWRD 

Pasal 42 

(1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau Kepala 

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah menerbitkan 

NPWPD/NPWRD didasarkan pada pendaftaran baik melalui 

pelaporan maupun pendatiian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 dan Pasal 39; 

(2) NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berbentuk kartu identitas NPWPD dan NPWRD; 

(3) NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk 

Kependudukan; 

(4) NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha; 

(5) Dalam hal Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 

39, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan NPWPD 

dan NPWRD secara jabatan. 

(6) Bentuk kartu identitas NPWPD dan NPWRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengEin Peraturan Bupati ini. 

ParagrEif 4 

Tata Cara Penghapusan/Penonaktifan NPWPD/NPWPRD 

Pasal 43 

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomorEin lain yang 

dipersamaksm secsira JabatEin atau atas dasar permohonan 

Wajib Pajak. 

(2) DalEim hal penonaktifEin atau penghapusan NPWPD, nomor 

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain ysmg 
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(4) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan 

Retribusi. 

Paragraf 3 

Tata Cara Penerbitan dan Pemberian NPWPD/NPWRD 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal 42 

Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau Kepala 

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah menerbitkan 

NPWPD/NPWRD didasarkan pada pendaftaran baik melalui 

pelaporan maupun pendataan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 dan Pasal 39: 

NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berbentuk kartu identitas NPWPD dan NPWRD: 

NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk 

Kependudukan, 

NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha, 

Dalam hal Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 

39, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan NPWPD 

dan NPWRD secara jabatan. 

Bentuk kartu identitas NPWPD dan NPWRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 4 

Tata Cara Penghapusan/Penonaktifan NPWPD/NPWPRD 

(1) 

(2) 

Pasal 43 

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan 

Wajib Pajak. 

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang 
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dipersamakaxi atas dasar permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat 

yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka 

waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima 

secara Iengkap. 

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) 

bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui. 

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 

NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan 

secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

sepanjang Wajib Pajak: 

a. tidak memihki tunggakan Pajak; dan 

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa 

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali. 

Bagian Kedua 
Penilaian PBB-P2 

Pasal 44 

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a 

ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 

tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan wdayahnya. 

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi 

jua l beli yang terjadi secara wajar. 

(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat 

dilakukan dengan metode: 

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; 

b. nilai perolehan bam; atau 

c. nilai jua l pengganti. 

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

ditetapkan berdasarkan proses penilaian. 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat 

yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka 

waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima 

secara lengkap. 

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) 

bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui. 

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 

NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan 

secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

sepanjang Wajib Pajak: 

a. tidak memiliki tunggakan Pajak, dan 

b.tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa 

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali. 

Bagian Kedua 

Penilaian PBB-P2 

Pasal 44 

NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a 

ditetapkan oleh Bupati. 

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 

tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan wilayahnya. 

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi 

jual beli yang terjadi secara wajar. 

Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat 

dilakukan dengan metode: 

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, 

b. nilai perolehan baru, atau 

c. nilai jual pengganti. 

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

ditetapkan berdasarkan proses penilaian. 
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(6) NJOP hasil penilaiein sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dibedakan menjadi: 

a. NJOP Bumi ; 

b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum ; dan/atau 

c. NJOP Bangunan Objek Pajak Tertentu. 

Bagian Ketiga 

Penetapan Besaran Pajaik Terutang 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 45 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak 

terutang dengan menggunakan SKPD dan/atau SPPT untuk 

jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. 

(2) SKPD dan/atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani atas nama 

Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau 

Pejabat yang ditunjuk. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang 

ditunjuk dapat menerbitkan SKPD dan/atau SPPT secara 

jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 

Daerah. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan 

lain temyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari 

jumlah Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang 

ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan 

menggunakan SKPDKB/SKPDKBT. 

(5) Jumlah kekurangan pajsik ysing terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga 1 (satu) persen sebulan, dihitung 

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat 

terutangnya pajak. 

(6) Dikecualikan dari sanksi administratif berupa kenaikan 

sebagaimana dimsiksud pada ayat (5) j i ka data baru 
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(6) NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(#) 

(5) 

(6) 

dibedakan menjadi: 

a. NJOP Bumi : 

b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum : dan/atau 

c. NJOP Bangunan Objek Pajak Tertentu. 

Bagian Ketiga 

Penetapan Besaran Pajak Terutang 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 45 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak 

terutang dengan menggunakan SKPD dan/atau SPPT untuk 

jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. 

SKPD dan/atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani atas nama 

Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau 

Pejabat yang ditunjuk. 

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang 

ditunjuk dapat menerbitkan SKPD dan/atau SPPT secara 

jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 

Daerah. 

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan 

lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari 

jumlah Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang 

ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan 

menggunakan SKPDKB/SKPDKBT. 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga 1 (satu) persen sebulan, dihitung 

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat 

terutangnya pajak. 

Dikecualikan dari sanksi administratif berupa kenaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika data baru 
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diperoleh berdasarkan laporan tertulis dari Wajib Pajak atas 

kehendak sendiri. 

Paragraf 2 

Pajak Reklame 

Pasal 46 

(1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib dilaporkan ke 

Perangkat Daerah pemungut Pajak sebelum di pasang 

dengan menggunakan formulir SPOPD; 

(2) Wajib Pajak setelah mengisi formulir SPOPD secara benar, 

jelas dan Iengkap, ditandatangani dan disampaikan melalui 

bidang pendapatan pada Perangkat Daerah pemungut Pajak 

atau melalui layanan pendaftaran secara online sebelum 

penyelenggaraan reklame; 

(3) SPOPD untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) 

tahun kalender meUputi reklame 

papan/billboard/videotron/megatron, dan reklame berjalan 

harus disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah 

pemungut pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender 

sejak tanggal pemasangan Reklame. 

(4) SPOPD untuk objek reklame insidentil dengan masa pajak 1 

(satu) bulan kalender atau 7 (tujuh) hari kalender meliputi 

reklame kain/cover, baliho/MMT, reklame melekat/stiker, 

reklame selebaran, reklame udara, reklame apung, reklame 

film/slide, dan reklame peragaan harus disampaikan kepada 

Bupati paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal 

pemasangan Reklame. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak mendaftarkan diri 

sebagcdmana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemanggilan 

terhadap Wajib Pajak dalam rangka melakukan konfirmasi. 

(6) Dalam hal masa pemasangan reklame telah melewati paling 

lama 10 (sepuluh) hari kalender, dan reklame masih 

terpasang tetapi belum didaftarkan kembali maka akan 

diterbitkan SKPD secara jabatan. 

(7) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan verifikasi 

lapangan. 

Pasal 47 

(1) Setiap orang dan atau badan dapat dikenakan Pajak 

Reklame apabila melakukan penyelenggaraan reklame yang 

diperoleh berdasarkan laporan tertulis dari Wajib Pajak atas 

kehendak sendiri. 

Paragraf 2 

Pajak Reklame 

Pasal 46 

(l) Setiap penyelenggaraan reklame wajib dilaporkan ke 

Perangkat Daerah pemungut Pajak sebelum di pasang 

dengan menggunakan formulir SPOPD, 

(2) Wajib Pajak setelah mengisi formulir SPOPD secara benar, 

jelas dan lengkap, ditandatangani dan disampaikan melalui 

bidang pendapatan pada Perangkat Daerah pemungut Pajak 

atau melalui layanan pendaftaran secara online sebelum 

penyelenggaraan reklame, 

(3) SPOPD untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) 

tahun kalender meliputi reklame 

papan /billboard/videotron/megatron, dan reklame berjalan 

harus disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah 

pemungut pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender 

sejak tanggal pemasangan Reklame. 

(4) SPOPD untuk objek reklame insidentil dengan masa pajak 1 

(satu) bulan kalender atau 7 (tujuh) hari kalender meliputi 

reklame kain/cover, baliho/MMT, reklame melekat/stiker, 

reklame selebaran, reklame udara, reklame apung, reklame 

film/slide, dan reklame peragaan harus disampaikan kepada 

Bupati paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal 

pemasangan Reklame. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak mendaftarkan diri 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemanggilan 

terhadap Wajib Pajak dalam rangka melakukan konfirmasi. 

(6) Dalam hal masa pemasangan reklame telah melewati paling 

lama 10 (sepuluh) hari kalender, dan reklame masih 

terpasang tetapi belum didaftarkan kembali maka akan 

diterbitkan SKPD secara jabatan. 

(7) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan verifikasi 

lapangan. 

Pasal 47 

(1) Setiap orang dan atau badan dapat dikenakan Pajak 

Reklame apabila melakukan penyelenggaraan reklame yang 
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dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik 

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan 

yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau 

dinikmati oleh umum. 

(2) Reklame yang digunakan dengan tujuan non komersil tidak 

dikenakan pajak reklame, berupa Reklame kegiatan 

keagamaan, panti asuhan, reklame organisasi 

kemasyarakatan, politik, media massa, Pemerintah, 

PerwaMIan Diplomatik, Konsulat dan reklame yang tidak 

bersifat komersil. 

(3) Keabsahan pemasangan reklame spanduk, umbul-umbul, 

banner dan sejenisnya ditandai dengan pemberian 

stempel/cap oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak yang 

berlaku sebagai bukti lunas pajak dan masa berlaku pajak 

reklame. 

Paragraf 3 

Nilai Sewa Reklame 

Pasal 48 

(1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) berdasarkan indikator: 

a. nilai jua l objek pajak reklame; 

b. nilai strategis lokasi. 

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai 

sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. 

(3) Dalam hal Reklame diselengarakan sendiri, nilai sewa 

Reklame sebagaimEina dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan memperhatikan faktor: 

a. jenis; 

b. bahan yang digunakan; 

c. lokasi penempatan; 

d. waktu penayangan; 

e. jangka waktu penyelenggaraan; 

f. jumlah; dan 

g. ukuran media reklame. 

Pasal 49 

(1) Pajak Reklame terutang dihitung berdasarkan perkalian 
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(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik 

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan 

yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau 

dinikmati oleh umum. 

Reklame yang digunakan dengan tujuan non komersil tidak 

dikenakan pajak reklame, berupa Reklame kegiatan 

keagamaan, panti asuhan, reklame organisasi 

kemasyarakatan, politik, media massa, Pemerintah, 

Perwakilan Diplomatik, Konsulat dan reklame yang tidak 

bersifat komersil. 

Keabsahan pemasangan reklame spanduk, umbul-umbul, 

banner dan sejenisnya ditandai dengan pemberian 

stempel/cap oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak yang 

berlaku sebagai bukti lunas pajak dan masa berlaku pajak 

reklame. 

Paragraf 3 

Nilai Sewa Reklame 

Pasal 48 

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) berdasarkan indikator: 

a. nilai jual objek pajak reklame, 

b. nilai strategis lokasi. 

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai 

sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. 

Dalam hal Reklame diselengarakan sendiri, nilai sewa 

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan memperhatikan faktor: 

a. jenis, 

b. bahan yang digunakan, 

c. lokasi penempatan, 

d. waktu penayangan, 

e. jangka waktu penyelenggaraan, 

f. jumlah, dan 

g. ukuran media reklame. 

Pasal 49 

Pajak Reklame terutang dihitung berdasarkan perkalian 
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antara Tarif Pajak dengan Nilai Sewa Reklame sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 48. 

(2) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai 

dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, 

kahmat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik gaiis lurus 

vertikal dan horisontal, sehingga merupakan empat persegi 

panjang. 

(3) Reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan 

sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari 

luas. 

(4) Nilai Pajak reklame terutang untuk penyelenggaraan 

reklame minuman beralkohol dan reklame rokok ditambah 

50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak reklame 

terutang. 

(5) Klasifikasi Kawasan pemasangan reklame berdasarkan 

tingkat strategis pemasangan reklame. 

(6) Tata cara perhitungan Pajak Reklame sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan klasifikasi kawasan/zona 

reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum 

dalam lampiran VI Yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 4 

Pajak Air Tanah 

Pasal 50 

(1) Bupati menetapkan PAT terutang berdaseirkan surat 

pendaftaran objek Pajak Daerah dengan menggunakan 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan 

lain temyata jumlah PAT yang terutang lebih besar dari 

jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat ditetapkan secara jabatan PAT temtang 

dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(3) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan cara 

mengalikan volume pengambilan air tanah dengan Harga 

Dasar Air . 

(4) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi pengambilan dan/atau 
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(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

antara Tarif Pajak dengan Nilai Sewa Reklame sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 48. 

Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai 

dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, 

kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus 

vertikal dan horisontal, sehingga merupakan empat persegi 

panjang. 

Reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan 

sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari 

luas. 

Nilai Pajak reklame terutang untuk penyelenggaraan 

reklame minuman beralkohol dan reklame rokok ditambah 

50x (lima puluh persen) dari jumlah pajak reklame 

terutang. 

Klasifikasi Kawasan pemasangan reklame berdasarkan 

tingkat strategis pemasangan reklame. 

Tata cara perhitungan Pajak Reklame sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan klasifikasi kawasan/zona 

reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum 

dalam lampiran VI Yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 4 

Pajak Air Tanah 

Pasal 50 

Bupati menetapkan PAT terutang berdasarkan surat 

pendaftaran objek Pajak Daerah dengan menggunakan 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan 

lain ternyata jumlah PAT yang terutang lebih besar dari 

jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat ditetapkan secara jabatan PAT terutang 

dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan cara 

mengalikan volume pengambilan air tanah dengan Harga 

Dasar Air . 

Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi pengambilan dan/atau 
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pemanfaatan air tanah. 

Pasal 51 

Tata cara perhitungan Pajak Air Tanah dan klasifikasi 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 disesuaikan dengan ketentuan 

Peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 5 

Opsen PKB dan BBNKB 

Pasal 52 

(1) Penetapan dan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB 

terutang dilakukan bersamaan dengan penetapan dan 

pembayaran PKB dan BBNKB. 

(2) Pembayaran Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split 

payment) secara langsung atau otomatis ke kas umum 

daerah. 

(3) Dasar pengakuan atas penerimaan Opsen PKB dan BBNKB 

berdasarkan Surat Tanda Setoran dari Pemerintah Provinsi. 

(4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati dapat membantu 

melakukan Penagihan. 

Paragraf 6 
Sinergi Pemungutan Opsen 

Pasal 53 

(1) PemerintEih Daerah dan Pemerintnh Provinsi melaksanakan 

sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan 

Opsen Pajak atas: 

a. PKB dan Opsen PKB; 

b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan 

c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB. 

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi 

pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan 

PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan 

Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya. 

(3) Bentuk sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Penetapan Besaran Retribusi Terutang 
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pemanfaatan air tanah. 

Pasal 51 

Tata cara perhitungan Pajak Air Tanah dan klasifikasi 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 disesuaikan dengan ketentuan 

Peraturan perundang-undangan. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

Paragraf 5 

Opsen PKB dan BBNKB 

Pasal 52 

Penetapan dan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB 

terutang dilakukan bersamaan dengan penetapan dan 

pembayaran PKB dan BBNKB. 

Pembayaran Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split 

payment) secara langsung atau otomatis ke kas umum 

daerah. 

Dasar pengakuan atas penerimaan Opsen PKB dan BBNKB 

berdasarkan Surat Tanda Setoran dari Pemerintah Provinsi. 

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati dapat membantu 

melakukan Penagihan. 

Paragraf 6 

Sinergi Pemungutan Opsen 

Pasal 53 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan 

sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan 

Opsen Pajak atas: 

a. PKB dan Opsen PKB, 

b. BBNKB dan Opsen BBNKB, dan 

c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB. 

Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi 

pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan 

PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan 

Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya. 

Bentuk sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Penetapan Besaran Retribusi Terutang 
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Pasal 54 

(1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian 

antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan jumlah penggunaan j asa yang dijadikan 

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah 

untuk penyelenggaraan j asa tersebut. 

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung 

besamya Retribusi yang temtang. 

(4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain mpiah, 

pembayaran Retribusi dimaksud tetap hams dilakukan 

dalam satuan mata uang mpiah dengan menggunakan kurs 

pada saat temtang yang ditetapkan oleh Menteri untuk 

kepentingan perpajakan. 

(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

ditentukan seragam atau bervariasi menumt golongan 

sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. 

(6) Besaran Retribusi temtang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun 

dokumen elektronik. 

(7) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 

berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 

(SPORD). 

(8) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan, 

diterbitkan dan ditandatangani atas nama Bupati oleh 

Pimpinan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi atau Pejabat 

yang ditunjuk. 

(9) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) dapat bempa karcis, kupon, kartu langganan, 

surat peijanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari 

aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik. 

(10) Karcis, kupon atau kartu berlangganan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) dinyatakan sah penggunaannya 

setelah dilegalisasi dan/atau diperforasi dari Perangkat 

Daerah pemungut Pajak Daerah. 
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Pasal 54 

Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian 

antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan 

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah 

untuk penyelenggaraan jasa tersebut. 

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) 

merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung 

besarnya Retribusi yang terutang. 

Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, 

pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan 

dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs 

pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk 

kepentingan perpajakan. 

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan 

sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. 

Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun 

dokumen elektronik. 

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 

berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 

(SPORD). 

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan, 

diterbitkan dan ditandatangani atas nama Bupati oleh 

Pimpinan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi atau Pejabat 

yang ditunjuk. 

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, 

surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari 

aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik. 

(10)Karcis, kupon atau kartu berlangganan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) dinyatakan sah penggunaannya 

setelah dilegalisasi dan/atau diperforasi dari Perangkat 

Daerah pemungut Pajak Daerah. 
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Bagian Kelima 

Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 55 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongksm. 

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang 

dengan menggunakan SSPD dan/atau 

SKPD/SKPDKB/SKDKBT/STPD atau menggunakan kode 

bayar/billing yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah 

pemungut Pajak ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk 

oleh Bupati. 

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilakukan juga melalui sistem pembayaran berbasis 

elektronik. 

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 

tersedia atau mengalami kendala, pembayaran atau 

penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran 

tunai atau transfer langsung ke Bank Rekening Kas Umum 

Daerah. 

Pasal 56 

(1) Pembayaran pajak daerah terutang untuk jenis pajak yang 

dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (self asessment) 

dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah 

berakhimya masa pajsik. 

(2) Pajak Daerah terutang yang terutsmg dalam SKPD, 

pembaysirannya dilakukan paling Isunbat 1 (satu) bulan 

sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Pajak Bumi dan Bangunan dipungut berdasarkan SPPT dan 

pembayarannya paling lambat tanggal 31 Desember tahun 

berjalan. 

(4) Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak 

terutang jatuh pada hari libur, maka waktu pembayarein 

atau penyetoran pajsdc terutang dapat dilsikukan pada 1 

(satu) hari kerja berikutnya dengan tidsik dikenakan denda. 

(5) Dalsim hal Wajib Pajak tidsik membaysir atau menyetor tepat 

pada WEiktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak 

terutang ysing tidsdc atau kurang dibayar atau disetor, 

dihitung dsiri tsinggal jatuh tempo pembayaran sampai 

dengan tanggal pembayarsm, untuk jsmgka waktu paling 
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Bagian Kelima 

Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 55 

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang 

dengan menggunakan SSPD dan/atau 

SKPD/SKPDKB/SKDKBT/STPD atau menggunakan kode 

bayar/billing yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah 

pemungut Pajak ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk 

oleh Bupati. 

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilakukan juga melalui sistem pembayaran berbasis 

elektronik. 

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 

tersedia atau mengalami kendala, pembayaran atau 

penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran 

tunai atau transfer langsung ke Bank Rekening Kas Umum 

Daerah. 

Pasal 56 

Pembayaran pajak daerah terutang untuk jenis pajak yang 

dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (self asessment) 

dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah 

berakhirnya masa pajak. 

Pajak Daerah terutang yang terutang dalam SKPD, 

pembayarannya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan 

sejak tanggal diterbitkan. 

Pajak Bumi dan Bangunan dipungut berdasarkan SPPT dan 

pembayarannya paling lambat tanggal 31 Desember tahun 

berjalan. 

Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak 

terutang jatuh pada hari libur, maka waktu pembayaran 

atau penyetoran pajak terutang dapat dilakukan pada 1 

(satu) hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan denda. 

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat 

pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 1”o (satu persen) per bulan dari Pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, 

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 

dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling 
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lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan dsm ditagih dengan 

menggunakan STPD. 

(6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak 

atas Tanah dan/atau Bangunan dari jua l beh berdasarkan 

nilai perolehan objek pajak. 

(7) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan peijanjian 

pengikatan jua l beli sebelum ditandatanganinya akta jua l 

beli mengakibatkan: 

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib 

Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran BPHTB; atau 

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan 

pembayaran kekurangan dimaksud. 

Pasal 57 

(1) Pejabat pembuat akta tanah atau Notaris sesuai 

kewenangannya wajib: 

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, 

sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan; dan 

b. melaporkan pembuatan peijanjian pengikatan jua l beli 

dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada 

Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 

(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris 

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. denda sebesar RplO.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a; dan/atau 

b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 

setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b. 

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara 

wajib: 

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, 

sebelum menandatangani risalah lelang; dan 

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat 

pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 
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(7) 

(1) 

(2) 

(3) 

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan 

menggunakan STPD. 

Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak 

atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan 

nilai perolehan objek pajak. 

Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian 

pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual 

beli mengakibatkan: 

jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib 

Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran BPHTB, atau 

jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan 

pembayaran kekurangan dimaksud. 

Pasal 57 

Pejabat pembuat akta tanah atau Notaris sesuai 

kewenangannya wajib: 

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, 

sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan, dan 

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli 

dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada 

Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 

Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris 

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, dan/atau 

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 

setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b. 

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara 

wajib: 

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, 

sebelum menandatangani risalah lelang, dan 

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat 

pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 
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(4) Kepala kantor yang membidcingi pelayanan lelang negara 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 

ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui sistem elektronik yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. 

Pasal 58 

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan 

pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak 

atas tanah setelah Wajib Pajsik menyerahkan bukti 

pembayaran BPHTB. 

(2) Kepala ksmtor bidang pertemahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimsiksud pada ayat (1) dikensiksm sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 59 

Dalam hal perolehan Hak atas Tansih dan/atau Bangunan yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan 

merupsikan objek BPHTB, Bupati atau Pejabat yang membidangi 

Pajsik Daerah dapat menerbitkan surat keterangsin buksm objek 

BPHTB. 

Bagian Keenam 

Penelitian SSPD BPHTB 

Pasal 60 

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: 

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB 

dengan NOPD yang tercantum: ' 

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; 

dan 

2. pada basis data PBB-P2; 

b. kesesuaism NJOP Bumi yang dicantumkan dalsim 

SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi 

pada basis data PBB-P2; 

c. kesesuaian NJOP Bangunan ysmg dicantumkan 

dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per 

meter persegi pada basis data PBB-P2; 

d. kebenarsm penghitungan BPHTB yang meliputi ndsu 

perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, 

KABA 
K E U AN 

fN 
SAN 

K A B A G 
H u k U M A S S 111 S E K D A 

A~ - r -

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 

ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui sistem elektronik yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. 

Pasal 58 

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan 

pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak 

atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti 

pembayaran BPHTB. 

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 59 

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan 

merupakan objek BPHTB, Bupati atau Pejabat yang membidangi 

Pajak Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek 

BPHTB. 

Bagian Keenam 

Penelitian SSPD BPHTB 

Pasal 60 

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: 

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB 

dengan NOPD yang tercantum: 

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya, 

dan 

2. pada basis data PBB-P2: 

b. kesesuaian NJOP Bumi yang dicantumkan dalam 

SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi 

pada basis data PBB-P2, 

c. kesesuaian NJOP Bangunan yang dicantumkan 

dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per 

meter persegi pada basis data PBB-P2: 

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai 

perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, 
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tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan 

BPHTB terutang atau yang harus dibayar; 

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, 

termasuk besamya pengurangan yang dihitung 

sendiri; dan 

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang 

dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk 

kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hunrf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah 

wasiat. 

(3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

humf f yaitu untuk kepemilikan mmah pertama dengan 

kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahsin 

pembangunan dan perolehan mmah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang 

menyelenggarakan Umsan Pemerintahan di bidang 

pekeijaan umum dan pemmahan rakyat. 

(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

diterimanya secara Iengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian 

di tempat. 

(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang 

disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak temtang, Wajib 

Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut. 

Bagian Ketujuh 

Pemungutan Retribusi 

Pasal 61 

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi temtang 

yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang 

bertindak selaku pemungut. 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan 

BPHTB terutang atau yang harus dibayar: 

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, 

termasuk besarnya pengurangan yang dihitung 

sendiri, dan 

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang 

dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk 

kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah 

wasiat. 

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan 

kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan 

pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian 

di tempat. 

Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang 

disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib 

Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut. 

Bagian Ketujuh 

Pemungutan Retribusi 

Pasal 61 

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang 

yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang 

bertindak selaku pemungut. 
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(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh 

penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan 

oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi 

disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan. 

(5) Pembayaran atau penyetoran retribusi daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui 

sistem pembayaran non tunai atau penyetoran berbasis 

elektronik. 

(6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 

tersedia atau mengalami kendala teknis, pembayaran atau 

penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran 

tunai atau transfer ke Bank Rekening Kas Umum Daerah. 

(7) Dalam hal Retribusi yang dipungut berdasarkan SKRD tidak 

membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 

Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi 

terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari 

tanggal jatuh tempo pembayaran seimpai dengan tanggal 

pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) didahului dengan Surat Teguran. 

Bagian Kedelapan 
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga 

Pasal 62 

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau 

penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan 

Retribusi. 

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, 

pengawasan, dan Pemeriksaan. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(1) 

(2) 

(3) 

Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh 

penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan 

oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi 

disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan. 

Pembayaran atau penyetoran retribusi daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui 

sistem pembayaran non tunai atau penyetoran berbasis 

elektronik. 

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 

tersedia atau mengalami kendala teknis, pembayaran atau 

penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran 

tunai atau transfer ke Bank Rekening Kas Umum Daerah. 

Dalam hal Retribusi yang dipungut berdasarkan SKRD tidak 

membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 

Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 1# (satu persen) per bulan dari Retribusi 

terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari 

tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 

pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) didahului dengan Surat Teguran. 

Bagian Kedelapan 

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga 

Pasal 62 

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau 

penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan 

Retribusi. 

Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, 

pengawasan, dan Pemeriksaan. 

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
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dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah pemungut 

Retribusi. 

(5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas 

Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib 

Retribusi. 

(6) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening 

Kas Umum Daerah melalui rekening bendahara penerimaan 

perangkat daerah secara brute. 

(7) Pemberian imbal j asa kepada pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD. 

Bagian Kesembilan 
Pembukuan 

Pasal 63 

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan 

secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan 

ketentuan: 

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran 

usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib 

menyelenggarakan pembxokuan; dan 

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran 

usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memiUh 

menyelenggarak£in pembukuan atau pencatatan. 

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan 

memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan 

atau kegiatan usaha yang sebenamya. 

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pembukuan. 

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data 
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(5) 

(6) 

(7) 

(1) 

(2) 

(3) 

(#) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah pemungut 

Retribusi. 

Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas 

Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib 

Retribusi. 

Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening 

Kas Umum Daerah melalui rekening bendahara penerimaan 

perangkat daerah secara bruto. 

Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD. 

Bagian Kesembilan 

Pembukuan 

Pasal 63 

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan 

secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan 

ketentuan: 

bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran 

usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib 

menyelenggarakan pembukuan, dan 

bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran 

usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih 

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan 

memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan 

atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang terkait dengan pembukuan. 

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data 
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penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat 

digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang. 

(5) Buku , catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil 

pengolahan data dari pjembukuan yang dikelola secara 

elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana 

dimaksud pada ayat |1) wajib disimpan selama 5 (lima) 

tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal 

Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib 

Pajak Badan. 

Bagian Kesepuluh 
Pelaporan Pajak 

Psiragraf 1 

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

Pasal 64 

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per 

jenis Pajak dalam satu masa Pajak. 

(4) Wajib Pajak mengambil sendiri SPTPD di Perangkat Daersih 

pemungut Pajsik atau tempat lain yang ditunjuk, atau 

mengunduh/melaporksm SPTPD secara elektronik melalui 

system informasi administrasi pelayanan pajak daerah. 

(5) SPTPD wajib di is i dengan benar, jelas dan Iengkap dan 

ditsmdatsmgani oleh Wajib Pajak. 

(6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD. 

(7) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dismggap 

telah disampaikan setelsih dilakukannya pembaysiran. 

Pasal 65 

(1) Penyampaian SPTPD sebagaimsma dimaksud dalam Pasal 64 

ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak. 

(2) Masa Pajak sebagsdmana dimaksud pada ayat (1) 

merupaksm jsmgka wsiktu yang digunsikan oleh Wajib Pajak 
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(5) 

penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat 

digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang. 

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil 

pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 

elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) 

tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal 

Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib 

Pajak Badan. 

Bagian Kesepuluh 

Pelaporan Pajak 

Paragraf 1 

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(1) 

(2) 

Pasal 64 

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi SPTPD. 

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. 

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per 

jenis Pajak dalam satu masa Pajak. 

Wajib Pajak mengambil sendiri SPTPD di Perangkat Daerah 

pemungut Pajak atau tempat lain yang ditunjuk, atau 

mengunduh/melaporkan SPTPD secara elektronik melalui 

system informasi administrasi pelayanan pajak daerah. 

SPTPD wajib di isi dengan benar, jelas dan lengkap dan 

ditandatangani oleh Wajib Pajak. 

Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD. 

SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap 

telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran. 

Pasal 65 

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 

ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak. 

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak 
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untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan 

atau QiseiorKan KC Kas uaeran uan uuaporKan uaiain 

SPTPD. 

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 

menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD 

seoagaunana aimaxsua paaa ayai \ij panng lama l u 

(sepuluh) hari setelah berakhimya masa Pajak. 

(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikecualikan untuk BPHTB. 

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka batas 

waktu penyampaian SPTPD ja tuh pada hsiri kerja 

berikutnya. 

(6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan ke Perangkat Daerah pemungut Pajak setelah 

berakhimya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai 

bukti pelunasan Pajak. 

Pasal 66 

(1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. diantar langsung ke Perangkat Daerah pemungut Pajak; 

b. melalui pos dengan bukti penerimaan surat; 

c. pemsahaan jasa ekspedisi; dan/atau 

d. secara online melalui website layanan Pajak Daerah. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: 

a. Data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan 

pajak; dan 

b. Bukt i SSPD atau Bukti Pembayaran Pajak Daerah. 

(3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) humf a, diberikan bukti penerimaan. 

(4) Bukt i pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan humf c, 

dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPTPD 

tersebut diterima berkasnya secara Iengkap. 

(5) Pengisian SPTPD secara online dilakukan pemeriksaan 

melalui aplikasi oleh petugas pelayanan pada Perangkat 

Daerah pemungut Pajak. 
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(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan 

atau GlSelorkan Ke Kas vacran dan Uulaporkan udialr 

SPTPD. 

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 

menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD 

sebagaimana ammaksua pada ayat yi) pang iama 1U 

(sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak. 

Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikecualikan untuk BPHTB. 

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka batas 

waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja 

berikutnya. 

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan ke Perangkat Daerah pemungut Pajak setelah 

berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai 

bukti pelunasan Pajak. 

Pasal 66 

Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. diantar langsung ke Perangkat Daerah pemungut Pajak, 

b. melalui pos dengan bukti penerimaan surat, 

c. perusahaan jasa ekspedisi, dan/atau 

d. secara online melalui website layanan Pajak Daerah. 

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: 

a. Data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan 

pajak, dan 

b. Bukti SSPD atau Bukti Pembayaran Pajak Daerah. 

Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan. 

Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b dan huruf c, 

dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPTPD 

tersebut diterima berkasnya secara lengkap. 

Pengisian SPTPD secara online dilakukan pemeriksaan 

melalui aplikasi oleh petugas pelayanan pada Perangkat 

Daerah pemungut Pajak. 
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Pasal 67 

(1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila: 

a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 

kuasanya; 

b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau 

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) 

c. Tidak melakukan penginputan dan pengisian data dalam 

aplikasi e-SPTPD pelayanan pajak Daerah. 

(2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan 

secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD 

tersebut diterima. 

Pasal 68 

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan 

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dapat 

dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah 

untuk setiap SPTPD. 

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak dikenakan j i ka Wajib Pajak mengalami 

keadaan kahar (force majeure). 

Pasal 69 

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan 

SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan 

pemyataan tertulis sepanjang belum dilakukan 

Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD hams 

disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum 

kedaluwarsa penetapan. 

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD 

dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang 

kurang dibayar dan sanksi administratif bempa bunga. 

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi 
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(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 67 

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila: 

a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 

kuasanya, 

b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau 

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) 

c. Tidak melakukan penginputan dan pengisian data dalam 

aplikasi e-SPTPD pelayanan pajak Daerah. 

Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan 

secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD 

tersebut diterima. 

Pasal 68 

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan 

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dapat 

dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah 

untuk setiap SPTPD. 

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami 

keadaan kahar (force majeure). 

Pasal 69 

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan 

SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan 

pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan 

Pemeriksaan. 

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus 

disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum 

kedaluwarsa penetapan. 

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD 

dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang 

kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga. 

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi 
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administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per 

bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari 

tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 

pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan serta bagian deiri bulan dihitung penuh 1 

(satu) bulan. 

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tidak dikenaikan sanksi administratif berupa kenaikan pokok 

Pajak yang kurang dibayar. 

Paragraf 2 

Penehtian SPTPD 

Pasal 70 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penehtian 

SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

(2) Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 

dhakukan atas nama Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah 

pemungut Pajak atau Pejabat yang ditunjuk melakukan 

Penehtian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak. 

(3) Penehtian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mehputi: 

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran 

dengan tanggal pelunasan dalam SSPD; 

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan 

c. kebenaran penuhsan, penghitungan, dan/atau 

administrasi lainnya. 

(4) Apabila berdasarkan hash Penehtian atas SPTPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat 

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang 

ditunjuk menerbitkan STPD. 

(5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan 

jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah 

sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) 

per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung 

sejak saat terutangnya Pajak atau berakhimya masa Pajak, 

bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu 

pahng lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
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(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

administratif berupa bunga sebesar 1” (satu persen) per 

bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari 

tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 

pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 

(satu) bulan. 

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok 

Pajak yang kurang dibayar. 

Paragraf 2 

Penelitian SPTPD 

Pasal 70 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian 

SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 

dilakukan atas nama Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah 

pemungut Pajak atau Pejabat yang ditunjuk melakukan 

Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak. 

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran 

dengan tanggal pelunasan dalam SSPD, 

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD: dan 

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau 

administrasi lainnya. 

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat 

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang 

ditunjuk menerbitkan STPD. 

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan 

jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah 

sanksi administratif berupa bunga sebesar 1” (satu persen) 

per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung 

sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, 

bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
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(6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian 

informasi yang tidak sebenamya dari Wajib Pajak, Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang 

ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan. 

Bagian Kesebelas 

Pemeriksaan Pajak dan Retribusi 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 71 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pajak dan Retribusi. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dhakukan dalam hal: 

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi 

kelebihan pembayaran Pajak; 

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang 

menunjukkan bahwa Pajak yang temtang tidak atau 

kurang dibayar; atau 

c. Wajib Pajak yang terphih untuk dilakukan Pemeriksaan 

berdasarkan analisis risiko. 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dhakukan paling sedikit untuk: 

a. pemberian NPWPD secara jabatan; 

b. penghapusan NPWPD; 

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; 

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan 

materi ysing berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. 

Pasal 72 

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 1 , kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi 
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(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian 

informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang 

ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan. 

Bagian Kesebelas 

Pemeriksaan Pajak dan Retribusi 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 71 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pajak dan Retribusi. 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam hal: 

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi 

kelebihan pembayaran Pajak, 

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang 

menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau 

kurang dibayar, atau 

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan 

berdasarkan analisis risiko. 

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk: 

a. pemberian NPWPD secara jabatan, 

b. penghapusan NPWPD: 

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak, 

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan, dan/atau 

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dumaksud pada 

ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan 

materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. 

Pasal 72 

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi 
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yang diperiksa meliputi: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasamya, dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek 

Retribusi yang temtang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 

mangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan 

guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71 , hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 

yang diperiksa paling sedikit: 

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan 

kepada pemeriksa; 

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan 

tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan 

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan 

tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besamya 

Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan. 

Paragraf 2 

Pedoman Pemeriksaan 

Pasal 73 

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib 

Retribusi didasarkan pada pedoman yang ditentukan oleh Tim 

Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk 

oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak berdasarkan Keputusan 

Bupati yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas deal 

Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak yang mehputi 

pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan 

pemeriksaan dan pedoman laporan pemeriksaan. 

Pasal 74 

Pedoman umum pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

a. pemeriksaan dilaksanadmn oleh Tim Pemeriksa yang 

dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak 

dengEun menugaskan aparatur yang telah mendapatkan 
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yang diperiksa meliputi: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek 

Retribusi yang terutang, 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan 

guna kelancaran Pemeriksaan, dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 

yang diperiksa paling sedikit: 

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan 

kepada pemeriksa, 

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan 

tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan, dan 

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan 

tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya 

Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan. 

Paragraf 2 

Pedoman Pemeriksaan 

Pasal 73 

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib 

Retribusi didasarkan pada pedoman yang ditentukan oleh Tim 

Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk 

oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak berdasarkan Keputusan 

Bupati yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas dari 

Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak yang meliputi 

pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan 

pemeriksaan dan pedoman laporan pemeriksaan. 

Pasal 74 

Pedoman umum pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

a. pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa yang 

dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak 

dengan menugaskan aparatur yang telah mendapatkan 
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pendidikan teknis pemeriksa pajak daerah dan retribusi 

daerah dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak 

dan retribusi; dan/atau 

b. j i ka Perangkat Daerah pemungut Pajak belum memiliki 

tenaga teknis pemeriksa pajsik daerah dsin/atau retribusi 

daerah, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pejabat yang 

memiliki kemampuan/keahlism dalam melakukan 

pemeriksaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah serta 

memiliki pengetahuan teknis tentang Pajak Daerah 

dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan surat penugasan 

oleh Bupati; 

c. pemeriksa harus bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh 

pengabdian, bersikap terbuka, sopan dsin objektif serta wajib 

menghindarkan diri dari perbuatan tercela; 

d. pemeriksaan harus dilakukan oleh pemeriksa dengsin 

menggunakan kesihliannya secara cermat dan seksama serta 

memberikan gambaran yang sesuai dengan keadasm yang 

sebenamya tentang Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; 

dan 

e. temuan hash pemeriksaan dituangksm dsdam KKP sebagai 

bahan untuk menyusun laporan pemeiiksasm. 

Pasal 75 

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e disusun 

oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai: 

a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai 

standar pelaksanaan Pemeriksaan; 

b. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil 

Pemeriksaan; 

c. dasar pembuatan LHP; 

d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan 

atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 

e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya 

Pasal 76 

(1) Standar pelaporan Pemeriksaan dituangkan dalam LHP, 

disusun secara ringkas dan jelas yang memuat: 

a. mang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan 

tujuan Pemeriksaan; dan 
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Pasal 78 

Pedoman laporan pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas, 

sesuai mang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat 

kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat 

tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap 
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b. 

pendidikan teknis pemeriksa pajak daerah dan retribusi 

daerah dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak 

dan retribusi, dan/atau 

jika Perangkat Daerah pemungut Pajak belum memiliki 

tenaga teknis pemeriksa pajak daerah dan/atau retribusi 

daerah, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pejabat yang 

memiliki kemampuan /keahlian dalam melakukan 

pemeriksaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah serta 

memiliki pengetahuan teknis tentang Pajak Daerah 

dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan surat penugasan 

oleh Bupati, 

pemeriksa harus bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh 

pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan objektif serta wajib 

menghindarkan diri dari perbuatan tercela: 

pemeriksaan harus dilakukan oleh pemeriksa dengan 

menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta 

memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya tentang Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, 

dan 

temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam KKP sebagai 

bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan. 

Pasal 75 

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e disusun 

oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai: 

a. 

(1) 

bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai 

standar pelaksanaan Pemeriksaan, 

bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil 

Pemeriksaan, 

dasar pembuatan LHP, 

sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan 

atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak, dan 

referensi untuk pemeriksaan berikutnya 

Pasal 76 

Standar pelaporan Pemeriksaan dituangkan dalam LHP, 

disusun secara ringkas dan jelas yang memuat: 

a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan 

tujuan Pemeriksaan, dan 
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Pasal 78 

Pedoman laporan pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas, 

sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat 

kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat 

tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap 
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peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan 

memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan; 

b. laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan 

penjdmpanan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus 

memperhatikan: 

1. faktor pembanding; 

2. nilai absolut; j 

3. sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan; 

4. pengaruh penjdmpangan; dan 

5. hubungan dengan permasalahan lainnya. 

Paragraf 3 

Bentuk Pemeriksaan 

Pasal 79 

(1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dari: 

a. pemeriksaan Iengkap . 

b. pemeriksa£in sederhana. 

(2) Pemeriksaan Iengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh 

jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahim-tahun 

sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik 

pemeriksaan yang lazim dilakukan dalam pemeriksaan pada 

umumnya. 

(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, dapat dilakukan: 

a. di lapangan, meliputi seluruh Jenis pajak untuk tahun 

berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang 

dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan 

dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. 

b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun 

berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik 

pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang 

sederhana. 

Paragraf 4 

Norma Pemeriksaan 

Pasal 80 

Pemeriksaan dilcikukan dengan berpedoman pada norma 

pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, 

pemeriksaan dan wajib pajak. 
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(1) 

(2) 

(3) 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan 

memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan: 

laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan 

penyimpanan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus 

memperhatikan: 

1. faktor pembanding, 

2. nilai absolut, 

3. sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan, 

4. pengaruh penyimpangan, dan 

5. hubungan dengan permasalahan lainnya. 

Paragraf 3 

Bentuk Pemeriksaan 

Pasal 79 

Bentuk Pemeriksaan terdiri dari: 

a. pemeriksaan lengkap . 

b. pemeriksaan sederhana. 

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh 

jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun 

sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik 

pemeriksaan yang lazim dilakukan dalam pemeriksaan pada 

umumnya. 

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, dapat dilakukan: 

a.di lapangan, meliputi seluruh Jenis pajak untuk tahun 

berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang 

dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan 

dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. 

b.di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun 

berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik 

pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang 

sederhana. 

Paragraf 4 

Norma Pemeriksaan 

Pasal 80 

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma 

pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, 

pemeriksaan dan wajib pajak. 
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Pasal 81 

(1) pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan Lapangan 

berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut: 

a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan 

dilengkapi dengan Surat Perintah pemeriksaan; 

b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang 

akan dilakukan pjemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

c. pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal 

pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib 

Pajak; 

d. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan 

pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa; 

f. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan; 

g. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada 

Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal 

yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

dengan hasi l pemeriksaan; 

h. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatem 

dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari 

Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak 

selesainya pemeriksaan; 

i . pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain 

yang berhak segala sesuatu yang diketahui atau 

diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

pemeriksaan; 

j . pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak 

mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan 

dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban 

perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang 

dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan 

pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban 

perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan di kantor 

berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut: 

a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditanda 

tangani oleh Bupati atau Pejabat xmtuk memanggil Wajib 

Pajak agar datang ke kantor perangkat daerah pemungut 

pajak dalam rangka pemeriksaan; 
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Pasal 81 

(1) pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan Lapangan 

berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut: 

a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan 

y
a
 

dilengkapi dengan Surat Perintah pemeriksaan: 

pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang 

akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak: 

pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal 

pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib 

Pajak, 

pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan 

pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa, 

pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan, 

pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada 

Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal 

yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

dengan hasil pemeriksaan, 

pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan 

dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari 

Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak 

selesainya pemeriksaan, 

pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain 

yang berhak segala sesuatu yang diketahui atau 

diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

pemeriksaan, 

pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak 

mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan 

dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban 

perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang 

dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan 

pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban 

perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan di kantor 

berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut: 

a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditanda 

tangani oleh Bupati atau Pejabat untuk memanggil Wajib 

Pajak agar datang ke kantor perangkat daerah pemungut 

pajak dalam rangka pemeriksaan, 
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b. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan 

pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa; 

c. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan; 

d. pemeriksa wajib memberitabukan secara tertulis kepada 

Wajib Pajak tentang basil pemeriksaan berupa bal-bal 

yang berbeda antara Surat Pemberitabuan Pajak Daerab 

dengan basil pemeriksaan; 

e. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan 

dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari 

Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) bari sejak selesainya 

pemeriksaan; 

f. pemeriksa dilarang memberitabukan kepada pibak lain 

yang tidak berbak, segala sesuatu mengenai yang 

diketabui atau yang diberitahiakan oleb Wajib Pajak 

dalam rangka pemeriksaan; 

g. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak 

mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan 

dan petunjuk lainnya mengenai pjemenuhan kewajiban 

perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang 

dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan 

pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban 

perpajakan untuk tabun-tahun selanjutnya 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

Pasal 82 

Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada norma 

pemeriksaan sebagai berikut: 

a. pemeriksaan dapat dilakukan oleb seorang atau lebib 

pemeriksa; 

b. pemeriksaan dilaksanakan dikantor pemeriksa, dikantor 

Wajib Pajak atau di tempat usaba atau di tempat tinggal 

atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan 

kegiatan usaba atau pekeijaan Wajib Pajak atau di 

tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat; 

c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat 

dilanjutkan di luar jam kerja, j i ka dianggap perlu; 

d. hasil pemeriksaan dituangkan dal£im Laporem 

Pemeriksaan; 
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b. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan 

pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa: 

Cc. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan: 

d. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada 

Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal 

yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

dengan hasil pemeriksaan, 

e. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan 

dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari 

Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya 

pemeriksaan, 

f. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain 

yang tidak berhak, segala sesuatu mengenai yang 

diketahui atau yang diberitahukan oleh Wajib Pajak 

dalam rangka pemeriksaan, 

g. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak 

mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan 

dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban 

perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang 

dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan 

pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban 

perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

Pasal 82 

Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada norma 

pemeriksaan sebagai berikut: 

a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih 

pemeriksa, 

b. pemeriksaan dilaksanakan dikantor pemeriksa, dikantor 

Wajib Pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal 

atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan 

kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di 

tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat, 

Cc. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat 

dilanjutkan di luar jam kerja, jika dianggap perlu, 

d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan 

Pemeriksaan, 
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e. hasil pemeriksaan yang dilakukan seluruhnya disetujui 

oleh Wajib Pajak, dibuatkan Surat Pemyataan tentang 

persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak 

yang bersangkutan; 

f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau 

tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 

g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan, diterbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah 

sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan 

penyidikan. 

Pasal 83 

Wajib Pajak pada saat diperiksa berpedoman pada norma 

pemeriksaan sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan 

baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu 

yang ditentukan; 

b. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk 

memperlihatkan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan dan 

Tanda Pengenal Pemeriksa; 

c. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk 

memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan 

pemeriksaan; 

d. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian 

yang berkenaan dengan hal-hal yemg berbeda antara 

hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah; 

e. Wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pemyataan 

Persetujuan apabila hasi l pemeriksaem disetujui; 

f. Wajib Pajak wajib menandatangani Berita Acara Hasil 

Pemeriksaan apabila basil pemeriksaan tersebut tidak 

atau tidsik seluruhnya disetujui; 

g. Wajib Pajsik wajib memenuhi permintasm peminjaman 

buku-buku, catatsm dan dokumen yang diperlukan 

untuk kelancaran pemeriksaan; 

h. Wajib Pajsik wajib memberiksm izin untuk memasuki 

tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi 

bsmtuan guna kelancarsm pemeriksasm; 

& hasil pemeriksaan yang dilakukan seluruhnya disetujui 

oleh Wajib Pajak, dibuatkan Surat Pernyataan tentang 

persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak 

yang bersangkutan, 

terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau 

tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan: 

berdasarkan Laporan Pemeriksaan, diterbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah 

sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan 

penyidikan. 

Pasal 83 

Wajib Pajak pada saat diperiksa berpedoman pada norma 

pemeriksaan sebagai berikut: 

A Wajib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan 

baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu 

yang ditentukan, 

Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk 

memperlihatkan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan dan 

Tanda Pengenal Pemeriksa, 

Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk 

memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan 

pemeriksaan, 

Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian 

yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara 

hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah: 

Wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan 

Persetujuan apabila hasil pemeriksaan disetujui, 

Wajib Pajak wajib menandatangani Berita Acara Hasil 

Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak 

atau tidak seluruhnya disetujui, 

Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman 

buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan 

untuk kelancaran pemeriksaan, 

Wajib Pajak wajib memberikan izin untuk memasuki 

tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan, 
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i . Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang 

diperlukan. 

Paragraf 5 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pasal 84 

(1) Pemeriksaan Lapangan, dilakukan dengan cara: 

a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan 

lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan 

daerah; 

b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan 

perangkat elektronik pengolah data lainnya; 

c. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib 

Pajak yang diperiksa; 

d. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan 

perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan 

memberikan tanda terima; 

e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupsikan 

tempat menyimpsm dokumen, uang, barang, ysing dapat 

memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak 

dan atau tempat-tempat Isdn yang dianggap penting serta 

melakukan pemeriksasm di tempat-tempat tersebut; 

f. melakuksm penyegelan tempat atau rusmgan tersebut 

pada huruf e apabila Wajib Pajak atau Wakil atau 

Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk 

memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada 

tempat pada saat pemeriksaan; 

g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari 

pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib 

Pajak yang diperiksa. 

(2) Pemeriksaan Ksmtor, dilsikukan dengan csira: 

a. memberitahukan agar Wajib Pajsik raembawa tanda 

pelunasan pajak, buku-buku catatan dsm dokumen 

pendukung lainnya termasuk keluarsm dsiri media 

komputer dan perangkat elektronik pengolsih data lainnya; 

b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan 
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i. Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang 

diperlukan. 

Paragraf 5 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pasal 84 

(1) Pemeriksaan Lapangan, dilakukan dengan cara: 

(2) 

a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan 

lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan 

daerah: 

. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan 

perangkat elektronik pengolah data lainnya, 

. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib 

Pajak yang diperiksa, 

. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan 

perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan 

memberikan tanda terima: 

. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan 

tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat 

memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak 

dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta 

melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut, 

melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut 

pada huruf e apabila Wajib Pajak atau Wakil atau 

Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk 

memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada 

tempat pada saat pemeriksaan, 

. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari 

pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib 

Pajak yang diperiksa. 

Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara: 

a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda 

pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen 

pendukung lainnya termasuk keluaran dari media 

komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, 

b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan 
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perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan 

memberikan tanda terima; 

c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya termasuk keluaran media komputer dan 

perangkat elektronik pengolah data lainnya; 

d. meminta keterangan l isan dan atau tertulis dari Wajib 

Pajak yang diperiksa; 

e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari 

pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib 

Pajak yang diperiksa. 

(3) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f, ditetapkan oleh Bupati. • 

Pasal 85 

(1) Apabila saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak 

atau Wakil atau Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan 

tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai 

kewenangan untuk bertindak mewaldli Wajib Pajak sesuai 

batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan 

ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. 

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum 

pemeriksaan lapangan ditunda, Pemeriksa dapat melakukan 

penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan. 

(3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan 

setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak juga 

ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan 

terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang 

bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu 

kelancaran pemeriksaan. 

(4) Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak 

memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan 

yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna 

kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, 

Wajib Pajak atau Wakii atau Kuasanya harus 

menandatangani Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan. 

(5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk 

membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan 
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(3) 

perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan 

memberikan tanda terima, 

c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya termasuk keluaran media komputer dan 

perangkat elektronik pengolah data lainnya, 

d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib 

Pajak yang diperiksa, 

e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari 

pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib 

Pajak yang diperiksa. 

Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f, ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 85 

(1) Apabila saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

atau Wakil atau Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan 

tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai 

kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai 

batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan 

ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. 

Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum 

pemeriksaan lapangan ditunda, Pemeriksa dapat melakukan 

penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan. 

Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan 

setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak juga 

ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan 

terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang 

bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu 

kelancaran pemeriksaan. 

Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak 

memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan 

yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna 

kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, 

Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya harus 

menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan. 

Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk 

membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan 
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harus menandatangani Surat Pemyataan Penolakan 

Membantu Kelancaran Pemeriksaan. 

(6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), 

pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan 

yang ditandatangani oleh Pemeriksa. 

(7) Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pemyataan 

Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita 

Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk 

penetapan besamya pajak terutang secara jabatan atau 

dilakukan penyidikan. 

Pasal 86 

(1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan 

sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah atau tujuan 

lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

(2) Apabila penghitungan besamya pajak yang temtang dalam 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat 

Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berbeda dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, 

perbedaan besamya pajak diberitahukan kepada Wajib 

Pajak yang bersangkutan. 

Pasal 87 

(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan 

pembahasan akhir pemeriksaan Iengkap diselesaikan dalam 

waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah 

pemeriksaan selesai dilakukan. 

(2) Pemberian tanggapan atas hasH pemeriksaan lapangan 

dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. 

(3) Hasil pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak 

segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan menunggu 

tang^pan W^ib Paijak. 

(6) 

(7) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan 

Membantu Kelancaran Pemeriksaan. 

Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), 

pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan 

yang ditandatangani oleh Pemeriksa. 

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan 

Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita 

Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk 

penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau 

dilakukan penyidikan. 

Pasal 86 

Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan 

sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah atau tujuan 

lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan daerah. 

Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat 

Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berbeda dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, 

perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib 

Pajak yang bersangkutan. 

Pasal 87 

Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan 

pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam 

waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah 

pemeriksaan selesai dilakukan. 

Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan 

dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. 

Hasil pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak 

segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan menunggu 

tanggapan Wajib Pajak. 
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(4) Apabila Wajib Pajcik tidak memberikan tanggapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri 

pembahasan akhir hash pemeriksaan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah dan atau Surat Tagihan Pajak Daerah 

diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hash pemeriksaan 

yang disampaikan kepada Wajib Pajak. 

(5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan 

apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penjddikan. 

Pasal 88 

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang 

adanya tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, 

pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan 

pemeriksaan. 

Bagian Kedua Belas 

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak 

Paragraf 1 

Tata Cara Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN 

Pasal 89 

(1) Dalam j a n ^ a waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN 

untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 

sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2). 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar 

berdasarkan: 

a. hasi l Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

72; atau 

b. penghitungan secara jabatan karena: 

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka 

waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 

ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak 

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 

dalam Surat Teguran; atau 

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau Pasal 64 ayat 
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(4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah dan atau Surat Tagihan Pajak Daerah 

diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan 

yang disampaikan kepada Wajib Pajak. 

(5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan 

apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan. 

Pasal 88 

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang 

adanya tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, 

pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan 

pemeriksaan. 

Bagian Kedua Belas 

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak 

Paragraf 1 

Tata Cara Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN 

Pasal 89 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN 

untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 

sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2). 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar 

berdasarkan: 

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

72: atau 

b. penghitungan secara jabatan karena: 

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka 

waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 

ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak 

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 

dalam Surat Teguran, atau 

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau Pasal 64 ayat 
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(1). 

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula 

belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak 

yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka 

penerbitan SKPDKBT. 

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besamya 

dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak temtang dan 

tidak ada kredit Pajak. 

Pasal 90 

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 terdapat kelebihan pembayaran 

Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB. 

Pasal 91 

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang temtang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) humf a 

dikenakan sanksi administratif bempa bunga sebesar 1,8% 

(satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat 

temtangnya Pajak atau berakhimya masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan 

diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 

penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Jumlah Pajak yang temtang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) humf b dikenakan sanksi 

administratif bempa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua 

persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar, dihitung sejak saat temtangnya Pajak atau 

berakhimya masa Pajak, bagian Tahim Pajak, atau Tahun 

Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk j£ingka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian 

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat 

temtangnya Pajak ditcimbahkan sanksi administratif bempa: 

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok 

Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) humf b; atau 

KAl 
K E U A 

BAN 
NGAN 

K A B A G 
H l k u M A s s m S E K D A 

A, 

(1). 

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

(4) 

dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula 

belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak 

yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka 

penerbitan SKPDKBT. 

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya 

dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan 

tidak ada kredit Pajak. 

Pasal 90 

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 terdapat kelebihan pembayaran 

Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB. 

(D) 

(2) 

Pasal 91 

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 

(satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat 

terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan 

diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh ermapat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 

penuh 1 (satu) bulan. 

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2,20 (dua koma dua 

persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau 

berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun 

Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian 

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat 

terutangnya Pajak ditambahkan sanksi administratif berupa: 

a. kenaikan sebesar 5076 (lima puluh persen) dari pokok 

Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, atau 
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b. kena ikan sebesar 2 5 % (dua p u l u h l ima persen) dar i pokok 

Pajak yang k u r a n g dibayar u n t u k j en i s Pajak se la in yang 

d imaksud pada h u r u f a. 

(3) J u m l a h kekurangan Pajak yang terutang da lam S K P D K B T 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 89 ayat (3) d ikenakan 

s a n k s i administrat i f berupa kena ikan sebesar 100% (seratus 

persen) dar i j u m l a h kekurangan Pajak yang terutang da lam 

S K P D K B T . 

(4) S K P D K B sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dan S K P D K B T sebagaimana d imaksud pada ayat (3) wajib 

d i lunas i da lam j a n g k a w a k t u pal ing l a m a 1 (satu) bu lan 

sejak tanggal di terbitkan. 

Paragraf 2 

Su ra t Tag ihan Pajak 

Pasa l 92 

(1) D a l a m j angka w a k t u pal ing l ama 5 (lima) t a h u n sejak 

terutangnya Pajak, Bupa t i a t au Pejabat yang d i tun juk dapat 

menerbi tkan S T P D . 

(2) B u p a t i a tau Pejabat yang d i tun juk dapat menerbi tkan S T P D 

u n t u k j en is Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan 

B u p a t i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 ayat (1) da lam 

ha l : 

a . Pajak terutang da lam S K P D a t a u SPPT yang tideik a t au 

k u r a n g dibayar setelah j a t u h tempo pembayaran. 

b. Su ra t Keputusan Pembetulan, Sura t Kepu tusan 

Keberatan, dan P u t u s a n Band ing yang t idak a tau k u r a n g 

dibayar setelah j a t u h tempo pembayaran; a t au 

c. Wajib Pajak d ikenakan s a n k s i administrat i f berupa bunga 

dan/a tau denda. 

(3) B u p a t i a tau Pejabat yang d i tun juk dapat menerb i tkan S T P D 

u n t u k j en i s Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 

sendir i oleh Wajib Pajak sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 2 ayat (2) da lam ha l : 

a . Pajak terutang t idak a tau k u r a n g dibayar; 

b. has i l Penel it ian SPTPD sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 70 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat 

sa l ah tu l i s , sa lah hi tung, a t au kesa lahan administrat i f 

l a i nnya oleh Wajib Pajak; 
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(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

b. kenaikan sebesar 2546 (dua puluh lima persen) dari pokok 

Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang 

dimaksud pada huruf a. 

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dikenakan 

sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 1006 (seratus 

persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam 

SKPDKBT. 

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 

dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 

sejak tanggal diterbitkan. 

Paragraf 2 

Surat Tagihan Pajak 

Pasal 92 

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

menerbitkan STPD. 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD 

untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam 

hal: 

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau 

kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. 

b.Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang 

dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, atau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD 

untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 

sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) dalam hal: 

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar, 

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 70 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat 

salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif 

lainnya oleh Wajib Pajak, 
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c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak 

atau kurang dibayar setelah ja tuh tempo pembayaran; 

atau 

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa 

pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan 

pemberian sanksi adixiinistratif berupa bunga sebesar 1% 

(satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang 

dibayar, dihitung dari tanggal ja tuh tempo pembayaran 

sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat 

terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 

(satu) bulan. 

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam 

persen) per bulan d£tri Pajak ysmg tidak atau kurang dibayar, 

dihitung dari tanggal ja tuh tempo pembayaran sampai 

dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya 

Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Bagian Ketigabelas 

Penagihan Pajak 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 93 

(1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak melaksanakan 

penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana 

tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 

surat keputusan p>embetulan, surat keputusan keberatan, 

putusan banding dan putusan peninjauan kembali, yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 

dan merupakan dasar penagihan pajak. 

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau 
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(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak 

atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran: 

atau 

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa 

pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan 

pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1Y6 

(satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang 

dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 

sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat 

terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 

(satu) bulan. 

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 0,6” (nol koma enam 

persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, 

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 

dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya 

Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Bagian Ketigabelas 

Penagihan Pajak 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 93 

Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak melaksanakan 

penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana 

tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 

surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, 

putusan banding dan putusan peninjauan kembali, yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 

dan merupakan dasar penagihan pajak. 

Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) yang belum jatuh tempo pembayaran atau 
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pelunasan, dapat dilakukan imbauan. 

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran 

atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai perpajakan. 

(4) Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar 

Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan pajak dengan cara: 

a. menegur atau memperingatkan; 

b. melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; 

c. memberitahukan surat paksa; 

d. mengusulkan pencegahan; 

e. melaksanakan penyitaan; 

f. melaksanakan pencegahan; dan 

g. menjual barang yang telah disita. 

Paragraf 2 

Tata Cara Penagihan Pajak 

Pasal 94 ; 

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) Bupati berwenang 

menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak. 

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

a. mengangkat dan memberhentikan J u r u sita Pajak; dan 

b. menerbitkan: 

1. Surat Teguran; 

2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

3. Surat Paksa; 

4. surat perintah melaksanakan pen5dtaan; 

5. surat perintah penyanderaan; f 
6. surat pencabutan sita; 

7. pengumuman lelang; 

8. surat penentuan harga Urait; 

9. pembatalan lelang; dan 

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan 

Penagihan Pajak. 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

pelunasan, dapat dilakukan imbauan. 

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran 

atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan 

mengenai perpajakan. 

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar 

Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan pajak dengan cara: 

a. menegur atau memperingatkan, 

b. melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus: 

c. memberitahukan surat paksa: 

d. mengusulkan pencegahan, 

. melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan pencegahan, dan m
 

0 

g. menjual barang yang telah disita. 

Paragraf 2 

Tata Cara Penagihan Pajak 

Pasal 94 

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) Bupati berwenang 

menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan. 

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak. 

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

a. mengangkat dan memberhentikan Juru sita Pajak, dan 

b. menerbitkan: 

1. Surat Teguran, 

. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, 

. Surat Paksa, 

2 

3 

4. surat perintah melaksanakan penyitaan, 

5. surat perintah penyanderaan, 

6. surat pencabutan sita, 

7. pengumuman lelang, 

8. surat penentuan harga limit, 

9. pembatalan lelang, dan 

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan 

Penagihan Pajak. 
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(3) J u r u sita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 95 

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 94 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran. 

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh 

Penanggung Pajak. 

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, 

terhadap Penanggung Pajedc diterbitkan Surat Paksa. 

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang 

Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak 

diterbitkan Surat Teguran. 

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati 

jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat 

Teguram. 

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberitahukan atau disampaikan oleh J u r u sita Pajak 

kepada Penanggung Pajak. 

(7) Dsdam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajsiknya 

setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh 

empat) jam sejak Surat Paksa disampsiikan sebagaimsma 

dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah 

melaksansikan penyitaan. 

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak 

tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitsmn berdasarkan 

surat perintsih melsiksanakan penyitaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimsma dimaksud 

dalam Pasal 94 ayat (2) berwensmg melaksanakan penjualan 

secara lelang melsdui kantor lelsmg terhadap barang yang 

disita. 

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah 

jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

pengumuman lelsmg. 

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 

dilsiksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 
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(3) Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 95 

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

(2) 

(3) 

(4 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Pasal 94 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran. 

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh 

Penanggung Pajak. 

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, 

terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa. 

Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang 

Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak 

diterbitkan Surat Teguran. 

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati 

jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat 

Teguran. 

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberitahukan atau disampaikan oleh Juru sita Pajak 

kepada Penanggung Pajak. 

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya 

setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh 

empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah 

melaksanakan penyitaan. 

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak 

tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan 

surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 94 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan 

secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang 

disita. 

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah 

jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

pengumuman lelang. 

(10)/Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 

dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 
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(empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan. 

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar 

biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang 

Pajak yang belum dibayar. 

Pasal 96 

J u r u sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan 

Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus apabila: 

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya atau bemiat untuk i tu; 

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang 

dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan 

atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekeijaan yang 

dilakukannya di Indonesia; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan 

membubarkan badan usahanya, menggabungkan 

usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau 

dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh 

pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitsm. 

Pasal 97 

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaem Penagihan, terhadap 

Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik 

melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan 

besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan 

dan/atau penyamderaan. 

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung 

Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau 

terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak. 

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I. 
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(empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan. 

(11)Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar 

biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang 

Pajak yang belum dibayar. 

Pasal 96 

Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan 

Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus apabila: 

(1) 

(2) 

(3) 

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya atau berniat untuk itu, 

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang 

dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan 

atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang 

dilakukannya di Indonesia, 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan 

membubarkan badan usahanya, menggabungkan 

usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau 

dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya, 

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau 

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh 

pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 

Pasal 97 

Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap 

Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik 

melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan 

besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan 

dan/atau penyanderaan. 

Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung 

Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau 

terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak. 

Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 3 

Surat Tagihan 

Pasal 98 

Bentuk surat penagihan pajak daerah berupa: 

a. Surat teguran; 

b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

c. Surat paksa; 

d. Surat perintah melakukan penyitaan; 

e. Surat Permohonan Pencegahan; 

f. Surat Perintah Penyanderaan; 

g. Surat Permohonan Lelang; 

h. Surat Permohonan Pemblokiran Rekening; dan 

i . Bentuk surat lain yang diperlukan untuk melakukan 

penagihan pajak daerah. 

Paragraf 4 

Surat Teguran 

Pasal 99 

(1) Fungsi surat teguran yaita untuk menegur atau 

memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang 

pajaknya. 

(2) Bentuk teguran yaitu surat teguran, surat peringatan dan 

surat lain yang sejenis. 

(3) Penyampaian surat teguran dapat disampaikan secara 

langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa 

ekspedisi atau j asa kurir dengan bukti pengiriman surat. 

(4) Surat teguran dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja setelah 

tanggal ja tuh tempo. 

(5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

hanya diterbitkan satu kali . 

Pasal 100 

Apabila setelah tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah 

disampaikannya surat teguran, wajib pajak tidak melaksanakan 

kcw^ibannya membayar utang pajak, Kepala Perangkat Daerah 

pemungut Pajak dapat memerintahkan kepada j u r u sita untuk 

memasang spanduk di tempat/lokasi usahanya bahwa wajib 

pajak yang bersangkutan tidak taat membayar pajak. 
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Paragraf 3 

Surat Tagihan 

Pasal 98 

Bentuk surat penagihan pajak daerah berupa: 

(1) 

(2) 

4 

(5) 

a. Surat teguran, 

b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus: 

c. Surat paksa, 

d. Surat perintah melakukan penyitaan, 

e. Surat Permohonan Pencegahan, 

f. Surat Perintah Penyanderaan: 

g. Surat Permohonan Lelang, 

h. Surat Permohonan Pemblokiran Rekening, dan 

ii Bentuk surat lain yang diperlukan untuk melakukan 

penagihan pajak daerah. 

Paragraf 4 

Surat Teguran 

Pasal 99 

Fungsi surat teguran yaitu untuk menegur atau 

memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang 

pajaknya. 

Bentuk teguran yaitu surat teguran, surat peringatan dan 

surat lain yang sejenis. 

Penyampaian surat teguran dapat disampaikan secara 

langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. 

Surat teguran dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja setelah 

tanggal jatuh tempo. 

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

hanya diterbitkan satu kali. 

Pasal 100 

Apabila setelah tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah 

disampaikannya surat teguran, wajib pajak tidak melaksanakan 

kewajibannya membayar utang pajak, Kepala Perangkat Daerah 

pemungut Pajak dapat memerintahkan kepada juru sita untuk 

memasang spanduk di tempat/lokasi usahanya bahwa wajib 

pajak yang bersangkutan tidak taat membayar pajak. 

KABAN G 
KEUANGAN mal ASS IN | SEKDA 

kir lt | 5 



Paragraf 5 

Penagihan seketika dan sekaligus 

Pasal 101 

(1) J u r u sita pajak melaksanakan penagihan seketika atau 

sekaligus tanpa menunggu tanggal ja tuh tempo pembayaran 

berdasarkan surat perintah. 

(2) Penagihan seketika atau sekaligus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah 

pemungut Pajak apabila: 

a. penanggung Pajak akan meninggalkan daerah untuk 

selama-lamanya atau bemiat untuk itu; 

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang 

dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan 

atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan 

yang dilakukannya di daerah; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa penaggung pajak akan 

membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan 

usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 

memindahtangankan perusahaan ysmg dimiliki atau 

dikuasainya, atau melakuksm perubsihan bentuk Isiinya; 

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah atau Negsira 

atau; 

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh 

pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 

(3) Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus paling 

sedikit memuat: 

a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; 

b. besamya utang pajak; 

c. perintah untuk membaysu-ksm; 

d. surat pelunasan pajak; 

(4) Surat Perintah Pena^hsm seketika dan sekaligus diterbitkan 

sebelum penerbitsm Surat Paksa, 
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Paragraf 5 

Penagihan seketika dan sekaligus 

Pasal 101 

(1) Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika atau 

sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran 

berdasarkan surat perintah. 

(2) Penagihan seketika atau sekaligus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah 

pemungut Pajak apabila: 

a. penanggung Pajak akan meninggalkan daerah untuk 

selama-lamanya atau berniat untuk itu, 

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang 

dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan 

atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan 

yang dilakukannya di daerah, 

c. terdapat tanda-tanda bahwa penaggung pajak akan 

membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan 

usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau 

dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainya, 

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah atau Negara 

atau, 

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh 

pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 

(3) Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus paling 

sedikit memuat: 

a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, 

b. besarnya utang pajak, 

c. perintah untuk membayarkan, 

d. surat pelunasan pajak: 

(4) Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan 

sebelum penerbitan Surat Paksa. 
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Paragraf 6 

Surat Paksa 

Pasal 102 

(1) Surat Paksa diterbitkan apabila: 

a. penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai 

dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya 

telah diterbitkan Surat Teguran; 

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus; dan 

c. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana tercamtum dalam keputusan persetujuan 

angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

(2) Surat paksa dikeluarkan 21 (dua puluh satu) setelah Surat 

Teguran dikeluarkan. 

(3) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", 

mempunysd kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum 

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunym kekuatan hukum yang tetap. 

(4) Surat paksa paling sedikit memuat: 

a. nama wajib pajak atau Penanggung Pajak; 

b. dasar p>enagihan; 

c. besamya utang pajak; dan 

d. perintah untuk membayar. 

(5) Tata Cara Penyampaian Surat Paksa sebagai berikut: 

a. Surat Paksa diberitahukan oleh j u r u sita pajak dengan 

cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak 

menandatangani berita acara sebagai pemyataan bahwa 

surat paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, 

sedangkan asli surat pajak disimpan di kantor Perangkat 

Daerah pemungut Pajak; 

b. pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang 

sekurang-kuranya memuat hari dan tanggal 

pemberitahuan Surat Paksa, nama j u m sita pajak, nama 

yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa; 

c. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh 

j u r u sita kepada: 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Paragraf 6 

Surat Paksa 

Pasat 102 

Surat Paksa diterbitkan apabila: 

a. penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai 

dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya 

telah diterbitkan Surat Teguran, 

b.terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, dan 

Cc. penanggung Pajak tidak ' memenuhi ketentuan 

sebagaimana tercamtum dalam keputusan persetujuan 

angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

Surat paksa dikeluarkan 21 (dua puluh satu) setelah Surat 

Teguran dikeluarkan. 

Surat paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA ESA”, 

mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum 

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Surat paksa paling sedikit memuat: 

a. nama wajib pajak atau Penanggung Pajak, 

b. dasar penagihan, 

c. besarnya utang pajak, dan 

d. perintah untuk membayar. 

Tata Cara Penyampaian Surat Paksa sebagai berikut: 

a. Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan 

cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak 

menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa 

surat paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, 

sedangkan asli surat pajak disimpan di kantor Perangkat 

Daerah pemungut Pajak, 

b.pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang 

sekurang-kuranya memuat hari dan tanggal 

pemberitahuan Surat Paksa, nama juru sita pajak, nama 

yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa: 

c. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh 

juru sita kepada: 
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1. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usi iha atau 

tempat lain yang memungkinkan; 

2. orang dewaaa yang bertempat tinggal bersama ataupun 

yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, 

apabila Penanggung Pajak tersebut tidak dapat 

dijumpai; 

3. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau 

yang mengurus harta peninggalannya, apabila 

Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta 

warisan belum dibagi; atau 

4. para ahli waris apabila Wajib Pajak telah meninggal 

dunia dan harta warisan telah dibagi. 

d. Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh j u r u sita 

kepada: 

1. pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, 

Penanggung Jawab, pemiUk modal baik di tempat 

kedudukan Badan yang bersangkutan di tempat tinggal 

mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; 

atau 

2. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha 

Badan yang bersangkutan apabila j u r u sita pajak tidak 

menjumpai salsih seorang sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a. 

3. dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa 

diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau 

balai harta penin^alan, dan dalam hal Wajib Pajak 

dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa 

diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani 

untuk melakukan pemberesan atau Hkuidator. 

4. dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan 

surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan 

kewajiban perpajakan, surat paksa diberitahukan 

kepada penerima kuasa dimaksud. 

5. apabila pemberitahuan surat paksa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), tidak dapat 

dilaksanakan maka surat paksa disampaikan melalui 

pemerintah setempat. 

6. dalam hal wajib pajak atau Penanggung Pajak tidak 

diketahui tempat t in^a lnya , tempat usaha atau tempat 
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. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau 

tempat lain yang memungkinkan: 

.Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun 

yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, 

apabila Penanggung Pajak tersebut tidak dapat 

dijumpai, 

.salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau 

yang mengurus harta peninggalannya, apabila 

Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta 

warisan belum dibagi, atau 

4.para ahli waris apabila Wajib Pajak telah meninggal 

dunia dan harta warisan telah dibagi. 

. Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh juru sita 

kepada: 

1 .pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, 

Penanggung Jawab, pemilik modal baik di tempat 

kedudukan Badan yang bersangkutan di tempat tinggal 

mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, 

atau 

. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha 

Badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak 

menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a. 

.dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa 

diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau 

balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak 

dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa 

diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani 

untuk melakukan pemberesan atau likuidator. 

. dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan 

surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan 

kewajiban perpajakan, surat paksa diberitahukan 

kepada penerima kuasa dimaksud. 

.apabila pemberitahuan surat paksa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), tidak dapat 

dilaksanakan maka surat paksa disampaikan melalui 

pemerintah setempat. 

.dalam hal wajib pajak atau Penanggung Pajak tidak 

diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat 
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kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan 

dengan cara menempelkan surat paksa pada papan 

pengumuman kantor Perangkat Daerah pemungut 

Pajak dan mengumumkan melalui media massa. 

7. dalam hal Penanggung Pajak atau piheik-pihak yang 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk 

menerima surat paksa, j u r u sita pajak meninggalkan 

surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita 

acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima 

surat paksa dianggap telah diberitahukan. 

8. pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak 

mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa. 

(6) Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat paksa sebesar 

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan 

tanggungjawab Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. 

Pasal 103 

Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan 

penjdtaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh 

empat) j am setelah surat paksa diberitahukan. 

Paragraf 7 

Penyitaan 

Pasal 104 

(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajcik 

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 103, 

Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak menerbitkan 

surat perintah penjdtaan. 

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh j u r u sita pajak dengan 

disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah 

dcwasa, Warga Negara Indonesia, dikenai oleh ju ru sita 

pajak dan dapat dipercaya. 

(3) Setiap melaksanakan penjdtaan, j u r u sita pajak membuat 

Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh ju ru 

sita pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. 

(4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap 

dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari 

Pemerintah Daerah setempat. 
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kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan 

dengan cara menempelkan surat paksa pada papan 

pengumuman kantor Perangkat Daerah pemungut 

Pajak dan mengumumkan melalui media massa. 

7.dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk 

menerima surat paksa, juru sita pajak meninggalkan 

surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita 

acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima 

surat paksa dianggap telah diberitahukan. 

B.pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak 

mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa. 

(6) Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat paksa sebesar 

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan 

tanggungjawab Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. 

Pasal 103 

Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan 

penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh 

empat) jam setelah surat paksa diberitahukan. 

Paragraf 7 

Penyitaan 

Pasal 104 

(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak 

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 103, 

Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak menerbitkan 

surat perintah penyitaan. 

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan 

disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah 

dewasa, Warga Negara Indonesia, dikenal oleh juru sita 

pajak dan dapat dipercaya. 

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat 

Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh juru 

sita pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. 

(4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap 

dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari 

Pemerintah Daerah setempat. 
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(5) Dalam hal penjdtaan diliiksanakan tidak dihadiri oleh 

Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Berita Acara Pelaksanaan sita ditandatangani oleh j u r u sita 

dan saksi-saksi. 

(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatsm 

mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak 

menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan 

pada barang bergerak atau baretng tidak bergerak yang disita 

berada, dan/atau di tempat-tempat umum. 

(8) Atas barang disita dapat ditempel atau diberi segel sita. 

(9) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan 

penundaan pelaksanaan penyitaan. 

(10) Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat sita sebesar 

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan 

tanggungjawab wajib pajak atau Penanggung Pajak. 

Pasal 105 

(1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap miUk Penanggung 

Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat 

kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang 

penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang 

dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan 

pelunasan utang tertentu berupa: 

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, 

deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro 

atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu, 

obligasi, saham, atau surat berharga lainya, piutang, dan 

penyertaan modal pada perusahaan lainya; dan/atau 

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan 

kapal dengan isi kotor tertentu. 

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksemakan sampai dengan rulai barang yang disita 

diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. 
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(5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh 

Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Berita Acara Pelaksanaan sita ditandatangani oleh juru sita 

dan saksi-saksi. 

(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan 

mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak 

menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan 

pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita 

berada, dan/atau di tempat-tempat umum. 

(8) Atas barang disita dapat ditempel atau diberi segel sita. 

(9) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan 

penundaan pelaksanaan penyitaan. 

(10)Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat sita sebesar 

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan 

tanggungjawab wajib pajak atau Penanggung Pajak. 

Pasal 105 

(1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung 

Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat 

kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang 

penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang 

dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan 

pelunasan utang tertentu berupa: 

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, 

deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro 

atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu, 

obligasi, saham, atau surat berharga lainya, piutang, dan 

penyertaan modal pada perusahaan lainya, dan/atau 

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan 

kapal dengan isi kotor tertentu. 

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita 

diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. 
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Pasal 106 

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari 

penyitaan yaitu: 

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang 

digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang 

menjadi tstnggungannya; 

b. persediaan makan dan minum untuk keperluan satu 

bulan beserta peralatan memasak yang ada di rumah; 

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang 

diperoleh dari negara; 

d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan 

Penanggung Pajak dan alat-alat yang digunakan untuk 

pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan; 

e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan 

untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari 

dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 

Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);dan 

f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh 

Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi 

tanggungannya. 

Pasal 107 

Barang yang telith disita dititipkan kepada penanggung pajak, 

kecuali apabila menurut j u r u sita pajak barang dimaksud perlu 

disimpan dikantor pejabat atau di tempat lain. 

Pasal 108 

(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo 

rekening koran, giro, atau bentuk lainya yang dipersamakan 

dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih 

dahulu. 

(2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang 

kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan 

Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang 

dimaksud terdaftar. 

(3) Dalam hal pjenjdtaan dilaksanakan terhadap barang yang 

tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, j u r u 

sita pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan 

Sita kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri 
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Pasal 106 

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari 

penyitaan yaitu: 

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang 

digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang 

menjadi tanggungannya, 

b. persediaan makan dan minum untuk keperluan satu 

bulan beserta peralatan memasak yang ada di rumah, 

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang 

diperoleh dari negara, 

d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan 

Penanggung Pajak dan alat-alat yang digunakan untuk 

pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan, 

e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan 

untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari 

dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 

Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),dan 

f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh 

Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi 

tanggungannya. 

Pasal 107 

Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, 

kecuali apabila menurut juru sita pajak barang dimaksud perlu 

disimpan dikantor pejabat atau di tempat lain. 

(3) 

2) 

(3) 

Pasal 108 

Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo 

rekening koran, giro, atau bentuk lainya yang dipersamakan 

dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih 

dahulu. 

Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang 

kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan 

Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang 

dimaksud terdaftar. 

Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang 

tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, juru 

sita pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan 

Sita kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri 
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setempat untuk diumumkan menurut cara yang dilazim di 

tempat itu. 

Pasal 109 

(1) Terhadap barang yang telah disita oleh kejaksaan atau 

kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, j u r u 

sita pajak menyampaikan surat {jaksa dengan dilampiri 

surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang 

dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah 

selesai diputuskan bahwa barang bukti dikerabalikan 

kepada Penanggung Pajak. 

(2) Kejaksaan atau kepolisian segera memberitahukan kepada 

pejabat yang menerbitkan surat paksa agar segera 

melakukan penyitaan sebelum barang dimaksud 

dikembalikan kepada Penanggung Pajak. 

(3) Dalam hal j u r u sita pajak tidak menyampaikan surat paksa, 

dan barang yang disita oleh kejaksaan atau kepolisian telah 

dikembalikan kepada Penan^ung Pajak tanpa 

pemberitahuan kepada pejabat, penyitaan terhadap barang 

dimaksud tetap dapat dilaksanakan. 

Pasal 110 

(1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang 

telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang 

berwewenang. 

(2) Pengadilan Negeri sebagaimana disebut pada ayat (1) dalam 

sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita 

dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak. 

(3) Instansi lain yang berwewenang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), setelah menerima surat paksa menjadikan 

barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan 

pelunasan utang pajak. 

(4) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang 

menentukan pembagian hasil penjualan barang yang 

dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara 

untuk tagihan pajak. 
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(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

setempat untuk diumumkan menurut cara yang dilazim di 

tempat itu. 

Pasal 109 

Terhadap barang yang telah disita oleh kejaksaan atau 

kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, juru 

sita pajak menyampaikan surat paksa dengan dilampiri 

surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang 

dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah 

selesai diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan 

kepada Penanggung Pajak. 

Kejaksaan atau kepolisian segera memberitahukan kepada 

pejabat yang menerbitkan surat paksa agar segera 

melakukan penyitaan sebelum barang dimaksud 

dikembalikan kepada Penanggung Pajak. 

Dalam hal juru sita pajak tidak menyampaikan surat paksa, 

dan barang yang disita oleh kejaksaan atau kepolisian telah 

dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa 

pemberitahuan kepada pejabat, penyitaan terhadap barang 

dimaksud tetap dapat dilaksanakan. 

Pasal 110 

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang 

telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang 

berwewenang. 

Pengadilan Negeri sebagaimana disebut pada ayat (1) dalam 

sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita 

dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak. 

Instansi lain yang berwewenang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), setelah menerima surat paksa menjadikan 

barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan 

pelunasan utang pajak. 

Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang 

menentukan pembagian hasil penjualan barang yang 

dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara 

untuk tagihan pajak. 
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(5) Hak mendahxilui untuk tagihstn pajak melebihi segala hak 

mendahului lainya, kecuali terhadap: 

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu 

penghukuraan untuk melelang suatu barang bergerak atau 

barang yang tidak bergerak; 

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang 

dimaksud; dan 

c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan 

dan penyelesaian suatu warisan. 

(6) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor 

Lelang untuk dipergunakan seb^a i dasar pembagian hasil 

lelang. 

Pasal 111 

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang 

barang yang telcih disita tidak cukup untuk melunasi biaya 

penagihan pajak dan utang pajak. 

P a s a l l l 2 

(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak 

telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau 

berdasarkan putusim pengadilan. 

(2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang 

diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak. 

Pasal 113 

(1) Penanggung Pajak dilarang: 

a. memindahkan hak, memandahtangankan, menyewakan, 

meminjamkan, atau merusak barang yang telah disita; 

b. membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan 

untuk pelunasan utang tertentu; 

c. merusak, mencabut atau menghilangkan salinan Berita 

Acara Pelaksanaan Sita atau segel sita yang telah ditempel 

pada barang sitaan. 

(2) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai 

dengan peraturem perundang-undangan. 
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(5) 

(6) 

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak 

mendahului lainya, kecuali terhadap: 

biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu 

penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau 

barang yang tidak bergerak: 

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang 

dimaksud: dan 

biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan 

dan penyelesaian suatu warisan. 

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor 

Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil 

lelang. 

Pasal 111 

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang 

barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya 

penagihan pajak dan utang pajak. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Pasal 112 

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak 

telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau 

berdasarkan putusan pengadilan. 

Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang 

diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak. 

Pasal 113 

Penanggung Pajak dilarang: 

a. memindahkan hak, memandahtangankan, menyewakan, 

meminjamkan, atau merusak barang yang telah disita, 

b. membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan 

untuk pelunasan utang tertentu, 

c. merusak, mencabut atau menghilangkan salinan Berita 

Acara Pelaksanaan Sita atam segel sita yang telah ditempel 

pada barang sitaan. 

Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 8 

Pencegahan 

Pasal 114 

(1) Pencegahan tidak menyebabkan hapusnya utang pajak dan 

terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. 

(2) Syarat kuantitatif pencegahan adalah utang pajak paling 

sedikit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) syarat 

kualitatif pencegahan adalah diragukan itikad baiknya. 

(3) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 

hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan 

yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau 

atasan Pejabat yang bersangkutan. 

(4) Keputusan pencegahan paling sedikit memuat: 

a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur 

serta foto yang dikenai pencegahan; 

b. alasan pencegahan; dan 

c. jangka waktu pencegahan; 

(5) Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan 

dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. 

(6) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disampaikan kepada Penan^ung Pajak yang dikenakan 

pencegahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang 

bersangkutan, dan Bupati Setempat. 

(7) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang 

sebagai Penanggung Pajak Badan atau ahli waris. 

Paragraf 9 

Penyanderaan 

Pasal 115 

(1) Penyanderaan dilakukan apabila Penanggung Pajak 

mempunyai utang pajak paling sedikit sebesar 

Rp. 100.000.000,- (seratus ju ta rupiah) dan diragukan itikad 

baiknya. 

(2) Jangka waktu penyeuideraan paling lama 6 (enam) bulan, 

dapat dipenjara untuk paling lama 6 (enam bulain). 

(3) Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat 

KAE 
KEUA j 

AN 
IGAN 

K A B A G 
HUHjUM A S S III S E K D A 

I 

Paragraf 8 

Pencegahan 

Pasai 114 

(4) Pencegahan tidak menyebabkan hapusnya utang pajak dan 

terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. 

(2) Syarat kuantitatif pencegahan adalah utang pajak paling 

sedikit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) syarat 

kualitatif pencegahan adalah diragukan itikad baiknya. 

(3) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 

hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan 

yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau 

atasan Pejabat yang bersangkutan. 

(4) Keputusan pencegahan paling sedikit memuat: 

a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur 

serta foto yang dikenai pencegahan, 

b. alasan pencegahan: dan 

c. jangka waktu pencegahan, 

(5) Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan 

dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. 

(6) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan 

pencegahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang 

bersangkutan, dan Bupati Setempat. 

(7) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang 

sebagai Penanggung Pajak Badan atau ahli waris. 

Paragraf 9 

Penyanderaan 

Pasal 115 

(1) Penyanderaan dilakukan apabila Penanggung Pajak 

mempunyai utang pajak paling sedikit sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad 

baiknya. 

(2) Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan, 

dapat dipenjara untuk paling lama 6 (enam bulan). 

(3) Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat 
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perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah 

memperoleh izin tertulis dari Bupati. 

(4) Penanggung pajak yang disandera dilepas apabila: 

a. utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar 

lunas; 

b. jangka waktu yang ditetapakan dalam surat perintah 

penyanderaan telah dipenuhi; 

c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempvmyai 

kekuatan hukum tetap. 

(1) J u r u sita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak. 

(2) Syarat uixtuk diangkat menjadi j u r u sita Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagsd berikut: 

a. berijazah serendah-rendahnya sekoiah menengah umum 

atau yang setingkat dengan itu; 

b. berpcingkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan 

c. berbadan sehat; 

d. lulus pendidikan dan latihan j u r u sita pajak dan memiliki 

sertifikat j u r u sita. 

e. ju jur bertanggungjawab dan penuh pengabdian. 

Sebelum memangku jabatannya, j u r u sita pajak diambil 

sumpah atau janji menumt agama dan kepercayaannya oleh 

pejabat yang berbunyi sebagai berikut: 

a. "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh 

bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung 

atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau 

cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan 

barang sesuatu kepada siapapun juga". 

b. "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, 

tiada sekali -kali akan menerima langsung atau tidak 

Paragraf 10 

Pejabat Dan J u m sita 

Pasal 116 

I l/a; 

Pasal 117 

(4) 

perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah 

memperoleh izin tertulis dari Bupati. 

Penanggung pajak yang disandera dilepas apabila: 

a.utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar 

lunas, 

b.jangka waktu yang ditetapakan dalam surat perintah 

penyanderaan telah dipenuhi, 

c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

Paragraf 10 

Pejabat Dan Juru sita 

Pasal 116 

(1) Juru sita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala 

(2) 

Perangkat Daerah pemungut Pajak. 

Syarat untuk diangkat menjadi juru sita Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum 

atau yang setingkat dengan itu, 

b. berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan 

Il/a, 

c. berbadan sehat: 

d. tulus pendidikan dan latihan juru sita pajak dan memiliki 

sertifikat juru sita. 

e. jujur bertanggungjawab dan penuh pengabdian. 

Pasal 117 

Sebelum memangku jabatannya, juru sita pajak diambil 

sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya oleh 

pejabat yang berbunyi sebagai berikut: 

a. “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh 

bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung 

atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau 

cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan 

barang sesuatu kepada siapapun juga”. 

b. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, 

tiada sekali -kali akan menerima langsung atau tidak 
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langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau 

pemberian". 

c. "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada 

dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila 

sebagai dasar dan idieologi Negara, Undang-Undang Dasar 

1945 dan segala undang-undang dan peraturan lain yang 

berlaku bagi Negara Republik Indonesia". 

d. "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 

menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan 

dengan tidak membeda-bedakan orang dalam 

melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-

baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya seorang j u r u 

sita pajak yang berbudi baik dan jujur, meneggakkan 

hukum dan keadilan". 

Pasal 118 

J u r u sita pajak diberhentikan apabUa: 

a. meninggal dunia; 

b. pensiun; 

c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya; 

d. temyata lalai atau tidak cakap dalam melaksanakan 

tugas; 

e. melakukan perbuatan tercela; 

f. melanggar sumpah dan janji j u r u sita pajak; 

g. sakit jasmani dan rohani tems-menems. 

Pasal 119 

(1) J u m sita pajak bertugas: 

a. melaksanakan Surat Perintah Seketika dan Sekaligus; 

b. memberitahukan Surat Paksa; 

c. melaksanakan penjataan atas barang Penanggung Pajak 

berdasarkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan dan; 

d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah 

melaksanakan p>enyanderaan. 

[2] J u m sita pajak dalam melaksanakan tugasnya hams di 

lengkapi dengan kartu tanda pengenal j u m sita pajak dan 

hams diperlihatkan kepada Peneinggung Pajak. 

(3) Dalam melaksanakan penyitaan j u m sita pajak berwenang 

memasuki dan memeriksa semua mangan termasuk 

membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan 
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langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau 

pemberian”. 

. “Saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan setia kepada 

dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila 

sebagai dasar dan idieologi Negara, Undang-Undang Dasar 

1945 dan segala undang-undang dan peraturan lain yang 

berlaku bagi Negara Republik Indonesia”. 

. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 

menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan 

dengan tidak membeda-bedakan orang dalam 

melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik- 

baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya seorang juru 

sita pajak yang berbudi baik dan jujur, meneggakkan 

hukum dan keadilan”. 

Pasal 118 

Juru sita pajak diberhentikan apabila: 

(1) 

a. meninggal dunia, 

b. pensiun, 

c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya, 

d.ternyata lalai atau tidak cakap dalam melaksanakan 

tugas, 

e. melakukan perbuatan tercela, 

f. melanggar sumpah dan janji juru sita pajak, 

g. sakit jasmani dan rohani terus-menerus. 

Pasal 119 

Juru sita pajak bertugas: 

a. melaksanakan Surat Perintah Seketika dan Sekaligus, 

b. memberitahukan Surat Paksa: 

c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak 

berdasarkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan dan, 

d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah 

melaksanakan penyanderaan. 

(2) Juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus di 

lengkapi dengan kartu tanda pengenal juru sita pajak dan 

harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. 

(3) Dalam melaksanakan penyitaan juru sita pajak berwenang 

memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk 

membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan 
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objek sita, di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau 

tempat tinggal Penanggung Pajak, atau tempat lain yang 

dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, j u ru sita pajak dapat 

meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, instansi yang 

membidangi hukum dan perundang-undangan, Satpol PP, 

Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau 

pihak lain. 

(5) J u r u sita pajak menjalankan tugas diwilayah daerah dan 

objek pajak yang ada di daerah. 

Bagian Keempat Belas 

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi 

Pasal 120 
(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pased 99 ayat (3) menjadi kedaluwarsa 
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 
ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana di bidang Perpajakan Daerah. 

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yemg 

dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan 

saat penetapan SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), jangka waktu 

5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

sejak saat penetapan SPPT atau SKPD. 

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waiktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa 

Penagihan dihitung s<gak tanggal penyampaian Surat 

Teguran dan/atau Surat Paksa. 

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang 

Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
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(4) 

(5) 

(8) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

objek sita, di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau 

tempat tinggal Penanggung Pajak, atau tempat lain yang 

dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. 

Dalam melaksanakan tugasnya, juru sita pajak dapat 

meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, instansi yang 

membidangi hukum dan perundang-undangan, Satpol PP, 

Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau 

pihak lain. 

Juru sita pajak menjalankan tugas diwilayah daerah dan 

objek pajak yang ada di daerah. 

Bagian Keempat Belas 

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi 

Pasal 120 

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) menjadi kedaluwarsa 

setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 

terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 

ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak 

pidana di bidang Perpajakan Daerah. 

Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang 

dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan 

saat penetapan SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), jangka waktu 

5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

sejak saat penetapan SPPT atau SKPD. 

Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) tertangguh apabila sebelum jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau 

b.ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa 

Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat 

Teguran dan/atau Surat Paksa. 

Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang 

Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

G KEUANGAN bea assil | SEKDA 

KA | AIM 



(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari 

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa 

Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan. 

Pasal 121 

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali j ika 

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 

Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh j ika : 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidsik langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan 

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi 

dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang 

Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 

Bagian Kelima Belas 

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi 

Pasal 122 

(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk 

menentukan prioritas Penagihan Pajak. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan J u r u sita 

Pajak untuk melakukan P«iagihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 94 ayat (3). 
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(7) 

(1) 

(2) 

(3) 
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(5) 

(1) 

(2) 

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari 

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa 

Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan. 

Pasal 121 

Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika 

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 

Retribusi. 

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh jika: 

a. diterbitkan Surat Teguran: atau 

b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan 

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran. 

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi 

dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang 

Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah. 

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 

Bagian Kelima Belas 

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi 

Pasal 122 

Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk 

menentukan prioritas Penagihan Pajak. 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Juru sita 

Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 94 ayat (3). 
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(3) Piutang Pajak yang tidcik mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

dihapuskan. 

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan dengsin mempertimbemgkan: 

a. pelaksanaan Penagihan sebagaiimana dimaksud dalam 

Pasal 94 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa 

Penagihan; dan 

b. hasi l koordinasi dengan aparat pengawas internal daersih. 

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 

dibuktikan dengan dokumen pelakssmsian Penagihan. 
I 

Pasal 123 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melsikukan Penagihan sudeih kedsiluwarsa dapat 

dihapuskan. 

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudsih kedaluwarsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

keputusan Bupati. 

Bagian Keenam Belas 

Keberatan 

Paragrsif 1 

Keberatan Pajak 

Pasal 124 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati 

atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau 

Pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara tertulis dsdsim bahasa Indonesia dengan 

mengemukaksm jumlsih Pajak terutang atau jumlah Pajak 

yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan 

Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hams diajukan dalam jangka waktu paling Isima 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
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(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

dihapuskan. 

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan dengan mempertimbangkan: 

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 94 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa 

Penagihan, dan 

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah. 

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) huruf a 

dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan. 

Pasal 123 

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

dihapuskan. 

Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

keputusan Bupati. 

Bagian Keenam Belas 

Keberatan 

Paragraf 1 

Keberatan Pajak 

Pasal 124 

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati 

atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau 

Pemungutan oleh pihak ketiga. 

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak 

yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan 

Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas. 

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
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(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 

denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak 

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak 

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Paragraf 2 

Keberatan Retribusi 

Pasal 127 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 

kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

dengan disertai alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 

3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali j i ka Wajib 

Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut 

tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi: 

a. bencana alam; 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau huru-hara; 

d. wabah penyakit; dan/atau 

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

Retribusi dan jjelaksanaan Penagihan Retribusi. 

Pasal 128 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 

pahng lama 6 (enam) bulan sejak t a n ^ a l surat keberatan 

diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang 

diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 127 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan 

keberatan. 

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bupati atau Pejabat y a n g ditunjuk dapat 

melaficukan Pemeriksaan. 

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas 

keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
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(3) 

(1) 

(2) 

(3) 
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(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 

denda sebesar 30x (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak 

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak 

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Paragraf 2 

Keberatan Retribusi 

Pasal 127 

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 

kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

dengan disertai alasan yang jelas. 

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 

3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib 

Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut 

tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar. 

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi: 

a. bencana alam, 

b. kebakaran: 

c. kerusuhan massal atau huru-hara, 

d. wabah penyakit, dan/atau 

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi. 

Pasal 128 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 

paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan 

diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang 

diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 127 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan 

keberatan. 

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

melakukan Pemeriksaan. 

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas 

keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
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sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang 

temtang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak 

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 

tersebut d ian^ap diterima selumhnya. 

Pasal 129 

(1) J i k a pengajuan keberatan diterima sebagian atau 

selumhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan 

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (no! koma 

enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih 

dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian 

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKRDLB. 

Paragraf 3 

Banding 

Pasal 130 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 

kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputussm 

Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) 

paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan 

dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Permohonan sebagaimsma dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai 

alasan yang jelas. 

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 

(satu) bulan sejak tanggal penerbitan F*utusan Banding. 

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 131 

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan 

dengam ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma 

sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang 

terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak 

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 

tersebut dianggap diterima seluruhnya. 

Pasal 129 

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan 

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,64 (nol koma 

enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih 

dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian 

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKRDLB. 

Paragraf 3 

Banding 

Pasal 130 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 

kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan 

Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) 

paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan 

dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai 

alasan yang jelas. 

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 

(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 131 

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan 

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 (nol koma 
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enam persen) per bulan dihitung dsiri Pajak yang lebih 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 

(satu) bulan. 

(2) Imbalsin bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejsik bulsm pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya Putusan Banding. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, 

sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 

persen) sebagsdmana dimsiksud dsdam Passd 126 ayat (3) 

tidak dikenakan. 

(4) Dalam hal pennohonan banding ditolak atau dikabulkan 

sebagian, Wajib Pajsik dikenai sanksi administratif berupa 

denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak 

berdasarksm Putussm Banding dikuramgi dengsm Pajak yang 

telah dibayar sebelum mengajukan keberatsm. 

Bagian Ketujuhbelas 

Tata Cara Pembetulan Dan Pembatalan Atau Pengursmgsm 

Ketetapem Pajsik 

Pasal 132 

(1) Atas permohonsm wajib pajak atau karena jabatannya, 

Bupati atau Pejabat dapat: 

a. membetulkan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 

terdapat kesalahan tubs, dan/atau kesalahan hitung, 

dan/atau kekeliruan penerapsm ketentuan tertentu 

dsdam peraturan perundang-undsmgan perpajsiksm 

daerah. 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak 

terutang berdasarksm pertimbangan kemampuan 

membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak. 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 

d. membatalkan basil pemeriksaan atau ketetapan pajsik 

yang dilaksansikan atau diterbitksm tidak sesuai dengan 

tata cara yang ditentukan; 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalsm, pengurangan 

ketetapan dan penghapussm atau pengurangan sanksi 

administrasi atas SPPT, Ketetapan BPHTB, SKPDKB, 
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(2) 

(3) 

(4) 

enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 

(satu) bulan. 

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya Putusan Banding. 

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, 

sanksi administratif berupa denda sebesar 30”6 (tiga puluh 

persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) 

tidak dikenakan. 

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan 

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 

denda sebesar 60”6 fenam puluh persen) dari jumlah Pajak 

berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang 

telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Bagian Ketujuhbelas 

Tata Cara Pembetulan Dan Pembatalan Atau Pengurangan 

(1) 

(2) 

Ketetapan Pajak 

Pasal 132 

Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, 

Bupati atau Pejabat dapat: 

a. membetulkan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 

terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, 

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak 

terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan 

membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak. 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD, 

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak 

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan 

tata cara yang ditentukan, 

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 

ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 

administrasi atas SPPT, Ketetapan BPHTB, SKPDKB, 
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SKPDKBT, SKPD, STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) 

harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada 

Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan alasan 

yang jelas. 

(3) Surat Keputusan atas piermohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), diberikan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak diterimanya surat permohonan. 

(4) ApabUa jangka waktu sebagaimsma dimsiksud pada ayat (3) 

terlampaui, msika permohonan pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 

pengurangan ssmksi administratif dianggap dikabulkan. 

Bagian Kedelapan belas 

Pengembsdian Kelebihan Pembayarsm Pajsik dsm Retribusi Daerah 

Pasal 133 

(1) Atas kelebihan pembaysiran Pajak atau Retribusi, Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihsm pembaysiran kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka wsUttu paling lama 12 (dua belas) 

bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), hams memberikan keputusan. 

(3) ApabUa j a n ^ a Waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan 

suatu keputusan maka permohonan pengembalism 

kelebihan pembayarsm pajsUc atau retribusi dianggap 

dUcabulkan dan SKPDLB/SKRDLB harus diterbitkan dalam 

waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) ApabUa Wajib Pajak/Wajib Retribusi mempunyai utang 

pajak atau utang retribusi lainnya maka kelebihan 

pembayaran pajak atau retr ibusi sebagaimana 

d imaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu utang pajak atau retribusi 

dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dUakukan dalam 

jangka waktu psUing lama 2 (dua) bulsm sejak 

ditertibkannya SKPDLB/SKRDLB. 
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(4) 

SKPDKBT, SKPD, STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) 

harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada 

Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan alasan 

yang jelas. 

Surat Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), diberikan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak diterimanya surat permohonan. 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terlampaui, maka permohonan pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 

pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan. 

Bagian Kedelapan belas 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 133 

Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati. 

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 

Apabila jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan 

suatu keputusan maka permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dianggap 

dikabulkan dan SKPDLB/SKRDLB harus diterbitkan dalam 

waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

Apabila Wajib Pajak/Wajib Retribusi mempunyai utang 

pajak atau utang retribusi lainnya maka kelebihan 

pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana 

dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu utang pajak atau retribusi 

dimaksud. 

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

ditertibkannya SKPDLB/ SKRDLB. 
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(6) J i k a pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 

setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 

SKPDLB/SKRDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma ensim 

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

pajak atau retribusi. 

Bagian Kesembilan belas 

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

Pasal 134 

(1) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalictn kelebihsm pembayaran kepada 

Bupati melalui Kepsila Perangkat Daerah pemungut Pajsik 

atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 

a. identitas Wajib Pajsik/Wajib Retribusi atau kuassmya 

apabila dikuasakan; 

b. nama dan alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau 

kuasanya apabila dikuasakan; 

c. NPWPD/NPRD dan NOPD/NORD atau nomor 

pendsiftaran/registrasi; 

d. masa pajak/retribusi dan tahun pajak/retribusi; 

e. perhitungsm pajsik/retribusi yang terutang menurut Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi; 

f. besamya jumlah kelebihan pembayaran pajak/retribusi; 

g. nomor rekening bank Wajib Pajak/Wajib Retribusi; dan 

h. sdasan permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak 

Daerah/Retribusi Daersih. 

(3) Permohonsm sebagaimsma dimaksud pada ayat (1) 

dilengkapi dokumen: 

a. fotokopi bukti pembayaran pajak daerah atau retribusi 

dsterah dari bank dan fotokopi SSPD/SSRD dengan 

memperlihatkan aslinya; 

b. fotokopi SKPD/SPPT/SPTPD/SKRD/SPTRD dengan 

memperlihatkan aslinya; 

c. fotokopi akta hibsih dan/atau waris ysmg diterbitkan oleh 

notsiris atau surat kctersmgsm waris apabila pcrolehsm hsik 
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(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 

setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 

SKPDLB/SKRDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

memberikan imbalan bunga sebesar 0,64» (nol koma enam 

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

pajak atau retribusi. 

Bagian Kesembilan belas 

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah 

(1) 

(2) 

(3) 

dan Retribusi Daerah 

Pasal 134 

Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada 

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak 

atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 

a. identitas Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kuasanya 

apabila dikuasakan, 

b.nama dan alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau 

kuasanya apabila dikuasakan, 

c. NPWPD/NPRD dan NOPD/NORD atau nomor 

pendaftaran /registrasi:, 

d. masa pajak/retribusi dan tahun pajak/retribusi, 

e. perhitungan pajak/retribusi yang terutang menurut Wajib 

Pajak/ Wajib Retribusi, 

f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak/retribusi, 

. nomor rekening bank Wajib Pajak/ Wajib Retribusi, dan 

h.alasan permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak 

Daerah/Retribusi Daerah. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilengkapi dokumen: 

a. fotokopi bukti pernbayaran pajak daerah atau retribusi 

daerah dari bank dan fotokopi SSPD/SSRD dengan 

memperlihatkan aslinya, 

b.fotokopi  SKPD/SPPT/SPTPD/SKRD/SPTRD dengan 

memperlihatkan aslinya, 

c. fotokopi akta hibah dan/atau waris yang diterbitkan oleh 

wa
 

notaris atau surat keterangan waris apabila perolehan hak 
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atas tanah dan/atau bangunan karena hibah dan/atau 

waris, untuk BPHTB; 

d. fotokopi surat keterangan bahwa akta jua l beli belum 

ditandatangani yang diterbitkan oleh Notaris/PP AT untuk 

BPHTB. 

Pasal 135 

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau 

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 

ayat (1) dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan 

verifikasi oleh Kep^a Perauf^at Daerah pemungut Pajak 

atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi; 

(2) Atas permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 134 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah 

pemungut Pajak atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi 

mendisposislkan permohonan tersebut ke Bidang terkait 

untuk dilakukan penelitian. 

(3) Bidang terkait melakukan penelitian administrasi berkas 

permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan j i ka dianggap perlu dapat melakukan 

pemeriksaan lapangan untuk mengidentifikasi subjek dan 

objek pajak atau retribusi yang diajukan. 

(4) Berdasarkan hasil penelitian baik secara administrasi 

maupun lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Bidang terkait membuat Telaahan Staf berisikan uraian 

pertimbangan atas permohonan yang disampaikan. 

(5) Telaahan staf diajukan oleh Kepala P«rangkat Daerah 

pemungut Pajak atau Peran^at Daerah pemungut Retribusi 

melalui Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk memohon 

pertimbangan dan/atau persetujuan atas permohonan yang 

disampaikan. 

(6) Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan 

persetujuan untuk menolak, mengabiolkan sebagian atau 

seluruhnya permohonan Wajib Pajak/Wajib Retribusi 

melalui Telaahan Staf yang disampaikan oleh Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Perangkat Daerah 

pemungut Retribusi. 

(7) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

paling lama 3 (tiga) bulan diberikan jawaban setelah 

permohonan diterima dan dinyatakan berkasnya Iengkap. 
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3) 

(4 

atas tanah dan/atau bangunan karena hibah dan/atau 

waris, untuk BPHTB: 

d.fotokopi surat keterangan bahwa akta jual beli belum 

ditandatangani yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT untuk 

BPHTB. 

Pasal 135 

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau 

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 

ayat (1) dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan 

verifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak 

atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi: 

Atas permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 134 ayat (!), Kepala Perangkat Daerah 

pemungut Pajak atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi 

mendisposisikan permohonan tersebut ke Bidang terkait 

untuk dilakukan penelitian. 

Bidang terkait melakukan penelitian administrasi berkas 

permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan jika dianggap perlu dapat melakukan 

pemeriksaan lapangan untuk mengidentifikasi subjek dan 

objek pajak atau retribusi yang diajukan. 

Berdasarkan hasil penelitian baik secara administrasi 

maupun lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Bidang terkait membuat Telaahan Staf berisikan uraian 

pertimbangan atas permohonan yang disampaikan. 

(5) Telaahan staf diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah 

(6) 

(7) 

pemungut Pajak atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi 

melalui Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk memohon 

pertimbangan dan/atau persetujuan atas permohonan yang 

disampaikan. 

Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan 

persetujuan untuk menolak, mengabulkan sebagian atau 

seluruhnya permohonan Wajib Pajak/Wajib Retribusi 

melalui Telaahan Staf yang disampaikan oleh Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Perangkat Daerah 

pemungut Retribusi. 

Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

paling lama 3 ftiga) bulan diberikan jawaban setelah 

permohonan diterima dan dinyatakan berkasnya lengkap. 
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(8) Apabila setelah jeingka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan 

Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dianggap dikabulkan. 

(9) Permohonan yang telah mendapatkan persetujuan deiri 

Bupati selanjutnya diproses pencairan kelebihan 

pembayaran melalui Bidang Perbendaharaan. 

(10) Bidang Perbendaharaan melakukan verifikasi kelengkapan 

dokxomen dan apabila dokumen tidak Iengkap dan benar, 

petugas dapat menolak dem mengembalikan dokumen untuk 

dilengkapi. 

(11) Terhadap persetujuan pencairan kelebihan fiembayaran, 

Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pemungut 

Pajak membuat SPP untuk disampaikan ke Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak. 

(12) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) PPK 

Perangkat Daerah pemungut Pajak menerbitkan SPM. 

(13) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) 

BUD Perangkat Daerah pemungut Pajak menerbitkan SP2D. 

(14) Pencairan kelebihan pembayaran pajak atau retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibebankan melalui 

Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Keduapuluh 

Tata Cara Pembayaran Pajak Terintegrasi 

Pasal 136 

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak 

menunjuk Bank persepsi dan/atau perusahaan 

Penyelenggara J a s a Sistem Pembayaran untuk dapat 

melayani dan menerima pembayaran Pajak. 

(2) Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara J a s a 

Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memiliki sistem aplikasi pembayciran/transaksi yang 

sudah terhubung (Online) secara host to host dengan sistem 

aplikasi perpajakan. { 

Pasal 137 

(1) Pembayaran Pajak dilaksanakan secara Online dan real time 

dengan menggunakan ID Billing/Kode Bayar atau Quick 

(8) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan 

Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dianggap dikabulkan. 

(9) Permohonan yang telah mendapatkan persetujuan dari 

Bupati selanjutnya diproses pencairan kelebihan 

pembayaran melalui Bidang Perbendaharaan. 

(10) Bidang Perbendaharaan melakukan verifikasi kelengkapan 

dokumen dan apabila dokumen tidak lengkap dan benar, 

petugas dapat menolak dan mengembalikan dokumen untuk 

dilengkapi. 

(11) Terhadap persetujuan pencairan kelebihan pembayaran, 

Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pemungut 

Pajak membuat SPP untuk disampaikan ke Kepala 

Perangkat Daerah pemungut Pajak. 

(12) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) PPK 

Perangkat Daerah pemungut Pajak menerbitkan SPM. 

(13) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) 

BUD Perangkat Daerah pemungut Pajak menerbitkan SP2D. 

(14) Pencairan kelebihan pembayaran pajak atau retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibebankan melalui 

Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Keduapuluh 

Tata Cara Pembayaran Pajak Terintegrasi 

Pasal 136 

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak 

menunjuk Bank persepsi dan/atau perusahaan 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk dapat 

melayani dan menerima pembayaran Pajak. 

(2) Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa 

Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang 

sudah terhubung (Online) secara host to host dengan sistem 

aplikasi perpajakan. 

Pasal 137 

(1) Pembayaran Pajak dilaksanakan secara Online dan real time 

dengan menggunakan ID Billing/Kode Bayar atau Ouick 
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Response Indonesian Standard yang diproses secara default 

didalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah. 

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dapat dilayani melalui, Quick Response Indonesian 

Standard, internet banking, mobile banking, SMS Banking, 

Anjungan Tunai Mandiri dan atau melalui Teller pada Bank 

yang ditunjuk . 

(3) Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank atau lembaga 

yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daereih sesuai 

dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Peijanjian 

Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau perusahaan 

Penyelenggara J a s a Sistem Pembayaran sejak Pajak 

dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

(4) J i k a sistem pembayaran pajak secara online mengalami 

kendala, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke 

Rekening Kas Penerimaan Daerah. 

Bagian Kedua Puluh Satu 

Tata Cara Pembayaran Retribusi Terintegrasi 

Pasal 138 

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak 

menunjuk Bank persepsi dan/atau perusahaan 

Penyelenggara J a s a Sistem Pembayaran untuk dapat 

melayani dan menerima pembayaran Retribusi, 

(2) Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara J a s a 

Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memiliki system aplikasi pembayaran/transaksi yang 

sudah terhubung {Online^ secara host to host dengan sistem 

aplikasi Retribusi. 

Pasal 139 

(1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara Online dan real 

time dengan menggunakan ID Billing /Nomor Bayar atau 

Quick Response Indonesian Standard yang diproses secara 

default didalam Sistem Aplikasi Retribusi. 

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dapat dilayani melalui. Quick Response Indonesian 

Standard, internet banking, mobile banking, SMS Banking, 

Anjungan Tunai Mandiri dan atau melalui Teller pada Bank 

yang ditunjuk . 
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Response Indonesian Standard yang diproses secara default 

didalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah. 

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dapat dilayani melalui, Ouick Response Indonesian 

Standard, internet banking, mobile banking, SMS Banking, 

Anjungan Tunai Mandiri dan atau melalui Teller pada Bank 

yang ditunjuk . 

(3) Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank atau lembaga 

yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai 

dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Perjanjian 

Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau perusahaan 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sejak Pajak 

dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

(4) Jika sistem pembayaran pajak secara online mengalami 

kendala, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke 

Rekening Kas Penerimaan Daerah. 

Bagian Kedua Puluh Satu 

Tata Cara Pembayaran Retribusi Terintegrasi 

Pasal 138 

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak 

menunjuk Bank persepsi dan/atau perusahaan 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk dapat 

melayani dan menerima pembayaran Retribusi. 

(2) Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa 

Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memiliki system aplikasi pembayaran/transaksi yang 

sudah terhubung (Online) secara host to host dengan sistem 

aplikasi Retribusi. 

Pasal 139 

(1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara Online dan real 

time dengan menggunakan ID Billing /Nomor Bayar atau 

Ouick Response Indonesian Standard yang diproses secara 

defauit didalam Sistem Aplikasi Retribusi. 

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

harus dapat dilayani melalui, Ouick Response Indonesian 

Standard, internet banking, mobile banking, SMS Banking, 

Anjungan Tunai Mandiri dan atau melalui Teller pada Bank 

yang ditunjuk . 
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(3) Retribusi yang dibayarkan Wajib Retribusi ke Bank atau 

lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah 

sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam 

Peijanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau 

perusahaan Penyelenggara J a s a Sistem Pembayaran sejak 

Retribusi dibayarkan oleh Wajib Retribusi. 

(4) J i k a sistem pembayaran Retribusi secara onKne mengalami 

kendala, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke 

Rekening Kas Penerimaan Daerah. 

Bagian Kedua Puluh Dua 

Pengawasan Pelaksanaan Sistem Online 

Pasal 140 

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah pemungut Pajak dan/atau 

Retribusi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Sistem Online Pajak dan Retribusi di Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk: 

a. mengawasi tahapan pelaksanaan pembuatan dan 

pengembangan Aplikasi system online Pajak dan Retribusi 

Daerah; 

b. mengawasi pelaksanaan pemungutem Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah secara online; 

c. bahan evaluasi terhadap optimalisasi pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah secara online. 

Pasal 141 

(1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan sistem online 

Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 140 ayat (1), Perangkat Daerah pemungut Pajak selaku 

Koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah wajib melaksanakan rekonsiiiasi data output dari 

sistem online dengan pihak Bank Pelaksana dan atau 

perusahaan Penyelen^ara J a s a system pembayaran serta 

dengan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah. 

(2) Rekonsiiiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dan dilapiorkan secara periodik sekurang-

kurangnya 1 (satu) bulan sekali. 
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(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Retribusi yang dibayarkan Wajib Retribusi ke Bank atau 

lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah 

sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam 

Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau 

perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sejak 

Retribusi dibayarkan oleh Wajib Retribusi. 

Jika sistem pembayaran Retribusi secara online mengalami 

kendala, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke 

Rekening Kas Penerimaan Daerah. 

Bagian Kedua Puluh Dua 

Pengawasan Pelaksanaan Sistem Online 

Pasal 140 

Bupati melalui Perangkat Daerah pemungut Pajak dan/atau 

Retribusi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Sistem Online Pajak dan Retribusi di Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk: 

a. mengawasi tahapan pelaksanaan pembuatan dan 

pengembangan Aplikasi system online Pajak dan Retribusi 

Daerah: 

b. mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah secara online, 

c. bahan evaluasi terhadap optimalisasi pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah secara online. 

Pasal 141 

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan sistem online 

Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 140 ayat (1), Perangkat Daerah pemungut Pajak selaku 

Koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah wajib melaksanakan rekonsiliasi data output dari 

sistem online dengan pihak Bank Pelaksana dan atau 

perusahaan Penyelenggara Jasa system pembayaran serta 

dengan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah. 

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik sekurang- 

kurangnya 1 (satu) bulan sekali. 
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(3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiiiasi, 

maka nilai nominal pajak dan retribusi yang diakui secara 

definitif hams mangacu pada jumlah nominal yang 

dinyatakan masuk ke Kas Daerah. 

(4) Terhadap data yang tidak sesuai dilakukan 

adjustment/pienyesuaian data dan dilampirkan dalam Berita 

Acara Rekonsiiiasi. 

Bagian Kedua Puluh Tiga 

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data 

Pasal 142 

(1) Dalam upaya mengoptimedkan penerimaan Pajak, 

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama 

optimalisasi Pemungutan Pajak dengan: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau 

c. pihak ketiga. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau 

informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau 

informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

pemndang-undangan; 

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan 

ketentuan peraturan pemndang-undangan; 

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang 

perpajakan; 

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang 

perpajakan; 

e. peningkatan pjengetahusm dan kemampuan aparatur atau 

sumber daya manusia di bidang perpajakan; 

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; 

dan 

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk 

dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling 

menguntungkan. 

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana 
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(3) 

(4) 

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, 

maka nilai nominal pajak dan retribusi yang diakui secara 

definitif harus mangacu pada jumlah nominal yang 

dinyatakan masuk ke Kas Daerah. 

Terhadap data yang tidak sesuai dilakukan 

adjustment/penyesuaian data dan dilampirkan dalam Berita 

Acara Rekonsiliasi. 

Bagian Kedua Puluh Tiga 

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasai 142 

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, 

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama 

optimalisasi Pemungutan Pajak dengan: 

a. Pemerintah: 

b. Pemerintah Daerah lain, dan/atau 

c. pihak ketiga. 

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau 

informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau 

informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang 

perpajakan, 

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang 

perpajakan, 

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau 

sumber daya manusia di bidang perpajakan: 

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga, 

dan 

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk 

dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling 

menguntungkan. 

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi 

bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g. 

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak 

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi 

bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c sampai dengan huruf g. 

Pasal 143 
(1) Pemerintah Daerah dapat: 

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang 

dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1); 

dan 

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1). 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) 

dituangkan dalam dokumen peijanjian kerja sama atau 

dokumen lain yang disepakati para pihak. 

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, dokumen peijanjian kerja 

sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama. 

(4) Dokumen peijanjian kerja sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan 

mengenai: 

a. subjek kerja sama; 

b. maksud dan tujuan; 

c. ruang lingkup; ; 

d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat; 

e. jangka waktu perjanjian; 

f. sumber pembiayaan; 

g. penyelesaian perselisihan; 

h. sanksi; 

i . korespondensi; dan 

j . perubahan. 

Bagian Kedua Puluh Empat 

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik 

dalam Pemungutan Pajak 

Pasal 144 

(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah 

Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi 

bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g. 

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak 

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi 

bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c sampai dengan huruf g. 

Pasal 143 

(1) Pemerintah Daerah dapat: 

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang 

dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1): 

dan 

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1). 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) 

dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau 

dokumen lain yang disepakati para pihak. 

(3 Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja 

sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama. 

(4 Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan 

mengenai: 

a. subjek kerja sama, 

b. maksud dan tujuan, 

c. ruang lingkup: 

d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, 

e. jangka waktu perjanjian, 

f. sumber pembiayaan, 

g. penyelesaian perselisihan, 

h. sanksi: 

i. korespondensi, dan 

“j- perubahan. 

Bagian Kedua Puluh Empat 

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik 

dalam Pemungutan Pajak 

Pasal 144 

(l) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah 

Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada 
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pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang 

digunakan untuk transaksi perdagangan. 

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan 

dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan 

memiliki peredaran usaha. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 145 

Bentuk dan format: 

a. SSPD; 

b. SSPD PPB-P2; 

c. SSRD; 

d. SKPD PAT; 

e. SKPD PAJAK REKLAME; 

f. SKRD; 

g. SPPT; 

h. SPTPD; 

i . SPTRD; 

j . STPD; 

k. STRD; 

1. Surat Teguran; 

m. S u r a t Teguran be lum m e l a k u k a n pelaporan Pajak 

Daerah ; 

n. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus; 
o. Surat Paksa; • 

p. Pengumuman Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang 
tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha; 

q. Berita Acara Pemeriksaan; 

r. Kertas Kerja Pemeriksaan; 

s. Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan; 

t. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Daerah; 

u . Surat Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 

V. SKPDT; 

w. SKPDKB; 

X. SKPDKBT; 

y. S K P D J 

z. SKPDN 
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pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang 

digunakan untuk transaksi perdagangan. 

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan 

dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan 

memiliki peredaran usaha. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 145 

Bentuk dan format: 

N 
ad
 

An 
s
s
 

. SSPD, 

. SSPD PPB-P2: 

. SSRD, 

. SKPD PAT, 

. SKPD PAJAK REKLAME, 

SKRD: 

SPPT, 

. SPTPD: 

SPTRD, 

. STPD: 

. STRD: 

Surat Teguran, 

. Surat Teguran belum melakukan pelaporan Pajak 

Daerah: 

. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, 
. Surat Paksa: 

. Pengumuman Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang 
tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, 

. Berita Acara Pemeriksaan, 

. Kertas Kerja Pemeriksaan: 

. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, 

Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Daerah: 

. Surat Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 

SKPDT: 

. SKPDKB, 

. SKPDKBT, 

SKPDJ 

SKPDN 
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aa. SKPDLB 

bb.KP4PPB-P2 

cc. KARCIS 

tercantum dalam lampiran VI I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

B A B V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 146 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku: 

1. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 89 Tahim 2011 Tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Tahun 2011 Nomor 6); 

2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2011 Tentang Pengantian 

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

(Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 

Nomor 7); 

3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi 

Pelayanan Tera/tera ulang (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 14); 

4. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Tahun 2013 Nomor 6); ^ 

5. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Peta (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 175); 

6. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi 
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aa. SKPDLB 

bb.KP4 PPB-P2 

cc. KARCIS 

tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 146 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku: 

1. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2011 Tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Tahun 2011 Nomor 6), 

2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2011 Tentang Pengantian 

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

(Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 

Nomor 7), 

3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi 

Pelayanan Tera/tera ulang (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 14): 

4. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Tahun 2013 Nomor 6), 

5. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Peta (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 175), 

6. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi 
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Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 176); 

7. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi 

Ja lanan umum (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 

Tahun 2014 Nomor 215); 

8. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 

Nomor 216); 

9. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parsampahan 

/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 

Tahun 2014 Nomor 217); 

10. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 

Tahun 2017 Nomor 331); 

11. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 

2021 Nomor 9); 

12. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2021 

tentang Klasifikasi Nilai J u a l Objek Pajak Sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 

2021 Nomor 476); 

13. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 

(Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 

Nomor 35); 

14. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 31); 

15. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Retribusi J a s a Usaha (Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 32); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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KEtnkNGAN 

K A B A G 
H l l K U M A S S III S E K D A 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 176): 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi 

Jalanan umum (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 

Tahun 2014 Nomor 215), 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 

Nomor 216), 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parsampahan 

/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 

Tahun 2014 Nomor 217): 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 

Tahun 2017 Nomor 331), 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 

2021 Nomor 9), 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2021 

tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 

2021 Nomor 476), 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 

(Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 

Nomor 35), 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 31), 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 32): 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 147 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t a n ^ a l diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dedam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 

NOMOR... 

Kj 
K E U 

BAN 
iNGAN 

KAteAG 
HufcuM 

A S S III S E K D A 
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Pasal 147 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 

SILA'YN. BOTUTIHE 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

PRESENTASE DAN KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN BANGUNAN 

a. BESARAN PRESENTASE NJOP 

1. DASAR PERHITUNGAN PBB-P2 UNTUK NON LAHAN PRODUKSI 
PANGAN DAN TERNAK: 

a. NJOP sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 

sebesar 20% (dua puluh persen); 

b. NJOP di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan 

Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebesar 22% 

(dua puluh dua persen). 

c. NJOP di atas Rpl50.000.000 (seratus lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 

sebesar 24% (dua puluh empat persen). 

d. NJOP di atas Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp500.000.000 (lima ratus ju ta rupiah) sebesar 26% (dua 

puluh enam persen). 

e. NJOP di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 

sebesar 28% (dua puluh enam persen). 

f. NJOP di atas Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliar 

rupiah) sebesar 30% (tiga puluh persen). 

g. NJOP di atas Rp 1.000.000.000 (satu miHar rupiah) sebesar 35% 

(tiga puluh persen). 

2. DASAR PERHITUNGAN PBB-P2 UNTUK LAHAN PRODUKSI PANGAN 

DAN TERNAK: 

a. NJOP sampai dengan RplOO.000.000 (seratus juta rupiah) 

sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 

b. NJOP di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp250.000.000 (dua ratus Hma puluh juta rupiah) sebesar 37% 

(tiga puluh tujuh persen). 

c. NJOP di atas Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (Hma ratus juta rupiah) 

sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen). 

d. NJOP di atas Rp500.000.000 (lima ratus ju ta rupiah) sebesar 40% 

(empat puluh persen). 

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 

2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

PRESENTASE DAN KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN BANGUNAN 

a. BESARAN PRESENTASE NJOP 

1. DASAR PERHITUNGAN PBB-P2 UNTUK NON LAHAN PRODUKSI 
PANGAN DAN TERNAK: 

a. NJOP sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 

sebesar 20x (dua puluh persen), 

b. NJOP di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan 

Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebesar 22” 

(dua puluh dua persen). 

c. NJOP di atas Rp150.000.000 seratus lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 

sebesar 24Y5 (dua puluh empat persen). 

d. NJOP di atas Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebesar 26” (dua 

puluh enam persen). 

e. NJOP di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 

sebesar 286 (dua puluh enam persen). 

f. NJOP di atas Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar 

rupiah) sebesar 3046 (tiga puluh persen). 

g. NJOP di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebesar 3546 

(tiga puluh persen). 

2. DASAR PERHITUNGAN PBB-P2 UNTUK LAHAN PRODUKSI PANGAN 

DAN TERNAK: 

a. NJOP sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) 

sebesar 35”5 (tiga puluh lima persen), 

b. NJOP di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 3746 

(tiga puluh tujuh persen). 

c. NJOP di atas Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 

sebesar 395 (tiga puluh sembilan persen). 

d. NJOP di atas Rp500.000.000 flima ratus juta rupiah) sebesar 406 

(empat puluh persen). 
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B. KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN BANGUNAN 
1. NJOP BUMI 

KELAS PENGGOLONGAM NILAI J U A L BUMI NILAI J U A L O B J E K 
r7AJ/\lV DUMl 

KELAS 

|Rp/M2) 

NILAI J U A L O B J E K 
r7AJ/\lV DUMl 

001 <a /H AQ 7nn nnn 
037, / VIVIjVILIU 

68,545,000 

002 > fis 190 n n o <: /H A7 Ron nnn 
VI / ,Ol7VljVIVHJ 

66,255,000 

003 > ft9 RQn nnn 
UAijO^UjUULJ 

« /H o / U A^ 1 on nnn 
DO, 14U,UUU 

64,005,000 

004 > fin 7nn n n n AO RQn nnn 
U , O 37 VI, VIVIVI 

61,795,000 

005 S /Cl An 7nn nnn 59,625,000 

005 AJ.n nnn s / a. ccrn nnn 57,495,000 

007 > S4 '^7n nnn 1 lA s / a l̂A 44n nnn 
O V),'T'T VIJ VIVIVI 

55,405,000 

008 > '=19 R4.n nnn 
vJ.Z JOT-VJ jV7UV7 

o / U ^4 "̂ on nnn 53,355,000 

009 > •=10 R^n nnn s /a Ko '^4n nnn 51,345,000 

010 > 4.R 4nn nnn 
T" O, VIV/, w VIVI 

c lA 
s /a 

^n R^n nnn DU,ODU,uuu 49,375,000 

O i l > 4fi 4Qn nnn 4R 4nn nnn 
t O , *T VIVI, VIVIVI 

47,445,000 

012 > 44 fi9n nnn 
iijVÎ VjV/VIV/ 

4A 4Qn nnn 
*TU , 137 VI, VIW VI 

45,555,000 

013 49 7Qn nnn 
*T,ii, 1 ^VIjVlUU 

c lA s / a 44 Aon nnn 43,705,000 

014 > 41 nnn nnn 49 7Qn nnn 
T'.Z, / D7VI,VIVIVI 

41,895,000 

015 RQ 9c;n nnn 
Olz, .Z OU , VIVIVI 

<s lA 41 nnn nnn 40,125,000 

016 R7 =;4n nnn S / U •̂Q oi^n nnn 38,395,000 

017 9"=; R7n nnn 
OvJ ,0 / VljVIVIVI 

2> y U •̂ 7 c:4n nnn 
O / ,OT̂ VI,VIVIVi 

36,705,000 

018 R4 94n nnn 
OT^ , •Z'T VI, VIVI Vl 

c lA 
s / d 

R"̂  ft7n nnn 
oD,0 / U,UVlU 

35,055,000 

019 R9 Ac:n nnn 
vJ , O O VI, W VIVI 

s / u R4 94n nnn 
OT-, .̂ *T VI , VIU VI 

33,445,000 

020 R1 1 nn nnn c lA s / u RO Ac:n nnn 
04, DO VI, VI VIVI 

31,875,000 

021 9Q Ê QA nnn 
^ 37,0 ̂  VI, VIVIVI 

s / u Rl i nn nnn 30,345,000 

022 9R 19n nnn 
1 AVIJVIVIVI 

s / u 9Q ^QA nnn 
.6 37 , O ̂7 VI, D DU 

28,855,000 

023 > 9fi fiQn nnn 
.aVIjVlDJVIjVIVIVI 

«s lA OR 1 o n n n n 
AO, X AVI,V/WI 

27,405,000 

024 9C1 9nn nnn S / u OA AQH nnn 25,995,000 

025 > 9*̂  QAn nnn S / u OA Rnn nnn 
40,0UU,UUU 

24,625,000 

026 > oo c^Ar\ nnn s /a T 3 QCn nnn 23,295,000 

027 > oi onn nnn s / a oo A/1 n nnn 4,4,D4U , UUU 22,005,000 

028 9n i 4 n nnn 
iT-VljVIVIVI 

o / U 91 R7n nnn 
1 ,o / D,DDD 

20,755,000 

029 18,950,000 s /d 20,140,000 19,545,000 

030 > 17,800,000 s /d 18,950,000 18,375,000 

031 > 16,690,000 s /d 17,800,000 17,245,000 

032 > 15,620,000 s / d 16,690,000 16,155,000 

033 > 14,590,000 s /d 15,620,000 15,105,000 

034 > 13,600,000 s /d 14,590,000 14,095,000 

035 > 12,650,000 s /d 13,600,000 13,125,000 
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B. KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN BANGUNAN 

| Lk & 
# 

1. NJOP BUMI 

KELAS PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI NILAI JUAL OBJEK 
PAJAK BUMI (Rp.M2) 

(Rp/M2) 
001 67,390,000 (s/d 169,700,000 68,545,000 

002 65,120,000 |s /d 1 67,390,000 66,255,000 

003 62,890,000 | s/d | 65,120,000 64,005,000 

004 60,700,000 | s/d | 62,890,000 61,795,000 

005 58,550,000 |s /d | 60,700,000 ” 59,625,000 

006 56,440,000 | s/d | 58,550,000 57,495,000 

007 54,370,000 |s /d | 56,440,000 55,405,000 

008 52,340,000 |s /d | 54,370,000 53,355,000 

009 50,350,000 |s /d | 52,340,000 51,345,000 

010 48,400,000 | s /d | 50,350,000 49,375,000 

O1i 46,490,000 | s/d | 48,400,000 47,445,000 

012 44,620,000 | s/d | 46,490,000 45,555,000 

013 42,790,000 | s /d | 44,620,000 43,705,000 

014 41,000,000 | s/d | 42,790,000 41,895,000 

015 39,250,000 | s/d | 41,000,000 40,125,000 

016 37,540,000 | s/d | 39,250,000 38,395,000 

017 35,870,000 | s/d | 37,540,000 36,705,000 

018 —— 384,240,000 s/d | 35,870,000 35,055,000 

019 32,650,000 | s/d | 34,240,000 33,445,000 

020 31,100,000 s/d | 32,650,000 31,875,000 

021 29,590,000 | s/d | 31,100,000 30,345,000 

022 28,120,000 | s/d | 29,590,000 28,855,000 

| 023 “ 26,690,000 | s/d | 28,120,000 27,405,000 

024 25,300,000 | s/d | 26,690,000 25,995,000 

025 23,950,000 | s/d | 25,300,000 24,625,000 

026 22,640,000 | s/d | 23,950,000 23,295,000 

027 21,370,000 | s/d | 22,640,000 22,005,000 

028 20,140,000 | s/d | 21,370,000 20,755,000 

029 18,950,000 | s/d | 20,140,000 19,545,000 

030 17,800,000 | s/d | 18,950,000 18,375,000 

| 031 16,690,000 | s/d | 17,800,000 17,245,000 

032 15,620,000 | s/d | 16,690,000 16,155,000 

033 14,590,000 |s/d | 15,620,000 15,105,000 

034 13,600,000 | s/d | 14,590,000 14,095,000 

035 12,650,000 |s/d | 13,600,000 13,125,000 
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036 > 11 740 nnn 
l X J t tDjDDD 

<3 lA 19 A=;n nnn 19 1QC nnn 14, lyOjUUU 

037 > 1 n R7n nnn 
1 D ,0 # DjDDD 

<! lA 
s /a 

1 1 74n nnn 
11,1 tUjUUU 

11 RAc; A n n 1 l,oUo,UUU 

038 1 n 040 nnn 
1 D,DtD,DDD 

S / U 1 n Q7n nnn 1 n 2I C C A A A 

10,455,000 
n3Q O 0C : A AAA 

y,rZou,uuu 
c / r l 
s / a 

1 A t\A A A A A 

1U,U4U,UUU 
A ^ A C AAA 
9,645,000 

Q cnn AAA OjOUUjUUU s / a Q OCA n n n 
y,450,000 

Q n ̂  r" AAA 
8,875,000 

UT- i 7 7Qn AAA r, / r l 
s / a 

Q cnn nnn 
0,500,000 

0 i rl r" AAA 
8,145,000 

(149 7 1 OA AAA 
/, 14U,UUU 

r, / r l 
s / a 

17 7nn nnn 0 A r~ C AAA 
7,455,000 

043 > A 4Qn nnn 
U,t37D,DDD 

c / r l 7 1 on nnn /r Q A C A A A 

o,ou5,000 
044 > s Qon nnn 

0,37DD,DDD 
« /A A 4Qn nnn 

u,t37D,DDu 
A 1 n n n 

045 > s '̂ '=in nnn t: /H onn nnn 
0,37UU,DDU 

c ARC nnn 

046 > 4 R4n nnn 
t ,OtD,DDD 

« /A Rĉ n nnn c A Q C nnn 5,0y5,UU0 

047 4 R7n AAA 'T,o / U,UUU o / r l S / U A Qid_n nnn t,otU,UUU /t £iC\C A A A 

4,605,000 
WTO R Q4n AAA o / r l 

s / a 
A R7n nnn A I C C A A A 

4,155,000 
040 > 0,OOD,DDD « /fl R Q4n nnn R 74 c: nnn 0, /40,UUU 

> R onn nnn 
0,.4iDD,DDD 

<! /H R i;=̂ n nnn R R7*^ nnn 0,0 / D,UUU 

051 > R nnn nnn 
O jDDUjDDD 

S / u R onn nnn R 1 nn nnn 0 , 1 UUjUUU 

> 9 R^n nnn 
,̂ ,OOD,DDD 

<; /fl R nnn nnn 
O , D D D , U D D 

0 Qoc: nnn 4,y40,UUU 

n<=iR 9 7nR nnn t- / r l S / U 9 Qc:n nnn 9 t t o nnn 
4, / /y ,uoo 

0=̂ 4 
Dot 

9 '̂ 7R nnn o / r l 
s / a 

9 VAR nnn 
4, f UOjUUU 

0 A4n nnn 

DOO 9 4 4 4 nnn e / r l 
s / a 

9 c;7o nnn 
4,0 / OjUUU 

9 c;nQ nnn 

DOU 9 9A1 nnn 
,f£,.̂ 01,DDD 

c / r l o / Cl 9 4 4 4 nnn 9 Rc;o nnn 

n s 7 
DO # 

> 9 oQi nnn 
^)Di7 X}DDD 

<: /rl 9 9fii n n n 
^ , ^ \ J X. ,DDD 

9 1 7 A nnn 
I f 0,DDD 

DOO > 1 no4 nnn 
1 ,370t,DDD 

« /A 9 nQi nnn 
4,D37 1 ,DDD 

9 m R nnn 
4,D 1 o,UUU 

n=;Q 
D037 

1 7RQ nnn <5 /fl 
s / u 

1 QR4 nnn 
1 ,370t , D U D 

1 RA9 nnn 
1 , O O 4 , D U U 

UOU > 1 Ac:c; nnn o / r l S / U 1 7QQ nnn 1 , /oy,uuu 1 7 9 9 nnn 1, /44,UUU 

nA 1 > 1 4Qn nnn o / r l 
s /d 

1 Ai^c nnn 1 C7R nnn 1 ,0 / 5,UUU 

nAo > 1 R41 nnn l ,ot i ,UUU r, / r l 1 Aon nnn 
i ,4yu,uuu 

1 41 A nnn 1,4iD,UUU 

UDo > 1 9n7 nnn 1,4U / ,UUU cs / r l 
S /a 

1 R41 nnn 1 ,ot ijUUU 1 974 nnn 1,4 / tjUUU 

AAA DDt 1 ARA nnn 
1 jDOOjDDD 

t lA a / Cl 1 907 nnn 
1 ,^D / ,DDD 

1 147 nnn 
1 , 1 1 / ,DDD 

Duo Q77 nnn 
37 / / ,DDD 

s lA a / Cl \ ARA nnn 
1 jDODjDDD 

1 HRo nnn 
1 ,D0.4,DDD 

A A A D U D R ^s nnn q /fl o / Cl Q77 n n n 
Zy 1 1 ,DDD 

Q1 A nnn 
37 1 DjDDD 

nA7 
D O / 

74R nnn 
/ tOjDDD 

<3 lA 
a / Cl 

RS5 n n n 
OuD,DDD 

OD.̂ ,DDD 

AAO 
UDO 

> AAQ nnn DoOjUUU c / r l 
s / a 

74R nnn 
f tO,UUU 

709 nnn 
/ U4,UUU 

A AO 
UDy 

> (̂ 7R nnn o / OjUUU o / r l 
a / a 

Ac:c: nnn A i 4 nnn o i t , uuu 

070 > 501,000 r, / r l 
s /d 

r; "7 0 A n n 
573,000 

co t A A A 

537,000 
U / A 49A nnn 

t40,DDD 
<! lA 
a / Cl 

cn i nnn 
OD 1 ,DDD 

4A4 nnn 
t o t ,DDD 

072 > 362,000 s /d 426,000 394,000 

073 > 308,000 s / d 362,000 335,000 

074 > 262,000 s /d 308,000 285,000 

KA 
K E U / 

BAN 
k C A N 

KABAG 
H O K U M 

A S S in S E K D A 

-T-

036 11,740,000 | s/d | 12,650,000 12,195,000 

037 10,870,000 | s/d | 11,740,000 11,305,000 

038 10,040,000 s/d | 10,870,000 10,455,000 

039 9,250,000 s/d | 10,040,000 9,645,000 

040 8,500,000 s/d | 9,250,000 8,375,000 

041 7,790,000 |s/d | 8,500,000 8,145,000 

042 7,120,000 s/d | 7,790,000 7,455,000 

043 6,490,000 s/d | 7,120,000 6,305,000 

044 5,900,000 |s/d | 6,490,000 6,195,000 

045 5,350,000 s/d | 5,900,000 5,625,000 

046 4,840,000 |s/d | 5,350,000 5,095,000 

047 4,370,000 | s/d | 4,840,000 4,605,000 

048 — 3,940,000 s/d | 4,370,000 4,155,000 

049 3,550,000 |s/d | 3,940,000 3,745,000 

050 3,200,000 s/d | 3,550,000 3,375,000 

051 3,000,000 |s /d | 3,200,000 3,100,000 

052 2,350,000 |s/d | 3,000,000 2,925,000 

053 2,708,000 |s/d | 2,850,000 2,779,000 

054 2,573,000 | s/d | 2,708,000 2,640,000 

055 2,444,000 |s/d | 2,573,000 2,508,000 

056 2,261,000 |s/d | 2,444,000 2,352,000 

057 2,091,000 s/d | 2,261,000 2,176,000 

058 1,934,000 |s/d | 2,091,000 2,013,000 

059 1,789,000 |s/d | 1,934,000 1,362,000 

060 1,655,000 |s/d | 1,789,000 1,722,000 

061 1,490,000 | s /d 1,655,000 1,573,000 

062 1,341,000 |s/d | 1,490,000 1,416,000 

063 1,207,000 s/d | 1,341,000 1,274,000 

064 1,086,000 |s/d | 1,207,000 1,147,000 

065 977,000 |s/d | 1,086,000 1,032,000 

066 855,000 | s /d 977,000 916,000 

067 748,000 | s /d 855,000 802,000 

068 655,000 | s /d 748,000 702,000 

069 573,000 | s /d 655,000 614,000 

070 501,000 | s /d 573,000 537,000 

071 426,000 | s /d 501,000 464,000 | 

072 362,000 | s /d 426,000 394,000 

073 308,000 | s/d 362,000 335,000 

074 262,000 | s /d 308,000 285,000 

Si ASS INI SEKDA 
KEUANGAN 1 
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075 > 223,000 s /d 262,000 243,000 

076 > 178,000 s /d 223,000 200,000 

077 > 142,000 s /d 178,000 160,000 

078 > 114,000 s /d 142,000 128,000 

079 > 91,000 s /d 114,000 103,000 

080 > 73,000 s /d 91,000 82,000 

081 > 55,000 s /d 73,000 64,000 

082 > 41,000 s /d 55,000 48,000 

083 > 31,000 s / d 41,000 36,000 

084 > 23,000 s /d 31,000 27,000 

085 > 17,000 s /d 23,000 20,000 

086 > 12,000 s /d 17,000 14,500 

087 > 8,400 s /d 12,000 10,000 

088 > 5,900 s /d 8,400 7,150 

089 > 4,100 s /d 5,900 5,000 

090 > 2,900 s /d 4,100 3,500 

091 > 2,000 s /d 2,900 2,450 

092 > 1,400 s /d 2,000 1,700 

093 > 1,050 s /d 1,400 1,200 

094 > 760 s /d 1,050 910 

095 > 550 s / d 760 660 

096 > 410 s / d 550 480 

097 > 310 s /d 410 360 

098 > 240 s /d 310 270 

099 > 170 s /d 240 200 

100 s s /d 170 140 

KA 
K E U 

BAN 
INGAN 

KAfeAG 
HUICUM A S S 111 S E K D A 

I 

075 » 223,000 | s jd 262,000 243,000 

076 5 178,000 | s/d 223,000 200,000 

077 » 142,000 |s /d 178,000 160,000 

078 5 114,000 | s /d 142,000 128,000 

079 5 91,000 | s /d 114,000 103,000 

080 5 73,000 | s /d 91,000 82,000 

081 » 55,000 | s /d 73,000 64,000 

082 » 41,000 |s /d 55,000 48,000 

083 5 31,000 | s /d 41,000 36,000 

084 5 23,000 | s/d 31,000 27,000 

085 » 17,000 |s /d 23,000 20,000 

086 5 12,000 |s /d 17,000 14,500 

087 » 8,400 |s /d “12,000 —. 10,000 

088 5 5,900 |s /d 8,400 7,150 

089 5 4,100 |s /d 5,900 5,000 

090 » 2,900 |s /d 4,100 3,500 

091 » 2,000 | s /d 2,900 2,450 

092 s 1,400 s/d 2,000 1,700 

093 » 1,050 |s /d 1,400 1,200 

094 5 760 |s /d 1,050 910 

095 » 550 | s /d 760 660 

096 2 410 |s/d 550 480 

097 » 310 | s/d 410 360 

098 » 240 | s/d 310 270 

099 » 170 | s/d 240 200 

100 s - s/d 170 140 

Sa had Assil | SEKDA 

LAI 



2. NJOP BANGUNAN 

KELAS 
PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI 

(Rp/M2) 
NILAI JUAL OBJEK 

PAJAK BUMI (Rp.M2) 
001 > 1 4 T r \ n n n n /H 1 c o n n n n n 

15,800,000 15,250,000 
002 1 o ^ n n n n n c //^ 

10 ,500 ,000 s / a 
14,700,000 14,150,000 

003 l o c c n n n n o / 
12,550,000 s / a 

"1 A f A A A A A 

13,600,000 13,075,000 
004 1 1 c c n n n n o / r ^ 

11,550,000 s / a 
1 A C C A A A A 

12,550,000 12,050,000 
005 -j A Z" A A A A A A / i - | 

10,600,000 s / a 
"1 "1 C C A A A A 

11,550,000 11,075,000 
006 A T A A A A A <r. / rtl 

9,700,000 s / a 
•1 A f " A A A A A 

10,600,000 10,150,000 
007 > 8,850,000 s / a A A A A A A A 

9,700,000 9,275,000 
008 > A A C* A A A A r> / 

8,050,000 s / a 
fx fx fX fx fx fx 
8,850,000 8,450,000 

009 ^ A A A A A A t-% / rtl 
7,300,000 s / a 

fx fx fx fx fx fx 
8,050,000 7,675,000 

010 > c £ n n n n n cs /#-1 
6,600,000 s / a 

A A A A A A A 

7,300,00C 6,950,000 
O i l > r o r A A A A A / rtl 

5,850,000 s / a 
f f A A A A A 

6,600,000 6,225,000 
012 1— , /— /-I A A A A y ^J 

5,150,000 s / a 
(~ A C A A A A 

5,850,000 5,500,000 
013 >i c n n n n n o / r l 

4,500,000 s / a 
C •* C A A A A 

5,150,000 4,825,000 
014 > A A A A A A A A / r t l 

3,900,000 s / a 
A fx fx fx fx fx 
4,500,000 4,200,000 

015 > A A r~ A A A A A / rtl 
3,350,000 s / a 

A A A A A A A 

3,900,000 3,625,000 
016 > A o r A A A A A / 

2,850,000 s / a 
A A C A A A A 

3,350,000 3,100,000 
017 A j | A A A A A A / 

2,400,000 s / a 
A O C A A A A 

2,850,000 1,625,000 
018 lA n n n n n n o 

2,000,000 s / a 
A A n n n n n 
2,400,000 2,200,000 

019 1 ace n n n « 1,666,000 s / a o n n n n n n 2,000,001) 1,833,000 
020 1 n n n «a / / I 

1,366,000 s / a 
1 aaa n n n 1,666,00C 1,516,000 

021 1 n o / i n n n c* //^ 
1,034,000 s / a 

1 ^ aa n n n 
1,366,0uC 

1,200,000 
022 > A A A n n n c* 1 r\ 

902,000 s / a 
1 n O f t n n n 
1,034,000 

968,000 
023 > 744,000 s / a fx fx f*\ fx fx fx 

902,000 823,000 
024 > ^ r Z" A A A A / * - l 

656,000 s / a 
744,000 700,000 

025 > 534,000 s / a 656,000 595,000 
026 > /I '—fez A A A A / f^ 

476,000 s / a 
c o >i n n n 
534,000 

505,000 
027 A A A A A A A / *-4 

382,000 s / a 
>i t c n n n 
476,000 

429,000 
028 > A /< A A A A A y f4 

348,000 s / a 
A O A A A A 

382,000 365,000 
029 272,000 s / a 348,000 310,000 
030 o c f c r»fM"» G /H .ZOO,UUU a/ u 2,1 .<1,UUU 264,000 
0 3 1 > 1 9 4 , 0 0 0 s / d 2 5 6 , 0 0 0 2 2 5 , 0 0 0 
0 3 2 > 188 ,000 s / d 1 9 4 , 0 0 0 1 9 1 , 0 0 0 
0 3 3 > 1 3 6 , 0 0 0 s / d 188 ,000 1 6 2 , 0 0 0 
0 3 4 > 1 2 8 , 0 0 0 s / d 1 3 6 , 0 0 0 1 3 2 , 0 0 0 
0 3 5 > 1 0 4 , 0 0 0 s / d 128 ,000 1 1 6 , 0 0 0 
0 3 6 > 9 2 , 0 0 0 s / d 104 ,000 9 8 , 0 0 0 
0 3 7 > 7 4 , 0 0 0 s / d 9 2 , 0 0 0 8 3 , 0 0 0 
0 3 8 > 6 8 , 0 0 0 s / d 7 4 , 0 0 0 7 1 , 0 0 0 
0 3 9 > 5 2 , 0 0 0 s / d 6 8 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 
0 4 0 < - s / d 5 2 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 

KA£ 
KEUA 

|AN 
vIGAN 

KABAG 
H U K U M ASS III SEKDA 

r 

2. NJOP BANGUNAN 

PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI 
KELAS NILAI JUAL OBJEK 

(Rp/M2) PAJAK BUMI (Rp.M2) 
001 » 14,700,000 s/d 15,800,000 15,250,000 

002 » 13,600,000 s/d 14,700,000 14,150,000 

003 ? 12,550,000 s/d 13,600,000 13,075,000| 

004 2 11,550,000 s/d 12,550,000 12,050,000 

005 » 10,600,000 s/d 11,550,000 11,075,000 

006 2 9,700,000 s/d 10,600,000 10,150,000 

007 2 8,850,000 s/d 9,700,000 9,275,000 

008 2 8,050,000 s/d 8,850,000 8,450,000 

009 » 7,300,000 s/d ” 8,050,000 7,675,000 

010 2 6,600,000 s/d 7,300,000 6,950,000 

O11 » 5,850,000 s/d 6,600,000 6,225,000 
012 » 5,150,000 s/d 5,850,000 5,500,000 

013 » 4,500,000 s/d 5,150,000 4,825,000 

014 2 3,900,000 s/d 4,500,000 4,200,000 
015 » 3,350,000 s/d 3,900,000 3,625,000 

016 2 2,850,000 s/d 3,350,000 3,100,000 

017 ? 2,400,000 s/d 2,850,000 1,625,000 

018 » 2,000,000 s/d 2,400,000 2,200,000 
019 2 1,666,000 s/d 2,000,000 1,833,000 

020 » 1,366,000 s/d”? 1,666,000 1,516,000 
021 » 1,034,000 s/d 1,366,000 1,200,000 

022 » 902,000 s/d 1,034,000! 968,000 
023 » . 744,000 s/d 902,000 823,000 

024 » 656,000 s/d 744,000) 700,000 

025 » 534,000 s/d 656,000 595,000 

026 » 476,000 s/d 534,000) 505,000 

027 » 382,000 s/d 476,000) 429,000 

028 2» .. 348,000 s/d 382,000 365,000 

029 » 272,000 s/d 348,000) 310,000 

030 » 256,000 s/d 272,000 264,000 

031 2 194,000 s/d” 256,000 225,000 

032 » 188,000 s/d 194,000 191,000 

033 » 136,000 s/d 188,000| 162,000 

034 | ? 128,000 s/d 136,000 132,000) 
035 » 104,000 s/d 128,000) 116,000 

036 » 92,000 s/d 104,000 98,000 

037 » 74,000 s/d 92,000 83,000 

038 » 68,000 s/d 74,000 71,000 
039 2 52,000 s/d 68,000 60,000 

040 £ - s/d 52,000j 50,000 

aa G | assm | sekoa KEUANGAN 1 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

SURAT KETERANGAN BUKAN O B J E K BPHTB 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

B A D A N K E U A N G A N 
Alamat J l . Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

KEPUTUSAN KERALA BADAN KEUANGAN 
Nomor; 900/BK-GORUT/BPHTB/ / 

TENTANG 
SURAT KETERANGAN BUKAN OBJEK BPHTB 

ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

KEPALA BADAN KEUANGAN 

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan nomor: tanggal 

menerangan bahwa Orang pribadi/Badan tersebut dibawah ini: 

Nama Wajib Pajak 

NPWPD 

Alamat 

Dengan data Objek Pajak sebagai berikut: 

NOP 

Alamat Objek Pajak 

Dialihkan kepada 

Nama 

NPWPD 

Alamat 

Dibebaskan dari pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan niiai sebesar Rp. 
( ) dengan alasan sebagai berikut: 

1. 

2. 

Perolehan Hak merupakan peralihan yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 
ayat 4 huruf a s/d huruf h Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
Perolehan Hak merupakan peralihan yang dikecualikan bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh 
Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 5 Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 
dan Retribusi Daerah. 

KEPALA BADAN KEUANGAN 
KAB. GORONTALO UTARA 

Nip 

Tembusan disampaikan kepada: 
1. Yth. Bpk. Bupati Gorontalo Utara (sebagai laporan); 
2. Yth. Bpk. Wakil Bupati Gorontalo Utara (sebagai laporan); 
3. Arsip,-

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

SURAT KETERANGAN BUKAN OBJEK BPHTB 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
BADAN KEUANGAN 

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN 
Nomor : 900/BK-GORUT/BPHTB/ Per 

TENTANG 
SURAT KETERANGAN BUKAN OBJEK BPHTB 

ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

KEPALA BADAN KEUANGAN 

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan nomor: .........ioooo.. tanggal ..... sn... KK 

menerangan bahwa Orang pribadi/Badan tersebut dibawah ini: 

Nama Wajib Pajak Detak 

NPWPD EU pengenpengan Epen NN SAMPNNNAMENNNN 

Alamat | Ka 

Dengan data Objek Pajak sebagai berikut : 

NOP | angs 

Alamat Objek Pajak Sem API SN ANN PAN Ta, 

Dialihkan kepada 

Nama NIM NP PANN PARE NAN KANNN PINTA 

NPWPD | kewmagakgan 

Alamat BI atbatin prana nanan aman enan anna nana 

Dibebaskan dari pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp. 
ANN Sma enenn an (keenam) dengan alasan sebagai berikut: 

T Lj Perolehan Hak merupakan peralihan yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 
ayat 4 huruf a s/d huruf h Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

2: Perolehan Hak merupakan peralihan yang dikecualikan bagi masyarakat berpenghasilan 
| rendah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh 

Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 5 Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 
dan Retribusi Daerah. 

KEPALA BADAN KEUANGAN 
KAB. GORONTALO UTARA 

IT i i : 
1. Yth. Bpk. Bupati Gorontalo Utara (sebagai laporan), 
2. Yth. Bpk. Wakil Bupati Gorontalo Utara (sebagai laporan): 
3. Arsip,- 

AG 
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a. SPOP 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

BENTUK SPOP DAN SPOPD 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

B A D A N K E U A N G A N 

S U R A T P E M B E R I T A H U A N O B J E K P A J A K 

HO rOLMJI-TB m I I I I I r m 

S^il.Tin y.-ing rliiBi oleh petugee (hagien yang diarni 
d i i s i oleh wajib psjak. Bsri hands aiiang ix) pada 
kolOM yang aaauax. 

BADAN KEUANGAN 

1 . JKNIS TRANSAKSZ 

3 . NOP BERSAMA 

I . PEREKAMAN DATA 2. PEMOTAKHIRAN DATA 3. PENGHAPUSAN DATA 

f«OV KAB KEC KL/OS libOK MO.URUT KDDK 

A. INEMMASZ SAWAEAN UNTUK DATA BARD 

NOP ASAX 

5. NO. SPPT una. 

B . DATA UBTAK OBJEK PAJAK 

6. NAMA JAXAN 

e . KELUBAHAH / DESA 

7. BLOK / KAV / NOMOR 

C. DATA SUBJSK PAJAK 

11 . STATUS 

12 . PBKERUAAN 

13. NAMA SUBJEK 

1 . PDULIK 

15 . NAMA JALAN 

n . KELDBAHAN / DESA 

20 . KABUPATEN 

22 , NOMOR KTP 

2. PENXBNA 

2. THI/POLRI 

3. PENGELOLA 

3. PEMSIUHAN 

4. PBMAKAI 5. SENGKKTA 

5. LAINNYA 

14 . NFHP / D 

16 . BLOK / KAV/ NCMOB 

21.KDDE POS 

n 
D. OAOTA TAKAH 

23 . ZaUAS TANAH (M2) 

25 . aJANXS TANAH 1 . f.UMUM 

24 . ZOHA N I I A I TANAH 
LAHAM MOCrUKal VAMOAM S. 

2 w TS0NAK tS>fJU<BBUMAM, 3 . FANCIAM £ TBBMAK (BUHl b TANAH 
FERAIRAN 

Ca ^ t i a n : * ) yan9 pengbasxlannya semat-a-matA daxi. gaji. atau uan^ pensiimac 

B.KEUAMOAM. PBB-P2. P.1.1 c U l a n j u t A a n k© n a l a n a n l:>arlkul:.nya 

K E U I N G A N 
A S S II I SEKDA 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

BENTUK SPOP DAN SPOPD 

a. SPOP 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 2 ani beber Sima 
Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir 

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (ane sel enakan aa UM aan 

(enananasasnanananananannnn Kan 

t.wmrmama | Jae Po Jemursorr | Ja-oeeruaw (0 Jaranan PO Js- tanaa 

HE 

JK 

JK XL 

LL LL LL Uk 
22. NOMOR KTP 

Ha. 

LAHAN PRODUKSI PANGAN & LAMAN Mom 
25. JANIS TANAH L. F. UMUM 2. TERMAK (PERKEBUNAN, 9. PANGAN & TENMAK (BUMI & 4. TANAH 

SAWAH & PERAIRAN 

Catatan : “ ) yang penghasilanny —mata dari gaji atau uang pensiunan 

B.KEUANGAN, PBB-P2, P.1,1 dilanjutkan ke halaman berikutnya 

G 
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E . DATA BANGUNAN 

25. JtlMUH BANGUNAN I I I I 
F . PERNYATAAN S U B J E K PAJAK 

Saya inanyat.ak:an babwa i n f o r m a s l yang t e l a h s a y a b e r i k a n d a l a n f o r m u l i r i n i termasuk lampirannya a d a l a h b e n a r , 
j e l a a dan lengkap menurut keadaan yang se b e n a r n y a , s e s u a i dengan P a a a l 9 Ayat (2)Undang~Undang No.12 Tahun 1985 
dan P e r a t u r a n Daerah Kab.Gorontalo U t a r a MooMOr. 1 Tahun 2013. 

26 J NANA SUBJEK PAJAK / 
KUASAHYA 

2 7 ^ TANGGAL 2B\ TAHDA TANGAM 

- Dalam h a l bertindaJc s o l a l c u k u a s a , S u r a h Kuasa h a r a p d l l a s q s l r k a n . 
- Dalam h a l Subjak P a j a k mandafharkan s a n d i r l Ofajak P a j a k , aupaya manggambarkan Skah/Danah I x i k a s l Objak P a j a k . 
- B a t a a wakhu pangeiabalian SPOP / L-SPOP, 30 ( t i g a p uluh) H a r i a a j a k d i t a r i m a o l a h S u b j a k P a j a k S a a u a i P a s a l 9 a y a t 

(2) UU No.12 Tahun 1985 dan P a r a t u r a n Daarah K a b i ^ t a n G o r o n t a l o U t a r a Mooior 1 Tahun 2013. 

6 . XDBNTITAS PENOATA / PEJABAT TANG BERMENANG 

MENKSETAHIU 
PEJABAT YANG BERWENANG 

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) 

30. TANDA TANGAN 

31 . NAMA JELAS 
32 . NIP 

I I I I I I m 33 . TANGGAL (TGL/BLH/THN) 
34 . TABDA TANGAN 

35 . NAMA JELAS 
36.NIP 

PETUGAS PENDATA 

I I I I I I 

B . SKBT / DENAB ZX3KASI OBJSK PAJAK 

contoh panggambaran (Objak P a j a k ) 
KETERANGAN ; 
Gambarkan Sket/Danah l o k a s i (B>jak P a j a k 
(tanpa a k a l a ) , yang dihubungkan dangan j a l a n r a y a / 
j a l a n p r o t o k o l , j a l a n l i n g k u n g a n dan I a i n - l a i n , yang 
mudah d i k e t a h u i o l e h umum. 
Sebutkan b a t a s - b a t a s p e m i l i k a n s e b e l a h u t a r a , s e l a t a n , 
tlmur dan b a r a t . 

S 

I 

J l n . B e r l n g l n 

R l z a l i Tan t o 
-laya 

B.KEUAN<3AN. PBB-P2. P.1.2 

K 
K E l 

ABAN 
lANGAN 

K A B A G 
H E K U M A S S III S E K D A 

29. 

30. 

31. 

32. 

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, 

jelas dan lengkap menurut kead yang seb rnya, sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2)Undang-Undang No.12 Tahun 1985 
dan Peraturan Daerah Kab.Gorontalo Utara Nomor. 1 Tahun 2013. 

2e| NAMA SUBJEK PAJAK / 27 TANGGAL 28 | TANDA TANGAN 

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan. 

- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak. 

- Batas waktu pengembalian SPOP / L-SPOP, 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh Subjek Pajak Sesuai Pasal 9 ayat 

(2) UU No.12 Tahun 1985 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2013. 

KUASANYA 

MENGETAHIU 
PEJABAT YANG BERWENANG 

TANGGAL (TGL/BLN/THN) LET bo oh Io 1 133. rancaak (reL/ea/Tan) PTT TI ur Ti 

TANDA TANGAN 34. TANDA TANGAN 

NAMA JELAS 35. NAMA JELAS 

NIP 36. NIP 

AT. 

Contoh penggambaran (Objek Pajak) 
KETERANGAN : 

- Gambarkan Sket/Denah lokasi Objek Pajak 

(tanpa skala), yang dihubungk deng jalan raya/ 

jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang 2 Jin. Beringin 

mudah diketahui oleh umum. H 

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, Rizali Santa 
timur dan barat. a Maya 

8 Zulhardi 

B.KEUANGAN. PBB-P2. P.1.2 

NGAN ASS III SEKDA 

Ly 



] 

2 . L A M P I R A N S D R A T P E M B E R I T A H U A N O B J E K P A J A K NO FOLMDLIR 

1 . JENIS TRANSJUISI 

2. H O P 

1 . PERBKAMAH DATA 2 . PEMOTAKHIRAN DATA • 3. PKNQHAPDSAN D A T A 

4 P E N I L A I A N I N D I V I D n 

KAB KEC KL/DS 

3. JOMUUI BANGUNAN 
• r r m nj 

4 . BANGUNAN KB 

A. RINCXAM DATA BANGDNAN 

S . J E N I S PENGGUNAAN 

BANGUNAN 

• • 
• 

Rumah / Pe runtahan 

Toko/Apotlk/Paaar/Ruko 

Hotel/Misma 

L a x n - L a l n 

Aparteinen 

Gedung S e k o l a h 

2. Perkanbocan Swasta 

S. Rumah S a k l t / K l l n l k 

8. B a n g k a l / G u d a n g / P e r t a n l a n 

I I . Bangunan Tdk Kena P a j a k 

14 . Ponpa B e n a l n (SPBU) 

3. P a b r l k 

6. Tmpt O l a h r a g a / R a k c a a a l 

9. Gadung P a m a r l n t a h 

12. Teapat/Bangunan P a r k i r 

I S . T a n k l Minyak 

6. LUAS BANGUNAN (N2) 

8. TAHUN DI BAHGUN 

9. TAHUN DIREHOVASI 

1 1 . KONOISI PD tmUMKyA 

12 . KOHSTRUKSX 

13. A T A P 

14 . DXNDING 

15 . UlNTAI 

16. LAHGIT-IANGIT 

1 . SangaC B a i k 

1 . B a j a 

1 . Dacrabon/Baton 
G t g . G l a z u r 

1 . K a c a / A l i m i n u i m 

6. T i d a k Ada 

1 . Harmar 

1 . A k u a t i k / J a t i 

• 

2. B a i k 

2. Baton 

2. Gtg. Baton/ 
Aluminium 

2. B a t o n 

2 . Karamik 

7. JUMLAB UUPPAI 

10 DATA I.I8TRIK (MATT) 

3. Sadang 

3. B a t a / B a t a k o 

[ 

3. G t g . B i a a a / 
S i r a p 

3. B a t u B a t a / 
Conblok 

4. J a l a k 

4. Kayu 

4 . Asbaa 

4. Kayu 

5. L a i n - L a i n 

5. D a i n - L a i n 

5. Song 

Seng 

3. Teceao 

2. Txriplek/aabes Bambu 

• • 
4. Ubin PC/ 

Papan 
3. T i d a k Ada 

3 B . F A S I L X T A S 

17 , JUMAL AC S p l i t 13 AC 3ENTRAL Ada T i d a k Ada 

19 . IDAS KOLAM 
RENANG (M2) 

20. LUAS PERKERASAN LAHAN (H2) 

R i n g an 

D i p l a s t a r • Dangan P a l a p i s Sadang Ong Panutup L a n t a i 

21 . JUMLAH 
LAP.TENIS 

LAMPU 
Beton 

TNP UIMPU 
Baton 

22.JUMLAH L I F T 
Panumpang 

23 . JUMLAH TAHOGA BBBJALAN 

A s p a l 

Tanah L i a t / 
R u ayut 

A s p a l 

Tanah L i a t / 
Rumput 

Ka p a u l 

Barang 

L b r S O . 80M 

i L b r i. 0.80M 

24. PANJANG PAGAR (M2) 

BAHAN PAGAR B a j a / B a s i B a t a / B a t a k o 

26. JUMLAH SALURAN PES. PABX 

DPPKAD. PBB-P2.P.2.1 

2S.PEMADAM 
KEBAKABAN 

27.KEOALAMA SUMUR 
ARTESIS (H2) 

• 
H i d r a n t 

S p r i n k a l 

F i r a A l 
• • 

Ada 

Ada 

Ada 

I |Tdfc Ada 

Tdk Ada 

d i l a n j u t k a n ka halaman b a r i k u t n y a 

2. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK SITI NI 
1, JENIS TRANSAKSI CJ: PEREKAMAN DATA CJ: PEMUTAKHIRAN DATA CJ: PENGHAPUSAN DATA 

Ll 4 PENILAIAN INDIVIDU 

sa Ma Lo Ka ba aa 
oma Dj sama 

3. Pabrik 

4. Toko/kpotik/Pasar/Ruko 6. Tmpt Olahraga/Rekressi 

L Ll 
Uu Ls L 
Ll 7. Hotel/Wisma LJ 8. Bengkel/Gudang/ Pertanian L) 9. Gedung Pemerintah 

L U L 
Uu 

10. Lain-Lain 12. Tempat/Bangunan Parkir 

13. Apartemen TN Pompa Bensin (SPBU) 15. Tanki Minyak 

Ls . Gedung Sekolah 

6. LUAS BANGUNAN (M2) | | | | | | | | | 1. JUMLAH LANTAI LLLI 

EA AE 

8. TAHUN DI BANGUN 

9. TAHUN DIRENOVASI 10 DAYA LISTRIK (WATT) | | | | | | 

11. KONDISI PD UMUMNYA | 1. Sangat Baik Cj 2. Baik CJ 3. Sedang LI 4. Jelek 5. Lain-Lain 

(7 — 
12. KONSTRUKSI 1. Baja Ll: Beton IN 3. Bata/Batako LJ 4. Kayu 5. Lain-Lain 

— 
13. ATAP | 1. Decrabon/Beton L Je Gtg. Beton/ LJ-: Gtg.Biasa / Ls Asbes 5. Seng 

Gtg.Glazur Aluminium Sirap 

14. DINDING Ll 1. Kaca/Aliminuim Ll: Beton Li: Batu Bata / CJ 4. Kayu LJ 5. Seng 

Conblok 

(os sean aa 
15, LANTAI LI: Marmer LJz Keramik Ls: Teraso Ls Li: Semen 

16. LANGIT-LANGIT CJ 1. Akustik/Jati CJ 2. Triplek/asbes Bambu LJ 3. 

19, LUAS KOLAM LLLI) 20, LUAS PERKERASAN LAHAN (M2) 

Va 0 Ca Ce 
(psotsts Comanssaas | (TT Jess art ana 

21. JUMLAH DNG LAMPU TNP LAMPU 22. JUMLAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN 

Ci His | Ham an soo 
LOL jraoan Liat/ Lo Lojrsaan Liat/ DO Jparans Lbr 2 0.80M 

t Rumput 

24. PANJANG PAGAR (M2) LLLL) 25. PEMADAM (io Jasarant Po jas L Jrax Ada 

KEBAKARAN 

BAHAN PAGAR | Jpasaynass | Jpstavnataro | Jsersncaa Do jaaa Djrax Ada 

LJz- Al Ada NA Ada 

26. JUMLAH SALURAN PES. PABX CLLL) 27. ERDALANA SUMOR | | | 

DPPKAD. PBB-P2.P.2.1 dilanjutkan ke halaman berikutnya ........ 

AG BR La ass | sekDa 



C . DATA. TJUCBAHAN OMTUK J P B 3 / 8 

PABRIK / GtJDANG / BENGKEL / 

a s . T m o G i KOUkM (H2J 

30 . DAY A DUKUNO 
LANTAI (Kg/MZ) 

FERTANIAN .' ( J P B = 

29. LEBAR REHTAMG (H2) 

31 . K E L I L I N G BINDING (M2) 

3/8) • 
3 2 . LUAS 

MEZZANINE 
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDAR 

IPEBKANTORAN SNASTA / 

33 . KELAS BANGUNAN 

GEODNG PEMERINTAH ( J P B = 2/9) 

l a s I 1 . 2 . K a l a a I I 3. K a l a a I I I 4. K a l a a I V 

• TOKO / 
34 . KELAS BANGUNAN 

APOTIK / 

1 . K a l a a 1 

PASAR / 

2. K a l a a r r 
• • RUKO / 3. K a l a a I I I 

LOSMEN ( J P B = 4) 

4. K a l a a I V 

RUMAH S A K I T / 

35 . KELAS BANGUNAN | 1 . K a l a a I 

38. LUAS KAMXR DENGAN AC SENTRAL 
• 

K L I H I K ( J P B = 5) 

2. K a l a a I I K a l a a I I I 4. L a i n - L a i n 

1 . K a l a a I 1 . K a l a a I I 37 . LUAS RDAHG I A I N 
DENGAN AC SENTRAL 

OLAH RAGA / 

38 . K E L A S BANGUNAN 

RE K R E A S I ( J P B = S ) 

i 1 . K a l a a I 2. K a l a a I I 

HOTEL / 

39. J E N I S HOTEL 

40. JUMLAH BINTANG 

4 1 . JUMLAH KAMAR 

WISMA ( J P B = 7) 

1 Non R a s o r t 

j j 1 . B l n t a n g V [ 

I Z E T 

2 R a s o r t 

2. B l n t a n g I V 

42 . LUAS KAMAR DNG 
AC SENTRAL (M2) 

3. B l n t a n g I I I j 4 . B l n t a n g 

43 . LUAS RUANG 

5. Non B l n t a n g 

DM6 AC SENTRAIa (M2) • 
BANGUNAN PARKIR ( J P B = 12) 

44 . T I P E BANGUNAN j 1 . T i p a rv J z . T i p a I I I 1 J 3. T i p a I I 1 4. T i p a I 

1 APARTEMEN ( J P B = 13) 

45. KELAS BANGUNAN 

48. JUMLAH APARTEMEN 

1 K a l a a I 2 K a l a a 1 1 

47. LUAS APART DNG 

AC SENTRAL (H2) 

1 ' K a l a a I I l | 

1 1 1 

4 K a l a a I V 

48. LUAS APART L A I N |̂  

DNG AC SENTRAL (M2) 

J T A N G K I MINYAK ( J P B - 15) 

4 9.KAPASITAS TAN(3KI (M3) 50. LETAK TANGKI • 1 . D l a t a s T a n a h 2. Dibawah T a n a h 

I |GEDUNG SEKOLAH ( J P B = 16) 

51 . KELAS BANGUNAN 1 . K a l a a I 2. K a l a a I I 

B . F B H X U U U M XHDXVIDU&L ( x 1 0 0 0 I^p ) 

52 . N I L A I 3 I S T E M 5 3 . N I L A I I D I V I D U A L 

i D x a r r i T A S P E M D A T A / P E J A B A T Y A N G B E R I « E N A N G 

PETUGAS PENDATA 

54 . TGL . KUN JUNGAN KEMBALI 

55. TGL. PENDATAAN 
56 . TANDA TAN(SAN 

57 . NAMA J E L A S 
58 . N I P . 

MENGETAHUI 
PEJABAT YANG BERMENANG 

59. TGL. P E N E L I T I A N 

60 . TANDA TANGAN 
I 

6 1 . MAMA J E L A S 
62 . NIP. 

DPPKAD. PBB-P2.P.2.2 

30. DAYA DUKUNG 

Co Jeeeranzan 7 

29. LEBAR RENTANG (M2) 

31. KELILING DINDING (M2) | 

La F MEANAN MAT SEA NI EA MPR “TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON.STA MEA 

(JPB — 3/8) 

Ten merana ai ae mela PAR Dea Demata namnanen 

Pir in 

36. LUAS KAMAR DENGAN AC SENTRAL 

| Jesas xaan / 

WISMA (IPB — 7) 

CJ 1 Non Resort CL 2 Resort 

42. LUAS KAMAR DNG LILIT) 
AC SENTRAL (M2) 

- Bintang V (ja ssntang xv | 5. Non Bintang 3. Bintang III CJ Bintang z-x1| 

DoOLILIL #2025 r0an0 1015 
DNG AC SENTRAL (M2) 

Ls: Tipe II LJ- Tipe I 

3 Kelas 1 ) 4 Kelas IV 

LILIT 48. LUAS APART LAIN CLITTII 
DNG AC SENTRAL (M2) 

50. LETAK TANGKI Ll 1. Diatas Tanah (7 2. Dibawah Tanah 

57. NAMA JELAS 6l. HAMA JELAS 

58. NIP 62. NIP. 

DPPKAD. PBB-pP2.P.2.2 

i AG keubwaan | mudum | ASSM | SEKDA 



b. SPOPD 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

BADAN KEUANGAN 
Alamat J l . Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

NO FORMULIR: 

TAHUN 

DESA 

KECAMATAN 

Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah 
Kepada Yth: 
KEPALA BADAN KEUANGAN 
KAB. GORONTALO UTARA 
di- Kwandang 

I. DATA WAJIB PAJAK 
1. Nama Usaha 
2. Alamat Usaha 

3. Telepon Usaha 
4. BIdang Usaha 
5. Nama Pemllik/Pengelola 
6. NIB/NIK 
7. Alamat 
8. NPWP 
9. NPWPD 
10. Telp/HP 
11. e-mail 
12. Klasifikasi Usaha 

Rt: Rw: 

Badan Usaha/Pribadi 

PBJT 
[ ] Makanan dan/atau Minuman [ 
[ ] Tenaga Listrik [ 
[ ] Jasa Perhotelan [ 
[ ] Jasa Parkir 
[ ] Jasa Kesenian dan Hiburan [ 

] Reklame 
] Air Tanah 
] Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 
] Sarang Burung Walet 

11. Keterangan : 
I I . DATA OBYEK PAJAK (Terlampir) 
Data tersebut di atas kami Isi dengan benar dan apabila temyata tidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Gorontalo, 

PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

) (•••• 

Mengetahui, 
Kasubid Pendataan dan Penetapan 

tBAN 
ANGAN 

KABAG 
HUKUM ASS III SEKDA, 

1 I 

b. SPOPD 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

NO FORMULIR: 

TAHUN 

Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah 

Kepada Yth: 
KEPALA BADAN KEUANGAN 
KAB. GORONTALO UTARA 

aa aa wali di- Kwandang DESA 

I DATA WAJIB PAJAK 

1. Nama Usaha 

2. Alamat Usaha 

ocooccocororocomanan nana an Kana NA NAN AAN NAN AN ANN MAAN ANA NAN AMAN NA NASA Na NAN Man Sunan Nan 

PN II NN IN IN LT T II 

MOM aBaAomecsansuakansan eniSosese Memanas BEE srcocea MAN ee 
3. Telepon Usaha Na an mk 
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi 
5. Nama pemiikenasola aa aka 
6. NN oo oo jaan 
7. Alamat 00 nnnnnanan ea 
8: NPWP ee maan 
9. NPWPD 0 ennananannannnannnnnnananaanamanannnnnnaaaakamnananan emak nan 
19. TepAPh oo ea 
11. e-mail AAA TA NE AP NA AA EN EA AT AA AA PA 
12. Klasifikasi Usaha : PBJT 

(| 1) Makanan dan/atau Minuman | | Reklame 
| ) Tenaga Listrik L J Air Tanah 
( 1 Jasa Perhotelan | 1 Mineral Bukan Logam 
| JJasa Parkir dan Batuan 
| JJasa Kesenian dan Hiburan | ) Sarang Burung Walet 

11. Keterangan ea AN Ea 
II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir) 
Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Gorontalo, 

PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

Mengetahui, 
Kasubid Pendataan dan Penetapan 

BAN AG My sar ha Ass | SEKDA, 

L rs 
V | 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

B E N T U K F O R M U L I R PENDAFTARAN 
a. LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN DBJEK PAIAK 

BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) 

a. 1. SPDP JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 

DATA DBJEK PAJAK 

1. Nama : 

2. Alamat 

a. Desa 

b. Kecamatan 

c. Kabupaten 

3. Jenis Klasifikasi Usaha 

4. Jam buka/Operasional 

5. Jumlah 

a. Karyawan 

b. Meja 

c. Kursi 

6. Sistem Kasir 

7 Daftar Menu 

Rt: Rw: 

Gorontalo Utara 

Restoran/ Rumah Makan/ Cafe/ Kantin/ Warung/ Kolam 
Pemandngan/ Jasa Boga atau Katering/ 

orang 

buah 

buah 

Lampirkan 

PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

KABAN 
K E l ANGAN 

ASS III SEKDA 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN 
a. LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK 

BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) 

a.1. SPOP JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 

DATA OBJEK PAJAK 

kh Dam EA maa ama memam era NANENe PAK Lama 

2. Alamat Lo prnenvenenenntannnneananaana tanaman aman 

Man PA RE..o#ooce RING seevcoris 

a. Desa Amma 

b. Kecamatan 

c. Kabupaten : Gorontalo Utara 

3. Jenis Klasifikasi Usaha : Restoran/ Rumah Makan/ Cafe/ Kantin/ Warung/ Kolam 

Pemancingan/ Jasa Boga atau Katering/ ......................... 

4. Jam buka/Operasional SA nan an aa EN Ba BNN 

5. Jumlah 

a. Karyawan ai AMAG orang 

b. Meja Ho ceeetsasenmana buah 

c. Kursi To 2Jmm buah 

6. Sistem Kasir SN PA NA AA NA APP PA naa MA aa aan 

7 Daftar Menu :— Lampirkan 

PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

(onennnnnn one aaaaaaan ) L abbonmeraxtresenenesernessmmeresi ) 

BAN AG A ML sentani 2 Ass | SEKD 



f 

a. 2. SPOP JASA PERHOTELAN 

DATA OBYEK PAJAK 

1. Nama : 

2. Alamat : 

Rt: Rw: 

a. Desa : 

b. Kecamatan : 

c. Kabupaten : Gorontalo Utara 

3. Jenis Klasifikasi Usaha : HOTEL BINTANG 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Hostel/ Villa/ Pondok Wisata/ 
Motel/ Losmen/ Wisma Pariwisata/ Pesanggrahan/ Rumah 
Penginapan/ Guesthouse/ Bungalo/ Resort/ Cottage/ Tempat 
Tinggal Pribadi yang difungsikan sebagai hotel termasuk kos/ 
Glamping/ 

4 Jumlah dan Jenis Kamar : 

No Jenis Kamar 
Perincian 

Okupansl 1 0 0 % Keterangan No Jenis Kamar Jumlah Harga Kamar 
Okupansl 1 0 0 % Keterangan 

i 

5. Jenis Fasilitas yang ada : a 

b 

c 

d • 

e 

PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

( ) ( ) 

K A l 
K E U A 

3AN 
IMQAN 

K A B A G 
A S S III S E K D A 

A x 

a. 2. SPOP JASA PERHOTELAN 

DATA OBYEK PAJAK 

1, Nama 

2. Alamat 

3. Jenis Klasifikasi Usaha 

a. Desa 

b. Kecamatan 

C. Kabupaten 

4 Jumlah dan Jenis Kamar 

"..coooococcmianananan nana an nan anna Kanaan ane ea naa e RAN ARENA NAN NA NAN KERANA NN NN NN NN ANN 

MENU NAN UNA N ANN N NAN NAN NAN NAN NAN U UNA NAN Pena aa ANA AAA A ANA NAN AN NAN ARENA ANN ANN ANA BEN ARENA ANA 

Gorontalo Utara 

HOTEL BINTANG 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Hostel/ Villa/ Pondok Wisata/ 

Motel/ Losmen/ Wisma Pariwisata/ Pesanggrahan/ Rumah 

Penginapan/ Guesthouse/ Bungalo/ Resort/ Cottage/ Tempat 

Tinggal Pribadi yang difungsikan sebagai hotel termasuk kos/ 

Glamping/.................. 

Hn Perincian 
No Jenis Kamar Jumlah Harga Kamar Okupansi 100”/0 Keterangan 

5. Jenis Fasilitas yang ada PAN NAN NAN AAA MANAH 

Eh .cocowwwtssotenasntantehemniena asa 

Ek menssametsaneammemeameadUeasuna aan LeLaNaNNmarAn Mn endkaAN NE 

NM AA 

Ab ian aa 

PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

Sa in ni ) AP an an ) 

BAG 2 assill | SEKDA 

kl W 
| 



a. 3. SPOP JASA PARKIR 

DATA OBYEK PAJAK 

1. Nama 

2. Alamat 

a. Desa 

b. Kecamatan 

c. Kabupaten 

3. Jenis Klasifikasi Usaha 

4. Jam Operasional 

5. Luas Area! Parkir 

6. Kapasitas Kendaraan 

a. Kendaraan Roda 4 

b. Kendaraan Roda 2 

7. Tarif yang ditentukan 

a. Kendaraan Roda 4 

b. Kendaraan Roda 2 

8. Jumlah karyawan 

Rt: Rw: 

Gorontalo Utara 

Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir/ Pelayanan 
Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)/ Parkir Offstreet/ 
Penitipan Motor/ Mobil/ 

buah 

buah 

Rp. 

Rp. 

orang 

PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

K A B A N 
KEUiJWGAN 

K A B A G 
H U K U M A S S in S E K D A 

A f 

a.3. SPOP JASA PARKIR 

DATA OBYEK PAJAK 

l. 

2 

Nama 

Alamat 

a. Desa 

b. Kecamatan 

C. Kabupaten 

Jenis Klasifikasi Usaha 

Jam Operasional 

Luas Areal Parkir 

Kapasitas Kendaraan 

a. Kendaraan Roda 4 

b. Kendaraan Roda 2 

Tarif yang ditentukan 

TENUN ANN ANA NUN E NUN NN ANN EN NN NN N ANN N ANA NE NUN AAN NN NAN ANA EN AA AAA AKA RERE NA RA EA PAR Rana an 

Gorontalo Utara 

Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir/ Pelayanan 

Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)/ Parkir Offstreet/ 

Penitipan Motor/ Mobil/ ......oooooooocooooooooo.ooooomun 

a. Kendaraan Roda 4 Na PN SP 

b. Kendaraan Roda 2 PPL emosi mmuas 

Jumlah karyawan? nersennetenaenann orang 

PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

KEU GAN 

AG 
sa ASS III Br sda $ 

pe PPA 



a. 4. SPOP JASA KESENIAN DAN HIBURAN 

DATA OBYEK PAJAK 
1. Nama 
2. Alamat 

a. Desa 
b. Kecamatan 
c. Kabupaten 

3. Jenis Klasifikasi Usaha 

4. Jam Operasional 

5. Jumlah 

a. Kamar/ Kursi/ Meja 

b. Alat Permainan 

6. Tarif 

7. Jumlah karyawan 
Daftar Harga 

8. 

RT: RW: 

Gorontalo Utara 

a. Tontonan Film; 
b. Pergelaran Kesenian, Musik, tari, dan/atau Busana; 
c. Kontes Kecantikan; 
d. Kontes Binaraga; 
e. Pameran; 
f. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap; 
g. Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor; 
h. Permainan ketangkasan; 
i. Olahraga permainan dengan Menggunakan 

Tempat/Ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan 
untuk Olahraga dan Kebugaran; 

j . Rekreasi wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana 
Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana 
permainan, pemandngan, agrowisata, dan kebun 
binatang; 

k. Panti Pijat dan Pijat Refleksi; dan 
I. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa 
m. Insidentil 

buah 

buah 

Lampirkan 
orang 

PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

KA 
KEUj 

BAN KAfeAG 
HukuM ASS III SEKDA 

^GAN 

a. 4. SPOP JASA KESENIAN DAN HIBURAN 

DATA OBYEK PAJAK 

1. 
2, 

Nama 

Alamat 

a. Desa 

b. Kecamatan 

Cc. Kabupaten 

Jenis Klasifikasi Usaha 

secococanetnnnannena Kenunan nana nu una aN EN ANA NA KANAN ARENA ARK EA MAN RN ANN ERA NN 

"on00venennannanenne nana a na Kanaan uan nan an Ran en aan en aa ena an 

kenakalan manisan RT: aanana RW 111. 

Gorontalo Utara 

a. Tontonan Film: 

b. Pergelaran Kesenian, Musik, tari, dan/atau Busana, 

C. Kontes Kecantikan: 

d. Kontes Binaraga: 
e. Pameran, 

f. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap: 
g. Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor: 

h. Permainan ketangkasan: 
i. Olahraga permainan dengan Menggunakan 

Tempat/Ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan 
untuk Olahraga dan Kebugaran: 

j. Rekreasi wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana 
Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana 
permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun 
binatang, 

k. Panti Pijat dan Pijat Refleksi: dan 

I.  Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa 

BNN Dn in NN PN AA HN 

Jam Geerasiand”—— mmm 

Jumlah 

a. Kamar/ Kursi/ Meja 2 sereeconsenenanannanenntenanaanana buah 

b. MatPerrasiah Oo meososro nm buah 

aa oo oo oo oo oo.) om—mcodcomucemaunuaamyan 

Jumlah karyawan 1 sennnnnnnrmnaanaann orang 
Daftar Harga Lampirkan 

PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

(onnnnnvangnntntankannnnanaana ) Ol nama ) 

AG Kantalinaa | tani ASS III | SEKDA 

LI Y 



I I . b. LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

DATA OBYEK PAJAK 

1. Nama 

2. Alamat 

a. Desa 

b. Kecamatan 

c. Kabupaten 

3. Jenis Klasifikasi Usaha 

4. Jam Operasional 

5. Luas Area 

6. Volume Yang diambil 

7. Jumlah karyawan 

Gorontalo Utara 

Batu Kapur/ Batu Apung/ Tanah Urug/ 

nP 

PETUGAS PENDATAAN WAJIB PAJAK 

K A 
K E U / 

BAN 
LNGAN 

KAfeAG 
H u k j M A S S I I I S E K D A 

A 

II. b. LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

DATA OBYEK PAJAK 

1. Nama AN an na Na PT SN TT PN AA 

2. Alamat AAS SENAR PEN MPD RAN BA NN ANIME PNANENR LAND ANN AE TNNN NANDA MAN NANENNAN SANA BINA 

a. Desa Dena keamanan bg 

b. Kecamatan demam ia 

Cc. Kabupaten : Gorontalo Utara 

3. Jenis Klasifikasi Usaha : Batu Kapur/ Batu Apung/ Tamah UTUG/ “.o.oooooooooooWooooo 

4. Jam Operasional ab NE Buuew asas 

5. Luas Area NAN Aan Fa pA TER ANN RT RaR Sa BASA Kant REA SARA RA AN AAS 

6. Volume Yang diambil 5 moms m 

7. Jumlah karyawan AN an SA Ta aa AI 

PETUGAS PENDATAAN WAJIB PAJAK 

( ) Kowe ) 

KABAN BAG 
KEUANGAN | Hukum | ASSUI | SEKDA 



11. c. LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK 
PAJAK SARANG BURUNG WALET 

DATA OBYEK PAJAK 

1. Nama 

2. Alamat 

a. Desa 

b. Kecamatan 

c. Kabupaten 

3. Jenis Klasifikasi Usaha 

Gorontalo Utara 

4. Jam Operasional 

5. Luas Area 

6. Volume Yang diambil 

7. Jumlah karyawan 

gr/kg 

PETUGAS PENDATAAN WAJIB PAJAK 

KA 
KEU/ 

BAN 
LNGAN 

KAfeAG 
H U K U M ASS ni SEKDA 

r i r 

II.c. LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK 
PAJAK SARANG BURUNG WALET 

DATA OBYEK PAJAK 

1. Nama NMR ONRTEN PPN NN PEMEMNPENNNEN ANN asa nenas anna aan alis Bs 

2. Alamat 5 nennonatanaennennnnnananaan nana a aman 

a. Desa Aa nan GI en Aa PA PA PA AA 

b. Kecamatan 1 lnnelba eni kaba Bekerib eren memanen ema em DENN NAME NAANNNa 

c. Kabupaten 1 Gorontalo Utara 

3. Jenis Klasifikasi Usaha Na na NN 

4. Jam Operasional NN anne ran AR Kan ALAN EN SERU ATA TAN ET EM Ker MAN nS Mona EKA Bae MA UN 

5, Luas Area KANAN TANAMAN NENANANNANMNNELANNMAMANNYENTAMMNNAN MAN AKIAN TAMAN PA ANA KEANASN NN ANEN PAN ETA 

6. Volume Yang diambil NP ET E gr/kg 

7. Jumlah karyawan Na aa Pn Ann AN 

PETUGAS PENDATAAN WAJIB PAJAK 

Pun ) mana ) 

KABAN AG 
KEUANGAN | Hukum | ASSII | SEKDA 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

B E N T U K K A R T U IDENTITAS NPWPD DAN NPWRD 

Alamat J l . Kusnodanupojo Blok Plan No. OS, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

a. Ka r tu Identitas NPWPD 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

BADAN KEUANGAN 

Kartu NPWPD 
T g l . R e g . : 3 O k t o b e r 2 0 2 4 

N a m a 

A l a m a t 

: C V . A L M I R A B E R J A Y A / Z U L F I K A R A B A S 

: J L . T R A N S S U L A W E S I , M O L I N G K A P O T O , 

K W A N D A N G , G O R O N T A L O U T A R A 

: P . 2 . 0 0 0 2 2 3 9 . 0 2 . 0 2 N P W P D 

K w a n d a n g , O k t o b e r 2 0 2 4 

a . n . B u p a t i G o r o n t a l o U t a r a 

K e p a l a B a d a n 

N I P . 

LAMPIRAN V 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 

2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

BENTUK KARTU IDENTITAS NPWPD DAN NPWRD 

a. Kartu Identitas NPWPD 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

Kartu NPWPD 
Tgl. Reg.: 3 Oktober 2024 

Nama : CV. ALMIRA BERJAYA / ZULFIKAR ABAS 
Alamat : JL. TRANS SULAWESI, MOLINGKAPOTO, 

KWANDANG, GORONTALO UTARA 
NPWPD : P.2.0002239.02.02 

Kwandang, Oktober 2024 

a.n. Bupati Gorontalo Utara 

Kepala Badan 

NIP. 

KEUANGAN | HUKUM ASS III HE aDA 
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b. kartu Identitas NPWRD 

Kartu NPWRD 
Tgl. Reg.: Oktober 2024 

Nama : CV. ALMIRA BERJAYA / ZULFIKAR ABAS 
Alamat : JL. TRANS SULAWESI. MOLINGKAPOTO, 

KWANDANG, GORONTALO UTARA 
NPWRD : P.2.0002239.02.02 

Kwandang, Oktober 2024 
a.n. Bupati Gorontalo Utara 

Kepala Badan / Perangkat Daerah 

NIP. 

KABXN 
K E U A M G A N 

K A B A G 
H U K U M 

A S S I I I S E K D A 

A -IT 

b. kartu Identitas NPWRD 

Nama 

Alamat 

NPWRD 

Kartu NPWRD 
Tgl. Reg.: Oktober 2024 

: CV. ALMIRA BERJAYA / ZULFIKAR ABAS 
: JL. TRANS SULAWESI, MOLINGKAPOTO, 

KWANDANG, GORONTALO UTARA 
: P.2.0002239.02.02 

Kwandang, Oktober 2024 

a.n. Bupati Gorontalo Utara 
Kepala Badan / Perangkat Daerah 

NIP. 

KABAN KABAG 

KEUANGAN Ka Sesak 7 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR TAHUN 2024 
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME 

A. Nilai Sewa Reklame Dan Lokasi Pemasangan 

no. U R A I A N NILAI SEWA REKLAME no. U R A I A N 
HARGA SATUAN 

A ZONA I 
(Kec. Kwandang, Atinggola, Anggrek, Tolinggula) 

1 Reklame Papan/Billboard/Baliho : 

a. Ukuran 0,25 M2s/d 1M2 Rp. 28.949 Per M2 Perbulan 

b. Ukuran lebih dari 1M2 s/d 3M2 Rp. 38.867 Per M2 Perbulan 

c. Ukuran lebin dan 3 M-̂  Rp. 40.825 Per M2 Perbulan 

2 A 1̂1 fl yin Â \ / . fl Âfx4-f*fĤ  

KCKiame viueOLTon 
Rp. 80.759 Per M2 Perbulan 

3 Reklame Megatron Rp. 69.254 Per M2 Perbulan 

4 Reklame Bersinar (Neon Box) Rp. 61.335 Per M2 Perbulan 

5 Reklame TinPlate Rp. 32.405 Per M2 Perbulan 
A VA AVA A VaA *rt IhAÂ A. • A 

6 Reklame Ka in (spanduk, umbul-umbul, layar, dan sejenisnya) Rp. 22.917 Per lbr perbulan 

7 Reklame Melekat : 

a. Kertas Rp. 573 Per lbr perbulan 

b. Seng Rp. 5.730 Per lbr perbulan 

c. Stiker Rp. 1.719 Per lbr perbulan 

8 T-l 7 1 IT A •! 1 T—1 / fl 

Reklame Vertikal Bunner/Sunscreen Rp. 22.917 Per lbr perbulan 

9 Reklame Selebaran Rp. 516 Per lbr perbulan 

10 Reklame Berjalan Termasuk Kendaraan Rp. 22.917 Per M2 perbulan 

11 Reklame Apung Rp. 22.917 Per lbr perbiolan 

12 Reklame Udara (sekali atraksi) Rp. 27.500 P f f Unit TifrViiilan 

13 Reklame Suara Rp. 68.750 Per Kegiatan 

14 Reklame Film/Slide Rp. 45.834 Per Kegiatan 

15 Reklame Peragaan Rp. 57.292 Per Kegiatan 

KA 
K E U v 

tlAN 
N G A N 

K A B A G 
H U k U M A S S I I I S E K D A 

- f r 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME 

A. Nilai Sewa Reklame Dan Lokasi Pemasangan 

TAHUN 2024 

No. URAIAN NILAI SEWA REKLAME 

HARGA SATUAN 

A |ZONAI 

(Kec. Kwandang, Atinggola, Anggrek, Tolinggula) 

1 | Reklame Papan/Billboard/Baliho : 

a. Ukuran 0,25 M?s/d 1M? Rp. 28.949| Per M2 Perbulan 

b. Ukuran lebih dari 1M2 s/d 3M2 Rp. 38.867| Per M2 Perbulan 

c. Ukuran lebih dari 3 M? Rp. 40.825| Per M? Perbulan 

2 | Reklame Videotron Rp. 80.759| Per M? Perbulan 

3 | Reklame Megatron Rp. 69.254| Per M? Perbulan 

4 | Reklame Bersinar (Neon Box) Rp. 61.335| Per M? Perbulan 

5 | Reklame TinPlate Rp. 32.405| Per M? Perbulan 

( 5 — — — AE 

6 | Reklame Kain (spanduk, umbul-umbul, layar, dan sejenisnya) | Rp. 22.917 | Per Ibr perbulan 

7 Reklame Melekat : 

a. Kertas Rp. 573| Per Ibr perbulan 

b. Seng Rp. 5.730| Per Ibr perbulan 

c. Stiker Rp. 1.719/ Per Ibr perbulan 

8 | Reklame Vertikal Bunner/Sunscreen Rp. 22.917 | Per Ibr perbulan 

9 | Reklame Selebaran Rp. 516| Per Ibr perbulan 

10 | Reklame Berjalan Termasuk Kendaraan Rp. 22.917| Per M? perbulan 

—11 | Reklame Apung rp. 22.917! Per Ibr perbulan 

12 | Reklame Udara (sekali atraksi) Rp. 27.500| Per Unit perbulan 

13 | Reklame Suara Rp. 68.750| Per Kegiatan 

14 | Reklame Film/Slide Rp. 45.834| Per Kegiatan 

15 | Reklame Peragaan Rp. 57.292| Per Kegiatan 

2 N BAG A KABA & 

7 HUKUM Ba Dt main sa A 

| PA 14 



UFA 
n o U R A I A N 

NILAI SEWA REKLAME 
U R A I A N 

HARGA SATUAN 

B 
ZONA I I 

(Kec. Gentuma Raya, Ponelo Kepulauan, Sumalata, 
Sumalata Timur, Biau, Tomilito dan Monano) 

1 Reklame Papan/Billboard : 

a Ukuran 0 25 M2 s/d 1M2 
CL. L_fLL.LLJ.CUL LL,AvL LVL O/ LL L LVL 

Rp. 22.000 Per M-' perbulan 

b. Ukuran lebih dari 1M2 s/d 3M2 Rp. 29.792 Per M2 perbulan 

c. Ukuran lebih dari 3 M2 Rp. 32.584 Per M2 perbulan 

2 Reklame Videotron Rp. 64.167 Per M2 perbulan 

3 Reklame Megatron Rp. 55.000 Per M2 perbulan 

4 Reklame Bersinar (Neon Box) Rp. 47.917 Per M2 perbulan 

5 Reklame TinPlate Rp. 25.209 Per M2 perbulan 

6 Reklame Ka in (spanduk, umbul-umbul, layar dan sejenisnya) Rp. 18.334 Per lbr perbulan 

7 Reklame Melekat: 

a. Kertas Rp. 459 Per Lbr perbulan 

b. Seng Rp. 4.584 Per Lbr perbulan 

c. Stiker Rp. 230 Per Lbr perbulan 

8 Reklame Vertikal Bunner/ Sunscreen Rp. 18.334 Per Lbr perbulan 

9 Reklame Selebaran Rp. 413 Per Lbr perbulan 

10 Reklame Berjalan Termasuk Kendaraan Rp. 22.917 Per M2 perbulan 

11 Reklame Apung Rp. 18.334 Per M2 perbulan 

12 Reklame Udeira (sekali atraksi) Rp. 27.500 Per Unit perbulan 

13 Reklame Suara Rp. 55.000 Per Kegitan 

14 Reklame Film/SUde Rp. 36.667 Per Kegiatan 

15 Reklame Peragaan Rp. 45.834 Per Kegiatan 

KAE 
KEUAJ 

IAN 
»JGAN 

KABAG A S S III S E K D A 

- r -

NO PA Ta NILAI SEWA REKLAME 

HARGA SATUAN 

ZONA II 

B | (Kec. Gentuma Raya, Ponelo Kepulauan, Sumalata, 

Sumalata Timur, Biau, Tomilito dan Monano) 

1 | Reklame Papan/Billboard : 

a. Ukuran 0,25 M2s/d 1M? Rp 22.000| Per M2 perbulan 

| b. Ukuran lebih dari 1M? s/d 3M2 Rp 29.792| Per M2 perbulan 

c. Ukuran lebih dari 3 M? Rp 32.584| Per M2 perbulan 

2 | Reklame Videotron — Rp 1 64. 167| Per M? perbulan 

3 | Reklame Megatron Rp 55.000) Per M? perbulan 

4 | Reklame Bersinar (Neon Box) Rp. 47.917| Per M2 perbulan 

5 | Reklame TinPlate Rp. 25.209| Per M2 perbulan 

6 | Reklame Kain (spanduk, umbul-umbul, layar dan sejenisnya) Rp | 18.334 Per Ibr perbulan 

7 | Reklame Melekat : 

a. Kertas Rp. 459| Per Lbr perbulan 

— b. Seng Rp 4.584| Per Lbr perbulan 

c. Stiker Rp. 230| Per Lbr perbulan 

8 | Reklame Vertikal Bunner/Sunscreen Rp 18.334 Per erperbulah. | 

9 | Reklame Selebaran Rp. 413| Per Lbr perbulan 

10 | Reklame Berjalan Termasuk Kendaraan” Rp 22.917| Per M2 perbulan 

11 | Reklame Apung Rp 18.334| Per M? perbulan 

12 | Reklame Udara (sekali atraksi) Rp 27.500/ Per Unit perbulan 

13 | Reklame Suara Rp 55.000) Per Kegitan 

14 | Reklame Film/Slide Rp 36.667 | Per Kegiatan 

15 | Reklame Peragaan Rp 45.834| Per Kegiatan 

erna HU Fa TT A7 

/
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B. R U M U S P E R H I T U N G A N 

L O K A S I PEMASANGAN L U A S R E K L A M E S U D U T PANDANG K E L A S J A L A N 
No. B O B O T 

2 5 % 
S K O R B O B O T 

4 0 % 
S K O R B O B O T 

2 0 % 
S K O R B O B O T 

1 5 % 
S K O R 

1 
Tempat Pembelan jaan/Keramaian 
U m u m 

10 
0,25 - 0,74 M2 
0,75 M2 - 1 M2 

1 M2 - 3 M2 

1 
3 
5 

1 

2 

1 

6 

IV 

111 

1 

5 

2 J a l a n U m u m 6 3 M2 - 6 M2 7 3 9 11 7 

3 Tempat U s a h a 1 6 M 2 - 12 M2 
Diatas 12 M2 

9 
10 

4 10 1 10 

KA 
K E U i 

BAN 
NGAN 

KAfeAG 
HukuM ASS III SEKDA 

B. RUMUS PERHITUNGAN 

LOKASI PEMASANGAN LUAS REKLAME SUDUT PANDANG KELAS JALAN 

No. BOBOT SKOR BOBOT SKOR BOBOT SKOR BOBOT SKOR 

25Y 40Yo 206 1596 

" . 0,25 — 0,74 M2 1 1 1 IV 1 
1 ba Pembelanjaan/Keramaian 10 0,75 M2 — 1 M2 3 

mum 1 M2-3 M2 5 2 6 1 5 

2 Jalan Umum 6 3 M? — 6 M? 7 3 9 II 74 

6 M2-12 M2 9 4 3 Tempat Usaha 1 Diatas 12 M2 10 10 1 10 

KA RAP. Assin | sekba 
KEUANGAN | HU 

— 
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C. TATA CARA PERHITUNGAN 

I. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ZONA I 

A. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ORANG PRIBADI (Nama Pengenal Usaha) 

TOKO SAMA J A Y A 
a. Tempat Pemasangan 
b. Luas Reklame 
c. Sudut Paindang 
d. Kelas Ja lan 
Nilai Strategis 

Tempat Usaha 
30 cm X 40 cm = 1,2 
1 (satu) arah 
Primer (kelas 1) 
a. 1 X 2 5 % 
b. 5 X 40% 
c. 1 X 20% 
d. 10 X 15% 

Bobot 
25% 
40% 
20% 
15% 

Skor 
1 
5 
1 
10 

0,25 
2,00 
0,20 
1.50 
3,95 

Harga Titik 
Harga Sewa 
Jumlah Nilai Sewa 
Pqjak Reklame (1 bxilan) 

Pajak Reklame (1 tahun) 

Rp. 100.000 X 3,95 
1,2 M2x Rp. 38.867 

Rp. 50.591 X 2 5 % 

Rp. 12.648 X 12 

= Rp. 
= Rp^ 

3.950 
46.641 

= Rp. 50.591 
= Rp. 12.648 

= Rp. 151.776 

B . Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BADAN (Nama Pengenal Usaha) 

CV. ASORINDO 
a. Tempat Pemasangan 
b. Luas Reklame 
c. Sudut Pandang 
d. Kelas Jsdan 
Nilai Strategis 

Harga Titik 
Nilai Sewa 
Jumlah Nilai Sewa 
Pajak Reklame (1 bulan) 
Pajak Reklame (1 Tahun) 

Tempat Usaha 
30 cm X 50 cm = 1,5 
1 (satu) arah 
Primer (kelas 1) 
a. 1 X 2 5 % 
b. 5 X 40% 
c. 1 X 20% 
d. 10 X 15% 

Rp. 100 .000x3 ,95% 
1,5 M2x Rp. 36.867 

Rp. 62.250 x 2 5 % 
Rp. 15.563 X 12 

Bobot 
2 5 % 
40% 
20% 
15% 

Rp. 
Rp^ 

Skor 
1 
5 
1 
10 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

0,25 
2,00 
0,20 
1.50 
3,95 

3.950 
58.300 
62.250 
15.563 

186.756 

10 
K E l 

ABAN 
ANGAN 

KABAG 
HUMUM ASS III SEKDA 

A-

C. TATA CARA PERHITUNGAN 

I. '— PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ZONA I 

A. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ORANG PRIBADI (Nama Pengenal Usaha) 

TOKO SAMA JAYA Bobot Skor 
a. Tempat Pemasangan : Tempat Usaha 3 25 : 1 

b. Luas Reklame : 30cmx40cm-12M - 4046 : 5 

c. Sudut Pandang : 1 (satu) arah - 208 : 1 

d. Kelas Jalan : Primer (kelas 1) 2 1586 : 10 

Nilai Strategis !a. 1 x 25K - 0,25 

b. S5 x 40 - 2,00 

c. 1 x 20h - 0,20 

d. 10x 1546 - 1,50 

3,95 

Harga Titik : Rp. 100.000 x 3,95 - Rp. 3.950 

Harga Sewa : 1 M?x Rp. 38.867 5 Rp. 46.641 

Jumlah Nilai Sewa : - Rp. 50.591 

Pajak Reklame (1 bulan) : Rp. 50.591x25x - Rp. 12.648 

Pajak Reklame (l tahun) : Rp. 12.648x 12 zRp. 151.776 

B. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BADAN (Nama Pengenal Usaha) 

CV. ASORINDO Bobot Skor 

a. Tempat Pemasangan : Tempat Usaha 3 254 : 1 

b. Luas Reklame : 30cmx50cm-15M? - 4046 : 5 

c. Sudut Pandang : 1 (satu) arah 3. 20Yo : 1 

d. Kelas Jalan : Primer (kelas 1) s 15 : 10 

Nilai Strategis .a 1 x 25Y - 0,25 

b. 5 x 4046 - 2,00 

Cc. 1 x 20x 5 0,20 

d. 10 x 1546 - 1,50 

3,95 

Harga Titik 1 Rp.100.000 x 3,95Y6 2 Rp. 3.950 

Nilai Sewa : 1,5M?x Rp. 36.867 - Rp. 58.300 

Jumlah Nilai Sewa : 2 Rp. 62.250 

Pajak Reklame (1 bulan) : Rp. 62.250 x 2546 - Rp. 15.563 

Pajak Reklame (1 Tahun) : Rp. 15.563x12 5 Rp. 186.756 
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Contoh : PERHITUNGAN P A J A K R E K L A M E P R O D U K BARANG 

REKLABIE BALmO/BILLBOARD (ROKOK SAMPOERNA) 
a. Tempat Pemasangan 
b. Luas Reklame 
c. Sudut Pandang 
d. Kelas Jalan 
Nilai Strategis 

Jalan Umum 
4 X 6 m = 24 M2 
1 (satu) arah 
Primer (kelas 1) 
a. 6 X 25% 
b. 10 X 40% 
c. 1 X 20% 
d. 10 X 15% 

Bobot Skor 
25% : 6 
40% : 10 
20% : 1 
15% : 10 

1,50 
4 

0,20 
1.50 
7,20 

Harga Titik 
Nilai Sewa 
Jumlah Nilai Sewa 
Pajak Reklame (1 bulan) 
Pajak Reklame (1 tahun) 

Rp. 100.000 X 7,20 % 
24 X Rp. 40.825 

Rp. 987.000 X 25% 
Rp. 246.750 X 12 

= Rp. 7.200 
= Rp. 979.800 
= Rp. 987.000 
= Rp. 246.750 
= Rp. 2.961.000 

REKLAME BERSINAR (NEON BOX SCORPION) Bobot Skor 
a. Tempat Pemaseingan : Jalan Umum 25% 6 
b. Luas Reklame : 2M2 40% 5 
c. Sudut Pandetng : 2 (dua) Eirah 20% 6 
d. Kelas Jalan : Primer (kelas 1) 15% 10 
Nilai Strategis : a. 6 X 25% 1,50 

b. 5 X 40% 2,00 
c. 6 X 20% 3S 1,20 
d. 10 X 15% =: 1.50 

6,20 

Harga Titik : Rp. 100.000 X 6,20% Rp. 6.200 
Nilai Sewa : 2 X Rp. 61.335 Rp. 122.670 
Jumlah Nilai Sewa Rp. 123.290 
Pajak Reklame (1 bulan) : Rp. 123.290 x 25% Rp. 30.823 
Pajak Reklame (1 tahun) : Rp. 30.823x 12 Rp. 369.876 
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C. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME PRODUK BARANG 

REKLAME BALIHO/BILLBOARD (ROKOK SAMPOERNA) Bobot Skor 

a. Tempat Pemasangan : Jalan Umum - 25 : 6 

b. Luas Reklame 1: 4x6m-24M? 3. 406 : 10 

c. Sudut Pandang : 1 (satu) arah 3. 2046 : 1 

d. Kelas Jalan : Primer (kelas 1) 2 1589 : 10 

Nilai Strategis La. 6 x 25K z 1,50 

b. 10x 4045 - 4 

Cc. 1 x 20 5 0,20 

d. 10x 154 z 1,50 

7,20 

Harga Titik 1: Rp. 100.000x 7,20 Yo - Rp. 7.200 

Nilai Sewa : 24x Rp. 40.825 z Rp. 979.800 

Jumlah Nilai Sewa - - Rp. 987.000 

Pajak Reklame (1 bulan) : Rp. 987.000 x 256 z Rp. 246.750 

Pajak Reklame (l tahun) : Rp. 246.750x12 5 Rp. 2.961.000 

REKLAME BERSINAR (NEON BOX SCORPION) Bobot Skor 

a. Tempat Pemasangan : Jalan Umum 5 25 - 6 

b. Luas Reklame : 2 M2 3... 4016 - 5 

c. Sudut Pandang : 2 (dua) arah 3 208: 6 

d. Kelas Jalan : Primer (kelas 1) 3 15K - 10 

Nilai Strategis La. 6 x 25 - 1,50 

b. 5 x 40Y6 - 2,00 

C. 6 x 204 » 1,20 
d. 10 x 1596 3 1,50 

6,20 

Harga Titik : Rp. 100.000 x 6,206 z Rp. 6.200 

Nilai Sewa : 2x Rp.61.335 z Rp. 122.670 

Jumlah Nilai Sewa : - Rp. 123.290 
Pajak Reklame (1 bulan) : Rp. 123.290 x25Y6 2 Rp. 30.823 
Pajak Reklame (1 tahun) : Rp. 30.823x12 - Rp. 369.876 
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R E K L A M E TIN PLATE (ROKOK X MILD) 
a. Tempat Pemasangan 
b. Luas Reklame 
c. Sudut Pandang 
d. Kelas Jalan 
Nilai Strategis 

Hai^a Titik 
Nilai Sewa 
Jumlah Nilai Sewa 
Pajak Reklame (1 bulan) 

Pajak Reklame (1 tahun) 

Tempat Usaha 
1 X 2 M2 = 2 M2 
1 (satu) eu-ah 
Primer (kelas 1) 
a. 1 X 25% 
b. 5 X 40% 
c. 1 X 20% 
d. 10 X 15% 

Rp. 100.000 X 3,95% 
2 X Rp. 32.405 

Rp. 68.760 X 25% 

Rp. 17.190 X 12 

Bobot Skor 
25% : 1 
40% 5 
20% : 1 
15% 10 

0,25 
2,00 
0,20 
L 5 0 

3,95 
Rp. 3.950 
Rp. 64.810 
Rp. 
Rp. 

68.760 
17.190 

= Rp. 206.280 

I I . PERHITUNGAN P A J A K R E K L A M E ZONA I I 

A. Contoh : PERHITUNGAN P A J A K R E K L A M E ORANG P R I B A D I (Nama Pengenal Usaha) 

TOKO SAMUDRA i Bobot Skor 
a. Tempat Pemasangsui : Tempat Usaha 25% 1 
b. Luas Reklame : 3 0 x 4 0 cm - 1,2 M2 40% 5 
c. Sudut Pandemg : 1 (satu) arah 20% 1 
d. Kelas Jalsui : Primer (kelas 1) 15% 10 
Nilai Strategis : a. 1 X 25% 0,25 

b. 5 X 40% 2,00 
c. 1 X 20% 0,20 
d. 10 X 15% 1.50 

3,95 

Harga Titik : Rp. 100.000 X 3,95 Rp. 3.950 
Nilai Sewa : 1,2 X Rp. 29.792 Rp. 35.751 
Jumlsdi Nilai Sewa Rp. 39.701 
Pajak Reklame (1 bulan) : Rp. 39.701 x 25% Rp. 13.896 
Pajak Reklame (1 tahun) : Rp 13.896 x 12 Rp. 166.752 
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REKLAME TIN PLATE (ROKOK X MILD) Bobot Skor 
a. Tempat Pemasangan : Tempat Usaha 3 25 : 1 

b. Luas Reklame : 1x2M2-2 M2 32 408: 5 

c. Sudut Pandang : 1 (satu) arah 2 208 : 1 

d. Kelas Jalan : Primer (kelas 1) 2 1589 : 10 

Nilai Strategis ra. 1 x 255 - 0,25 

b. 5 x 4046 - 2,00 

c. 1 x 20Y - 0,20 

d. 10x 154 - 1,50 

3,95 
Harga Titik : Rp. 100.000 x 3,954 3 Rp. 3.950 

Nilai Sewa : 2x Rp. 32.405 - Rp. 64.810 

Jumlah Nilai Sewa : - Rp. 68.760 

Pajak Reklame (1 bulan) : Rp. 68.760 x 256 - Rp. 17.190 

Pajak Reklame (1 tahun) : Rp. 17.190x12 Rp. 206.280 

II. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ZONA II 

A. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ORANG PRIBADI (Nama Pengenal Usaha) 

TOKO SAMUDRA Bobot Skor 

a. Tempat Pemasangan : Tempat Usaha - 25Yo : 1 

b. Luas Reklame : 30x40cm-—1,2 M2 5 4046 . 5 

c. Sudut Pandang ! 1 (satu) arah 3. 2040 : 1 

d. Kelas Jalan : Primer (kelas 1) z 1546 : 10 

Nilai Strategis aa. 1 x 25x z 0,25 

b. 5 x 40x z 2,00 

c. 1 x 20x z 0,20 

d. 10 x 1546 - 1.50 
3,95 

Harga Titik : Rp. 100.000 x 3,95 - Rp. 3.950 
Nilai Sewa : 12x Rp. 29.792 2 Rp. 35.751 

Jumlah Nilai Sewa : 2 Rp. 39.701 

Pajak Reklame (1 bulan) : Rp. 39.701x254 - Rp. 13.896 
Pajak Reklame (1 tahun) : Rp 13.896 x12 -Rp. 166.752 
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B . Contoh : PERHITUNGAN P A J A K R E K L A M E BADAN (Nama Pengenal Usaha) 

CV . NUSANTARA 
a. Tempat Pemasangan 
b. Luas Reklame 
c. Sudut Pandang 
d. Kelas Jalan 
Nilai Strategis 

Tempat Usaha 
3 0 x 5 0 cm - 1,5 M2 
1 (satu) arah 
Primer (kelas 1) 
a. 1 X 25% 
b. 5 X 40% 
c. 1 X 20% 
d. 10 X 15% 

Bobot 
25% 
40% 
20% 
15% 

Skor 
1 
5 
1 
10 

0,25 
2,00 
0,20 
1.50 
3,95 

Harga Titik 
Nilai Sewa 
Jumlah Nilai Sewa 
Pajak Reklame 
Pajak Reklame ( 1 tahun) 

Rp. lOO.OOOx 3,95% 
1,5 X Rp. 29.792 

Rp. 44.688 X 25% 
Rp. 11.172 X 12 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

3.950 
44.688 
50.669 
11.172 

134.064 

C. Contoh : PERHITUNGAN P A J A K P R O D U K BARANG 

R E K L A M E B ILLBOARD (ROKOK LA BOLT) 
a. Tempat Pemasangan 
b. Luas Reklame 
c. Sudut Pandang 
d. Kelas Ja lan 
Nilai Strategis 

Harga Titik 
Nilai Sewa 
Jumlah Nilai Sewa 
Pajak Reklame (1 bulan) 
Paj£ik Reklame (1 tahun) 

Ja lan Umum 
2 X 3 m = 6 M2 
1 (satu) arah 
Primer (kelas 1) 
a. 6 X 2 5 % 
b. 7 X 40% 
c. 1 X 20% 
d. 10 X 15% 

Rp. 100.000 X 6,00 
6 X Rp. 32.584 

Rp. 2 0 1 . 5 0 4 x 2 5 % 
Rp. 5 0 . 3 7 6 x 1 2 

Bobot Skor 
2 5 % : 6 
40% : 7 
20% 1 
15% 10 

Rp. 
Rp^ 

1,50 
2,80 
0,20 
1.50 
6,00 

6.000 
195.504 

= Rp. 201.504 
= Rp. 50.376 
= Rp. 604.512 
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B. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BADAN (Nama Pengenal Usaha) 

CV. NUSANTARA 

a. Tempat Pemasangan 

b. Luas Reklame 

c. Sudut Pandang 

d. Kelas Jalan 

Nilai Strategis 

Harga Titik 

Nilai Sewa 

Jumlah Nilai Sewa 

Pajak Reklame 

Pajak Reklame ( 1 tahun) : 

C. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK PRODUK BARANG 

REKLAME BILLBOARD (ROKOK LA BOLT) 

a. Tempat Pemasangan 

b. Luas Reklame 

c. Sudut Pandang 

d. Kelas Jalan 

Nilai Strategis 

Harga Titik 

Nilai Sewa 

Jumlah Nilai Sewa 

Pajak Reklame (1 bulan) 

Pajak Reklame (1 tahun) 

ASS III SEKDA 
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Bobot Skor 
: Tempat Usaha 5250 1 

: 30x50cm- 1,5M? z 40Y0 5 

1 (satu) arah 5. 20Y6 1 
: Primer (kelas 1) 2 15K 10 

La. 1 x 25K 2 0,25 
b. 5 x 4046 - 2,00 
Cc. 1 x 20K - 0,20 
d. 10 x 1546 z 1,50 

3,95 

: Rp. 100.000x 3,9516 - Rp. 3.950 
15x Rp. 29.792 - Rp. 44.688 

: - Rp. 50.669 
1 Rp. 44.688 x 254 - Rp. 11:177 

Rp. 11.172 x 12 - Rp. 134.064 

Bobot Skor 

Jalan Umum 2 25K 6 

2x3m-6M? 5 4070 C 

1 (satu) arah 5. 2016 1 
Primer (kelas 1) 2 154 , 10 

a. 6 x 25K - 1,50 
b. 7 x 406 2 2,80 

c. 1 x 20 - 0,20 

d. 10 x 15Y - 1,50 

6,00 

Rp. 100.000 x 6,00 2 Rp. 6.000 

6x Rp. 32.584 2 Rp. 195.504 

- Rp. 201.504 

Rp. 201.504 x 2546 2 Rp 50.376 

Rp. 50.376x12 - Rp. 604.512



R E K L A M E B E R S I N A R (NEON B O X T R O Y ) 
a. Tempat Pemasangan 
b. Luas Reklame 
c . Sudut Pandang 
d. Kelas Jalan 
Nilai Strategis 

Haiga Titik 
Harga Jusd 
Nilai Sewa 
Pajak Reklame (1 bulan) 
PEyak Reklame (1 bulan) 

Jalan Umum 
2M2 
1 (satu) arah 
Primer (kelas 1) 
a. 6 X 25% 
b. 5 X 40% 
c . 6 X 20% 
d. 10 X 15% 

Rp. 100.000 X 6,20% 
2 X Rp. 47.917 

Rp. 102.034 X 25% 
Rp. 25.509 X 12 

Bobot 
25% 
40% 
20% 
15% 

Rp. 
E E L . 

Skor 
6 
5 
6 
10 

1,50 
2,00 
0.20 
1.50 
6,20 

6.200 
95.834 

Rp. 102.034 
Rp. 25.509 
Rp. 306.108 

R E K L A M E T I N P L A T E ( R O K O K X MILD ) 
a. Tempat Pemasangan 
b. Luas Reklame 
c . Sudut Pandang 
d. Kelas Jalan 
Nilai Strategis 

Harga Titik 
Nilai Sewa 
Jumlah Nilai Sewa 
Pajak Reklame (1 bulan) 
Pajak Reklame (1 tahun) 

Tempat Usaha 
1 X 2 = 2 M2 
1 (satu) arah 
Primer (kelas 1) 
a. 1 X 25% 
b. 5 X 40% 
c . 1 X 20% 
d. 10 X 15% 

Rp. 100.000 X 3,95% 
2 X Rp. 25.209 

Rp. 54.368 X 25% 
Rp 13.592 X 12 

Bobot Skor 
= 25% 1 
- 40% : 5 
= 20% : 1 

15% : 10 
0,25 
2,00 
0,20 

= L 5 Q 

3,95 
= Rp. 3.950 
= Rp. 50.418 
= Rp. 54.368 
= Rp. 13.592 
= Rp. 163.104 
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REKLAME BERSINAR (NEON BOX TROY) 

a. Tempat Pemasangan 

b. Luas Reklame 

c. Sudut Pandang 

d. Kelas Jalan 

Nilai Strategis 

Harga Titik 

Harga Jual 

Nilai Sewa 

Pajak Reklame (1 bulan) 

Pajak Reklame (1 bulan) 

: Jalan Umum 

2 M2 

1 1 (satu) arah 

: Primer (kelas 1) 

!a. 6 x 25h 

b. 5 x 4046 

c. 6 x 20h 

d. 10x 15h 

Rp. 100.000 x 6,206 

2x Rp. 47.917 

Rp. 102.034 x 2514 
Rp. 25.509 x 12 

REKLAME TIN PLATE (ROKOK X MILD) 

a. Tempat Pemasangan 

b. Luas Reklame 

c. Sudut Pandang 

d. Kelas Jalan 

Nilai Strategis 

Harga Titik 

Nilai Sewa 

Jumlah Nilai Sewa 

Pajak Reklame (1 bulan) 
Pajak Reklame (1 tahun) 

: Tempat Usaha 

1x2-2 M2 

1 (satu) arah 

Primer (kelas 1) 
a. 1 x 254 

b. 5 x 40x 

c. 1 x 20 

d. 10x 154 

Rp. 100.000 x 3,959 

2x Rp. 25.209 

Rp. 54.368 x 2546 

Rp 13.592x12 
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1,50 

2,00 

0,20 

1,50 

- Rp. 
— Rp. 

6,20 

6.200 

95.834 

- Rp. 

z Rp. 

3: Rp. 

102.034 

25.509 

306.108 

0,25 
2,00 
0,20 
1,50 

Rp. 
— Rp. 

3,95 

3.950 

50.418 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

54.368 

13.592 

163.104
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D. L U A S NAMA P E N G E N A L USAHA ATAU P R O F E S I YANG M E N J A D I O B J E K 
PAJAK R E K L A M E 

1 . Un tuk u s a h a Orang Pribadi berupa Kios, Depot B B M , 

Bola Sodok, Kapsalon, Service E lektronika , T u k a n g J a h i t 

(perorangan), Dagang Keliling, Studio, Sablon, dan u s a h a 

keci l l a innya be rukuran 0,60 M^; 

2. Un tuk u s a h a Orang Pribadi berupa u s a h a menengah 

keatas yang tidak tersebut pada butir 1 t e rmasuk n a m a 

pengenal profesi be rukuran 1.20 M2; 

3. L u a s n a m a pengenal u s a h a u n t u k badan be rukuran 1,50 M^. 

A S 

A s 

D. LUAS NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG MENJADI OBJEK 
PAJAK REKLAME 

1. Untuk usaha Orang Pribadi berupa Kios, Depot BBM, 

Bola Sodok, Kapsalon, Service Elektronika, Tukang Jahit 

(perorangan), Dagang Keliling, Studio, Sablon, dan usaha 

kecil lainnya berukuran 0,60 M2: 

2. Untuk usaha Orang Pribadi berupa usaha menengah 

keatas yang tidak tersebut pada butir 1 termasuk nama 

pengenal profesi berukuran 1.20 M?, 

3. Luas nama pengenal usaha untuk badan berukuran 1,50 M2. 

AS 
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LAMPIRAN V I I 
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

B E N T U K DAN F O R M A T 

a. S S P D 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 
BADAN KEUANGAN 

J l n . Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto- Kwandang, 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
(SSPD) 

BULAN/TAHUN 
NAMA 
ALAMAT 
N P W P D 

Menyetor berdasarkan S K P D S K P D K B S K P D K B T 

Tahun Pajak : No. Urut : 

NO K O D E R E K E N I N G NAMA R E K E N I N G J U M L A H 
(Rp) 

Dengan h u r u f 

Ruang Teraan K a s Register Di ter ima Oleh : Kwandang, 20 
Tanda Tangan Petugas Tempat Pembayaran P E N Y E T O R 

K A S I R P E N E R I M A Tanggal : 
Nama terang : 
Tanda tangan ( ) 

Lembar 1 u n t u k Wajib Pajak 
Lembar 2 u n t u k Bendaha ra pener imaan 
Lembar 3 u n t u k B i d . Pendapatein 
Lembar 4 u n t u k Ars ip 

LAMPIRAN VII 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

BENTUK DAN FORMAT 

a. SSPD 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

BADAN KEUANGAN (SSPD) 

Jln. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto- Kwandang, BULAN/TAHUN 

NAMA 

ALAMAT : 

vwpD IC non 
Menyetor berdasarkan Li) SKPD | SKPDKB 1 SKPDKBT 

Tahun Pajak : No. Urut : 

NO | KODE REKENING NAMA REKENING JUMLAH 

Me De Ie | (Rp) 

Ll — 

Dengan huruf 

Ruang Teraan Kas Register | Diterima Oleh : Kwandang, oo Dua 

Tanda Tangan Petugas Tempat Pembayaran PENYETOR 

KASIR PENERIMA Tanggal : 

Nama terang : 

Tanda tangan ( ) 

Lembar 1 untuk Wajib Pajak 

Lembar 2 untuk Bendahara penerimaan 

Lembar 3 untuk Bid. Pendapatan 

Lembar 4 untuk Arsip 

AN AG 
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b. SSPD P B B - P 2 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
BADAN KEUANGAN 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
(SSPD) 

Pajak B u m i dan B a n g u n a n 

Tempat Pembayaran 
Te lah mener ima pembayaran P B B 
T h . 
Nama Wajib Pajak 
Letak Objek Pajak 

Nomor SPPT (NOP) 

Se jumlah 

D a r i 

Kecamatan 
Desa 

: R p . 
Tanggal J a t u h Tempo : 
J u m l a h yang ha rus dibayar ( termasuk denda) j i k a pembayaran d i l akukan pada bu lan 
ke (setelah tanggal j a t u h tempo) : 

I X I I I 

I I X IV 

I I I X V 

IV X V I 

V X V I I 

V I X V I I I 

V I I X I X 

V I I I X X 

IX X X I 

X X X I I 

X I X X I I I 

X I I X X I V 

Tanggal Pembayaran 

J u m l a h yang dibayar 

Rp . 

L . T : 
L . B Tanda Ter ima dan 

Cap 

KA 
KEUf 

BAN 
N G A N 

K K B A G 
H N K U M 

A S S I I I S E K D A 

t 

b. SSPD PBB — P2 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

(SSPD) 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Tempat Pembayaran 

Telah menerima pembayaran PBB 

Th. Dari 

Nama Wajib Pajak : 

Letak Objek Pajak : Kecamatan 

Desa 

Nomor SPPT (NOP) 

Sejumlah Rp. | 1 

Tanggal Jatuh Tempo : 

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan 

ke (setelah tanggal jatuh tempo) : 

I XIII 

I XIV 
III XV 
IV XVI 

v XVII 

VI XVIII 

VII XIX 
VIII XX 
IX XXI 

xXx XXII 

XI XXIII 

XII XXIV 
Tanggal Pembayaran : L.T': 

Jumlah yang dibayar : LB: Tanda Terima dan 

Cap 

Rp. 

| M 

KEU Kan laser | 25510 SEKDA 
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c. S S R D 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
DINAS 

Alamat J l . Kusnodanupojo B lok P lan, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

S U R A T S E T O R A N R E T R I B U S I D A E R A H 
( S S R D ) 

J E N I S R E T R I B U S I : 

1. NPWRD 

2. NAMA W A J I B R E T R I B U S I 

3. NOMOR S K R D 

4. NOMOR R E K E N I N G 

NO K O D E R E K E N I N G URAIAN 
R E T R I B U S I T E R U T A N G 

(Rp) 

1. 

2. 

3. 

J U M L A H R E T R I B U S I T E R U T A N G 

B U N G A / D E N D A ( 1 % P E R B U L A N 

J U M L A H PEMBAYARAN 

T E R B I L A N G 

J U M L A H R E T R I B U S I D I T E R I M A PADA TANGGAL 

Kwandang 
t 

Yamg Menyetor Yang Menerima 

( ) ( ) 
NIP 

K i 
K E U 

B A N K A B A G 
HUUCUM 

A s s m S E K D A 

f t A -

Cc. ' SSRD 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH 
(SSRD) 

— 

1. NPWRD 

2. NAMA WAJIB RETRIBUSI 

3. NOMOR SKRD 

4. NOMOR REKENING 

RETRIBUSI TERUTANG 

(Rp) 

NO KODE REKENING URAIAN 

3 

2. 

3. 

JUMLAH RETRIBUSI TERUTANG 

BUNGA/DENDA ( 140 PERBULAN ) 

| JUMLAH PEMBAYARAN 

TERBILANG 

JUMLAH RETRIBUSI DITERIMA PADA TANGGAL.....oo. or onnanannnnnnnnnnnnnnnnnn anna 

Yang Menyetor Yang Menerima 

KEUWNGan | Hukum | ASSII | SEKDA 



d. S K P D PAT 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
B P BADAN KEUANGAN 

/uamat J l . Kusnodanupojo B lok P lan No. 08 , Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 
Nomor Kohir : 

S U R A T K E T E T A P A N P A J A K D A E R A H 
( S K P D ) 

P A J A K AIR TANAH 
Perda No. 1 Tahun 2024 

1. NAMA A J I B P A J A K 

2. ALAMAT 

3. NPWPD 

4. BULAN/TAHUN 

5. J E N I S PENGGUNAAN 

6. MASA P A J A K 

7. TANGGAL J A T U H T E M P O 

K O D E R E K E N I N G 
NILAI P E R O L E H A N A IR 

(Rp) 

P A J A K T E R U T A N G 

(10%) 

T E R B I L A N G : 

Perhat ian : 

1. Harap Penyetoran di ls ikukan mela lui K a s Daerah a tau tempat la in yang d i tunjuk dengan 
menggunakan S S P D . 

2. Apabi la S K P D in i t idak a tau kurang dibayar setelah lewat w a k t u pal ing l ama 
sejak S K P D in i diter ima a tau j a t u h tempo d ikenakan s a n k s i Admin is t ras i berupa bunga 
sebesar 2 (dua) persen setiap bu lan dar i Pokok Pajak. 

Kwandang 

K E P A L A BADAN K E U A N G A N 

( 
NIP. 

) 

K A B A N 
K E U A N G A N 

K A B A G 
H U CUM A S S I I I S E K D A 

t 

d. SKPD PAT 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
-yamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto — Kwandang, Kode Pos 96252 

Nomor Kohir : Li... 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

SKPD) 

PAJAK AIR TANAH 

Perda No. 1 Tahun 2024 

1: NAMA AJIBPAJAK 5 eeeamwenneaeknibekananoan asu kenaana Sea Nea ANN A KANAN NAMA AN ema Kata 

Pena na na SN DA ASIN PP PN 

3. NPWPB ey SN apem nsanana 

at. BELANYTAHUN re Ana 

5. JENIS PENGGUNAAN 1 nnnnnagenannnnnnnannaanaaea nana n ana a aman Nana Naa NN anna nana anna kanan nana anna 

6: MASAPAJAK ie in Bian isemaaan 

7. TANGGAL JATUH TEMPO sa sa rasta ES aa 

NILAI PEROLEHAN AIR PAJAK TERUTANG 
KODE REKENING 

(Rp) (1096) 

TERBILANG : 

Perhatian : 

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan 

menggunakan SSPD. 

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama... 

sejak SKPD ini diterima atau jatuh tempo dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 

sebesar 2 (dua) persen setiap bulan dari Pokok Pajak. 

KEPALA BADAN KEUANGAN 

AN AG Ga Kabag Joassim | sekoa 

KIM 



V - • - 4 , . ^ t ( Z W i • 

e. S K P D R E K L A M E 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
MM BADAN KEUANGAN 

Alamat J l . Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 
Nomor Kohir : 

S U R A T K E T E T A P A N P A J A K D A E R A H 
( S K P D ) 

P A J A K R E K L A M E 
Perda No. 1 Tahun 2024 

1. NAMA W A J I B P A J A K 

2. ALAMAT 

3. NPWPD 

4. TAHUN 

5. TANGGAL J A T U H T E M P O 

1. NAMA W A J I B P A J A K 

2. ALAMAT 

3. NPWPD 

4. TAHUN 

5. TANGGAL J A T U H T E M P O 

NO. K O D E R E K E N I N G J U M L A H J E N I S R E K L A M E 
J U M L A H NILAI S E W A 

(Rp) 

P A J A K T E R U T A N G (25%) 

T E R B I L A N G : 

Perhat ian : 

1. Apabi la S K P D in i t idak a tau kurang dibayar j a t u h tempo a k a n d ikenakan s a n k s i Admin is t ras i 
berupa bunga sebesar 2 (dua) persen setiap bu lan 

2. PembayarEin menggunakan S S P D mela lui Rekening K a s U m u m Daerah (RKUD) Kabupaten 
Gorontalo U ta ra dengan Nomor Rekening ; 019 .01 .12 .000.001-3 

Kwandang, 

K E P A L A BADAN K E U A N G A N 

( ) 
NIP 

Tanda ter ima 
S K P D Nomor 
NPWPD 
NAMA 
ALAMAT 

S K P D Diter ima tanggal : 

Yang mener im : 

Tandatangan 

( Nama 
Lengkap ) 

K A B A N 
KEt i lANGAN 

KAfeAG 
H U K U M 

A S S I I I S E K D A 

A 

t 

e. SKPD REKLAME 

BADAN KEUANGAN 

O PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto -— Kwandang, Kode Pos 96252 

Nomor Ketat: mo 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

(SKPD) 

PAJAK REKLAME 

Perda No. 1 Tahun 2024 

1. NAMA WAJIB PAJAK 

2.ALAMAT' 0 AS anna ainnnnensasa 

3. NPWPD D | KENENENIN ANA MANATINNNNN KAN KENN KKN Kana ENAK PIA NAN PERANAN PN BENDERA 

4. TAHUN NN ta na INN an NN IN AR ana 

5. TANGGAL JATUH TEMPO | asa ERA 

NO. KODE REKENING JUMLAH JENIS REKLAME JUMLAH NILAI SEWA 
(Rp) 

PAJAK TERUTANG (2594) 

TERBILANG : 

Perhatian : 

1. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar jatuh tempo akan dikenakan sanksi Administrasi 

berupa bunga sebesar 2 (dua) persen setiap bulan 

2. Pembayaran menggunakan SSPD melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten 

Gorontalo Utara dengan Nomor Rekening : 019.01.12.000.001-3 

KEPALA BADAN KEUANGAN 

na PAN AAN ) 

NIP: en kaan 

Tanda terima SKPD Diterima tarnggpl : ......oooooo.oowooooooom 

SKPD NGtOOF | Kanaan Yang menerim 

NPWPD Hee aae e 

NAMA TAN 0 REM MeN naas MENANAM NN Naa Tanda tangan 

ALAMAT 5 eononreeepaneentamennkeanae Nee NA EN KAP NASA 

PA Pap na RAN Nama 

Aa An NN Ga PT TNI TR ) 

AN BAG 

KE GAN | HUKUM 
AsSS III SEKDA 

Pi 



f. S K R D 

1. J a s a U m u m 

0 
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN.KOPERASI DAN UKM 
Alamat J l . Kusnodanupojo B lok P lan, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

Nomor Kohir : 

S U R A T K E T E T A P A N R E T R I B U S I D A E R A H 
( S K R D ) 

R E T R I B U S I J A S A UMUM 
Perda No. 1 Tahun 2024 

1. O B J E K R E T R I B U S I 

2. NAMA W A J I B R E T R I B U S I 

3. ALAMAT 

4. NPWRD 

5. MASA R E T R I B U S I 

6. TANGGAL J A T U H T E M P O 

Pelayanan Pasar Tradis ional 

Sud i rman Ha la 

Desa B o h u s a m i 

R I .075 .04 .00001 

01 J a n u a r i s/d 30 J u n i 2024 (6 bulan) 

01 J a n u a r i s/d 3 1 J a n u a r i 

NO K O D E R E K E N I N G URAIAN 
R E T R I B U S I T E R U T A N G 

(Rp) 

1. 4 1 2 0 1 Penggunaaui k ios Nomor 6 u k u r a n 3 x 4 
M a. Rp6 .500/bu lan di Pasar Gen tuma 
se lama 6 bu l an 

468.000 

J U M L A H R E T R I B U S I T E R U T A N G 468.000 

T E R B I L A N G : E m p a t ra tus enam p u l u h delapan r i bu rup iah 

Perhatiem : 

1. Harap Pembayaran d i l akukan mela lui Rekening K a s U m u m Daerah dengan Nomor Rekening 
019 .01 .12 .000001-3 a t au mela lui Bendahara Pener imaan dengan menggunakan S S R D 

2. Apabi la S K R D in i t idak a tau kurang dibayar setelah j a t u h tempo pembayaran, d ikenakan 
bunga/denda sebesar 1 % setiap dari Pokok Retr ibus i 

Kwandang, 

K E P A L A DINAS 

NIP. 

T a n d a ter ima S K R D 

Diter ima tanggal : 

NPWRD : 

Tanda tangan 

( ) 

K i 
K E U 

B A N K A B A G 
H U R U M 

A S S I I I S E K D A 

^ G A N 
A- -IT 

f. 'SKRD 

yA Jasa Umum 

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,KOPERASI DAN UKM 

Oo PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

Al amat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

Nomor Kohir : .......... 

(SKRD) 

RETRIBUSI JASA UMUM 

Perda No. 1 Tahun 2024 

1. OBJEK RETRIBUSI : Pelayanan Pasar Tradisional 

2. NAMA WAJIB RETRIBUSI : Sudirman Hala 

3. ALAMAT : Desa Bohusami 

4. NPWRD 1 RI.075.04.00001 

5. MASA RETRIBUSI 1 O1 Januari s/d 30 Juni 2024 (6 bulan) 

6. TANGGAL JATUH TEMPO : 01 Januaris/d 31 Januari 

RETRIBUSI TERUTANG 
NO KODE REKENING URAIAN 

(Rp) 

1. (412 Ol Penggunaan kios Nomor 6 ukuran 3x 4 468.000 

Ma. Rp6.500/bulan di Pasar Gentuma 

selama 6 bulan 

JUMLAH RETRIBUSI TERUTANG 468.000 

TERBILANG : Empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah 

Perhatian : 

1. Harap Pembayaran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 

019.01.12.000001-3 atau melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSRD 

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan 

bunga/denda sebesar 1” setiap dari Pokok Retribusi 

Kawi Le saman naa 

KEPALA DINAS 

Yana nr ee aa (Nan gen anna co anananaNuOn genannna ) 

NIP aon 

Tanda terima SKRD 

Diterima tanggal 3 w.cocoo.ocooo.—occocemwssan 

NPWRD 

Tanda tangan 

(ee ) 

G | Assm | sekpa 
M 

AN 

KE GAN | H 

P asli 



2. J a s a U s a h a 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

Alamat J l . Kusnodanupojo B lok P lan, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

Nomor Kohir : 

S U R A T K E T E T A P A N R E T R I B U S I D A E R A H 
( S K R D ) 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
Perda No. 1 Tahun 2024 

1. O B J E K R E T R I B U S I 

2. NAMA W A J I B R E T R I B U S I 

3. ALAMAT 

4. NPWRD 

5. MASA R E T R I B U S I 

6. TANGGAL J A T U H T E M P O 

Pemanfaatan Aset Daerah 

U s m a n Lakoro 

Kota Gorontalo 

R2 .075 .04 .00001 

01 J a n u a r i s/d 28 Februar i 2024 (2 bulan) 

01 J a n u a r i s/d 31 j a n u a r i 2024 

NO K O D E R E K E N I N G URAIAN 
R E T R I B U S I T E R U T A N G 

(Rp) 

1. 4 1 2 02 1 un i t h u n i a n di lanta i 1 R u s u n a w a ASN a. 
Rp350 .000/bu lan , se lama 2 bu lan 

700 .000 

J U M L A H R E T R I B U S I T E R U T A N G 700.000 

T E R B I L A N G : T u j u h ra tus r i bu rup iah 

Perhat ian : 

1. Harap Pembayaran d i l akukan mela lui Rekening K a s U m u m Daerah dengan Nomor Rekening 
019 .01 .12 .000001-3 a t au mela lui Bendahara Pener imaan dengan menggunaksm S S R D 

2. Apabi la S K R D in i t idak a tau kurang dibayar setelah j a t u h tempo pembayaran, d ikenakan 
bunga/denda sebesar 1 % setiap dar i Pokok Retr ibus i 

Kwandsmg, 

K E P A L A DINAS 

NIP. 

T a n d a ter ima S K R D 

Diter ima tanggal : ... 

NPWRD : 

Tandatangan 

K A B A N 
K E U A N G A N 

K J I B A G 
HIIKUM A S S I I I S E K D A 

2. Jasa Usaha 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

Nomor Kohir : ............. 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

(SKRD) 

RETRIBUSI JASA USAHA 

Perda No. 1 Tahun 2024 

1. OBJEK RETRIBUSI : Pemanfaatan Aset Daerah 

2. NAMA WAJIB RETRIBUSI : Usman Lakoro 

3. ALAMAT : Kota Gorontalo 

4. NPWRD 1 R2.075.04.00001 

5. MASA RETRIBUSI : 01 Januari s/d 28 Februari 2024 (2 bulan) 

6. TANGGAL JATUH TEMPO : 01 Januari s/d 31 januari 2024 

NO KODE REKENING URAIAN bal aan 

(Rp) 

1. (412 02 1 unit hunian dilantai 1 Rusunawa ASN a. 700.000 

Rp350.000/bulan, selama 2 bulan 

JUMLAH RETRIBUSI TERUTANG 700.000 

TERBILANG : Tujuh ratus ribu rupiah 

| Perhatian : Oa AA 
1. Harap Pembayaran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 

019.01.12.000001-3 atau melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSRD 

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan 

bunga/denda sebesar 1” setiap dari Pokok Retribusi 

KEPALA DINAS 

Tanda terima SKRD 

Diterima tanggal 3 ....ooooo.ooooooooooooo.c 

NPWRD 

Tanda tangan 

ASS II SEKDA 



3. Perizinan Tertentu 

1 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

• 
1 DINAS P E K E R J A A N UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Alamat J l . Kusnodanupojo B lok P lan, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

Nomor Kohir : 

S U R A T K E T E T A P A N R E T R I B U S I D A E R A H 
( S K R D ) 

R E T R I B U S I PERIZ INAN T E R T E N T U 
Perda No. 1 Tahun 2024 

1. J E N I S R E T R I B U S I P E R I J I N A N T E R T E N T U : R E T R I B U S I P E G 

2. NAMA W A J I B R E T R I B U S I HAMZAH PANEGORO 

3. ALAMAT D E S A BINTANA, K E C . AT INGGOLA 

4. NPWRD R3 .075 .04 .00001 

5. MASA R E T R I B U S I Se lama belum ada perubahan pada Bangunan Gedung 

6. TANGGAL J A T U H T E M P O Tanggal 1 Maret s/d 30 Maret 2024 

R E T R I B U S I T E R U T A N G 
NO K O D E R E K E N I N G URAIAN 

(Rp) 

1. 4 1 2 03 Bangunan Gedung h u n i a n dengan luas 36 M^, 167.500 
ketinggian 1 lanta i di Desa B i n t a n a Kec. 
Atinggola 

J U M L A H R E T R I B U S I T E R U T A N G 167.500 

T E R B I L A N G : Sera tus enam pu luh tu juh r i bu l ima ra tus rup iah 

Perhat ian : 

1. Harap Pembayaran d i l akukan mela lu i Rekening K a s U m u m Daerah dengan Nomor Rekening 
019 .01 .12 .000001-3 a tau mela lu i Bendahara Pener imaan dengan menggunakan S S R D 

2. Apabi la S K R D in i t idak a tau k u r a n g dibayar setelah j a t u h tempo pembayaran, d ikenakan 
bunga/denda sebesar 1 % setiap dar i Pokok Retr ibusi ; 

Kwandang, 

K E P A L A DINAS 

( 
NIP 

) 

Tanda ter ima S K R D 

Diter ima tanggal : 

NPWRD 

Tandatangan 

( ) 

KABAN 
KEUipiGAN 

KABAG 
H U P J M ASS III SEKDA 

A-

3. Perizinan Tertentu 

| PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan, Molingkapoto — Kwandang, Kode Pos 96252 

Nornor Kohir 5 sesi 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

(SKRD) 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

Perda No. 1 Tahun 2024 

1. JENIS RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU : RETRIBUSI PBG 

2. NAMA WAJIB RETRIBUSI : HAMZAH PANEGORO 

3. ALAMAT : DESA BINTANA, KEC. ATINGGOLA 

4. NPWRD : R3.075.04.00001 

5. MASA RETRIBUSI : Selama belum ada perubahan pada Bangunan Gedung 

6. TANGGAL JATUH TEMPO : Tanggal 1 Maret s/d 30 Maret 2024 

| RETRIBUSI TERUTANG 
| NO KODE REKENING URAIAN 

(Rp) 

1. 1412 03 Bangunan Gedung hunian dengan luas 36 M?, 167.500 

ketinggian 1 lantai di Desa Bintana Kec. 

Atinggola 

JUMLAH RETRIBUSI TERUTANG 167.500 

TERBILANG : Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah 

| Perhatian : 

1. Harap Pembayaran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 

019.01.12.000001-3 atau melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSRD 

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan 

bunga/denda sebesar 1 setiap dari Pokok Retribusi 

KwandAangi Lcd awas 

KEPALA DINAS 

PE AA PEN ANA ) 

| NIP sana 

| Tanda terima SKRD 
Diterima tanpgal 3 oma 

NPWRD 

Tanda tangan 

ee ) 

KABAN G KEUANGAN | HUKUM ASS Iii SEKDA 

ey 



g. SPPT 

P E M E R I N T A H KABUPATEN G O R O N T A L O UTARA 
BADAN KEUANGAN 

Alamat J l . Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

SPPT P B B BUKAN MERUPAKAN B U K U KEPEMILIKAN HAK 

S U R A T P E M B E R I T A H U A N P A J A K 
T E R H U T A N G P A J A K B U M I DAN 

BANGUNAN TAHUN 

L E T A K O B J E K P A J A K 

J l . TRANS S U L A W E S I 
RT.RW 
L E B O T O 

KWANDANG 
GORONTALO UTARA 

NAMA DAN ALAMAT W A J I B P A J A K 

F E B B Y L INGGAMA 
J L . D U S U N C I M E L A T I 
RT .RW 
B U L A L O 

GORONTALO UTARA 

O B J E K 
P A J A K 

L U A S 

(M2I 
K E L A S 

N J O P 
P E R M 2 

TOTAL N J O P 

(Rp) 

B U M I 

BANGUNAN 

801 

174 

88 

26 

7.150 

505.000 

5.727.150 

87.870.000 

N J O P (Ni la i J u a l O b j e k P a j a k ) 

9 3 . 5 9 7 . 1 5 0 

N J O P K P ( N J O P K e n a P a j a k ) 
8 3 . 5 9 7 . 1 5 0 

N J O P d a s a r p e r h i t u n g a n P B B 

18.391.373 

P B B y a n g T e r h u t a n g 

91.957 

8 3 . 5 9 7 . 1 5 0 . - X 2 2 % 

: 1 8 . 3 9 1 . 3 7 3 . - X 0 . 5 % 

P A J A K B U M I DAN BANGUNAN YANG H A R U S D I B A Y A R (Rp) 
91 .957 

Sembi lan P u l u h S a t u R ibu Sembi lan Ra tus L i m a P u l u h T u j u h R ibu Rup iah 

T G L . J A T U H T E M P O 

T E M P A T PEMBAYARAN 

1-3 

: 3 0 J U N I 2 0 2 4 

: B A N K S U L T G O 

No. 019-01-1200000-

KWANDANG, 2 J A N U A R I 2024 
K E P A L A B A D A N 

MAYLAN TONGKODU, S.KOM..M.AP 
NIP. 197811242002122008 

NAMA WP : F E B B Y L I N G G A M A 

L e t a k O b j e k P a j a k : K e c a m a t a n K w a n d a n g , 

D e s a / K e l u r a h a n B u l a l o 

NOP : 

7 5 . 0 5 . 0 3 0 . 0 0 4 . 0 0 3 . 0 1 2 5 . 0 

D i t e r i m a Tgl 

T a n d a T a n g a n 

( 
N a m a T e r a n g 

K A B A N 
K E L / A N G A N 

K A B A G 
H U K U M A S S I I I S E K D A 

A 

g. SPPT 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto — Kwandang, Kode Pos 96252 

SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK 

TERHUTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN TAHUN... 

LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK 

Jl. TRANS SULAWESI FEBBY LINGGAMA 

RT.RW JL. DUSUN CIMELATI 

LEBOTO RT.RW 

KWANDANG BULALO 

GORONTALO UTARA GORONTALO UTARA 

OBJEK LUAS PB Oa aa TOTAL NJOP 

PAJAK (M2) (Rp) 

BUMI 801 88 7.150 5:72017-150 

BANGUNAN 174 26 505.000 87.870.000 

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) 

93.597.150 

NJOPKP (NJOP Kena Pajak) 

83.597.150 

NJOP dasar perhitungan PBB 1 83.597.150.- X 22 

18.391.373 

PBB yang Terhutang 1 18.391.373.- X 0.5Yo 

91.957 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 
91.957 

Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah 

TGL. JATUH TEMPO 

TEMPAT PEMBAYARAN 

: 30 JUNI 2024 

: BANK SULTGO 

No. 019-01-1200000- 

KWANDANG, 2 JANUARI 2024 
KEPALA BADAN 

1-3 
MAYLAN TONGKODU, S.KOM.,M.AP 

NIP. 197811242002122008 

NAMA WP : FEBBY LINGGAMA Diterima Tgl 

Letak Objek Pajak : Kecamatan Kwandang, 

Desa/Kelurahan Bulalo 

TandaTangan : 

NOP 

75.05.030.004.003.0125.0 Nama Terang 

ASS III 

Pi 

SEKDA 

Y 
ia 

Kn GA 
ag 
HUKUM 



h. SPTPD 
1. Pajak jenis PBJT dan Sarang Burung Walet 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

B A D A N K E U A N G A N 
Alamat Jt. Kusnodanupojo EUok Plan No. 08, MolLiigkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

No. SPTPD : 
Masa Pajak: 
Tahun Pajak: 
K o d e B a y a r : 

NPWPD 

NOPD 

Nama OP 

Alamat OP 

SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) 

Kepada Yth: 

Kepala Badan Keuangan 
Kabupaten Gorontalo Utara 

PERHATIAN: 

1- Harap diisi dalam rangkap dua (2] ditulis dengan huruf CETAK 

2. Keterlambatan pelaporan SPTPD akan dikenakan sanksi administratif. 

A. D I IS I O L E H WA)1B PA jAK 
1. 

B. Sarang burung walet 

A. Jenis PBJT atas: 
a. Makanan dan/atau minuman 
b. Tenaga listrik 
c. jasa perhotelan Q 

• 
B d. Jasa parkir 

e. Jasa kesenian dan hiburan 

2. Klasifikasi: • 

Mengadakan Q pembukuan 
Rincian transaksl 

I I pencatatan 

No. Uraian/Jenis Volume Harga/Tarif Ret 

1 

2 

3 

B . D I IS I O L E H W A J I B PAJAK 

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam 
Tahun Pajak Tertentu): 

a. Masa Pajak 
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) 

c. Tari f Pajak (Sesuai Perda) 
d. Pajak Terutang ( b x c ) 

Tangga l s.d. Tangga l . 
Rp. 

Rp. 
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan fotocopy dokumen): 

a. Masa Pajak 

b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) 
c. Tar i f Pajak (Sesuai Perda) 
d. Pajak Terutang ( b x c ) 

Tanggal 

Rp. 

Rp. 

C. PERNYATAAN WAJIB PAjAK 

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 

Gorontalo Utara, 

Wajib Pajak 

D. DI ISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN KEUANGAN 

Tanggal pelaporan 

Tanggal veri f ikasi 

Nama Petugas 

K l B A N 
K E U A N G A N 

K A p A G 
H l A o J M A s s n i S E K D A 

t -IT 

h. SPTPD 

1. Pajak jenis PBJT dan Sarang Burung Walet 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA No. SPTPD : 

BADAN KEUANGAN asa Pajak: 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 ahun Pajak: 

ode Bayar: 

SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) 

NPWPD : Kepada Yth: 

NOPD : Kepala Badan Keuangan 

Nama OP $ Kabupaten Gorontalo Utara 

Alamat OP 

PERHATIAN: 

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 

2. Keterlambatan pelaporan SPTPD akan dikenakan sanksi administratif. 

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK 
1. A.Jenis PBJT atas: 

a. Makanan dan/atau minuman H 
b. Tenaga listrik d. Jasa parkir 

c. Jasa perhotelan LJ e. Jasa kesenian dan hiburan 

B. Sarang burung walet LJ 

2. Klasifikasi: O ramteiseesomensentanatenasa  meetnnetametannemenaanamaan 

3. Mengadakan Dj pembukuan Oj pencatatan 

4. Rincian transaksi 

No. Uraian /Jenis Volume Harga/Tarif Ket 

1 

2 

3 

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK 

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam 
Tahun Pajak Tertentu): 

ja. Masa Pajak : Tanggal.......... S.d. Tanggal........... 

b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 

c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) 1 Ki nga 

d. Pajak Terutang ( bxc) : Rp. 

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan fotocopy dokumen): 

. Ya 

3. Masa Pajak : Tanggal 

b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 

c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) & remes Mp 

d. Pajak Terutang (bxc) : Rp. 

C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK 

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran- 

lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 

Gorontalo Utara score “1 

Wajib Pajak 

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN KEUANGAN 

Tanggal pelaporan 

Tanggal verifikasi 

INama Petugas 

ASS II SEKDA 



2. Pajak MBLB 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
BADAN KEUANGAN 

Alamat J l . Kusnodanupojo B lok P lan No. 08 , Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

S U R A T P E M B E R I T A H U A N P A J A K D A E R A H 

( S P T P D ) 

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN 

BATUAN 

(PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024) 

MASA P A J A K 

TAHUN P A J A K 

NPWPD 

Kepada 

Y t h , Kepa la B a d a n Keuangan 

Kabupaten Gorontalo U ta ra 

D i -

Kwandang 

I . DATA O B J E K P A J A K DAN P E M I L I K / W A J I B P A J A K (diisi oleh wajib pajak) 

D I I S I O L E H W A J I B P A J A K 

1. NAMA W A J I B P A J A K / U S A H A 

2. ALAMAT W A J I B P A J A K 

3. ALAMAT O B J E K P A J A K 

NO 
J E N I S M I N E R A L B U K A N LOGAM 

DAN BATUAN 

V O L U M E 
PENGAMBILAN 

(Rp) 

STANDAR 
HARGA / M3 

(Rp) 

NILAI J U A L 

(Rp) 

3. 

J U M L A H NILAI J U A L 

J U M L A H P A J A K YANG T E R U T A N G (20%) 

O P S E N P A J A K M B L B (25%) 

TOTAL J U M L A H PEMBAYARAN 

T E R B I L A N G : 

Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benamya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam 

memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan 

Peraturan Derah yang Berlaku 

Kwandang, 
W A J I B P A J A K / K U A S A W A J I B P A J A K 

I I I . R E G I S T R A S I (diisi oleh petugas pajak) 

Di ter ima Tanggal 

Nama Petugas 

T a n d a Tangan/Para f 

K A B A N 
K E U l A N G A N C E U ^ C A S S I I I S E K D / 

2. Pajak MBLB 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto — Kwandang, Kode Pos 96252 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

SPTPD) Kepada 

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN Yth, Kepala Badan Keuangan 

BATUAN Kabupaten Gorontalo Utara 

(PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024) Di — 

MASA PAJAK. £ sean Kwandang 

TAHUN PAJAK ! ewean 

NPWPD | (Keaoneneana 

I. DATA OBJEK PAJAK DAN PEMILIK/WAJIB PAJAK (diisi oleh wajib pajak) 

DI ISI OLEH WAJIB PAJAK 

1. NAMA WAJIB PAJAK/USAHA : 

2. ALAMAT WAJIB PAJAK 

3. ALAMAT OBJEK PAJAK NN an Ta Ea NT Ia EN EA PA aa 

VOLUME STANDAR 
No | YENIS MINERAL BUKAN LOGAM | peNGAMBILAN | HARGA / M3 NILAI JUAL 

DAN BATUAN Ri (Rei (Rp) 

2 
t
i
a
 

JUMLAH NILAI JUAL 

JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG (2076) 

OPSEN PAJAK MBLB (25”60) 

TOTAL JUMLAH PEMBAYARAN 

TERBILANG : 

Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam 

memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan 

Peraturan Derah yang Berlaku 

Ewatdanp3 rebana 

II. REGISTRASI (diisi oleh petugas pajak) 

Diterima Tanggal INN En Beam katana been a memar apn manm en Mam amaamen 

Naga Petugas oo 3 ee nenas makna 

Tanda Tangan/Paraf sn kn Rn NE NE aa 



i. S P T R D 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 
Nama OPD 
Alamat OPD 
website: 
email: 

No. S P T R D : 
Masa Retr ibusi : 
Tabun Retribusi: 
K o d e B a y a r : 

NPWRD 

NORD 

Nama OPD 

Alamat OPD 

SPTRD (SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH) 

Kepada Ytb: 

Kepala 
Kabupaten Gorontalo Utara 

PERHATIAN: 
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan burnt CETAK 

2. Keterlambatan pelaporan SPTRD akan dikenakan sanksi administratif. 

A. D I IS I O L E H W A f l B P A I A K 
1. A. Jenis Retribusi atas: 

a 
b. 
c. 

B. 

C. 

B 
• 
• 
• 

2. Klasifikasi: • 
Mengadakan [j2 pembukuan 
Rincian p-ansaksl 

I I pencatatan 

No. Uraian/Jenis Volume Harga/Tarif Ket 

1 

2 

3 

B . D I IS I O L E H W A J I B PAJAK 

1. Jumlab Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Retribusi sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Retribusi 
dalam Tabun retribus Tertentu): 

a. Masa Ret r ibus i : Tangga l s.d. Tangga l 
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang d i t e r ima ) : Rp. 
c. Tar i f Pajak (Sesuai Perda) : % 
d. Pajak Terutang ( b x c ) : Rp. 

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Retribusi Sekarang (lampirkan fotocopy 
dokumen): 

a. Masa Pajak 
b. Dasar Pengenaan (Jumlab pembayaran yang diterima) 
c. Tar i f Retribusi (Sesuai Perda) 
d. Retribusi Terutang ( b x c ) 

Tanggal 
Rp. 

_ R E 
C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK 

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 

Gorontalo Utara, 

Wajib Retribusi 

( ) 

D. DI ISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN KEUANGAN 

Tanggal pelaporan 
Tanggal veri f ikasi 
Nama Petugas 

K A 
K E U i 

3AN 
NGAN 

K A B A G 
H u k u M A S S I I I S E K D A 

I A- -AT 

i. SPTRD 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO No. SPTRD: 

Nama OPD asa Retribusi : 

Alamat OPD ahun Retribusi: 
website: ode Bayar: 
email: 

SPTRD (SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH) 

PWRD : Kepada Yth: 

non : Kepala ......oioooooo 
Nama OPD Kabupaten Gorontalo Utara 

Alamat OPD 

IPERHATIAN: 

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 

2. Keterlambatan pelaporan SPTRD akan dikenakan sanksi administratif. 

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK 

1. A. Jenis Retribusi atas: 

b. d. 

Oo
 

C. CJ e. 

B. Ll 

2. Klasifikasi: (CJ ena LE 

3. Mengadakan CJ) pembukuan CJ pencatatan 
4. Rincian transaksi 

No. Uraian/Jenis Volume Harga/Tarif Ket 

1 

2 

3 

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK 

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Retribusi sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Retribusi 

dalam Tahun retribus Tertentu): 

a. Masa Retribusi : Tanggal. aa... s.d. Tanggal... 

b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 

c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) Hwan NG 

d. Pajak Terutang (bxc) : Rp. 

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Retribusi Sekarang (lampirkan fotocopy 

dokumen): 

la. Masa Pajak : Tanggal 

b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 

c. Tarif Retribusi (Sesuai Perda) 1 Ke aan G 

d. Retribusi Terutang (bxc) : Rp. 

C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK 

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran- 

lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 

Gorontalo Utara , serem 

Wajib Retribusi 

ID. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN KEUANGAN 

Tanggal pelaporan 

Tanggal verifikasi 

Nama Petugas 

AN G 
KEUANGAN | H M ASS III SEA 

| IM 4 



j . STPD 

•

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
Alamat J l . Kusnodanupojo B lok P lan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

Kepada Yth. 
(NAMA WP) 
(ALAMAT WP) 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 
SPTPD - (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet) 

NOMOR: (Nomor STPD SPTPD) 

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai 
berikut: 

Nama Wajib Pajak : (Nama Wajib Pajak) 
Alamat Wajib Pajak : (Alamat Wajib Pajak) 
Nama Objek Pajak : (Nama Objek Pajak) 
Alamat Objek Pajak : (Alamat Objek Pajak) 
NPWPD (NPWPD) 
NOP/ ID OP : (ID OP) 

Jenis Pajak : (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet) 
Nomor Ketetapan SPTPD : (Nomor SPTPD) 
Masa dan Tahun Pajak : (Masa dan Tahun Pajak) 
Jatuh Tempo : (Jatuh Tempo) 
Jumlah Pokok Pajak : (Pokok Pajak) 
Jumlah Denda Keterlambatan (denda keterlambatan 1%/bulan) 

(denda bertambah 1% setiap bulannya) 

Jumlah Tagihan RpXJCX.XXX.XXX,- (Terbilang) 
Kode Bayar (Kotie Bayar) 

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, 
Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam 
waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah ini bersamaan 
dengan Surat Teguran I . 

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat Ini, Saudara 
dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap 
Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya. 

PERHATIAN 
UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA 

WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH 
DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK 

DAERAH INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, 
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 

DILAKUKAN DENGAN TEGURAN 1/ 
PENANDAAN/PENGHENTIAN/ PENUTUPAN/ 

PENURUNAN/ PEMBONGKARAN/ SURAT 
PAKSA/ PENYITAAN 

Gorontalo Utara, 
KEPALA B/IDAN KEUANGAN 

KABUPATEN GORONTALO UTARA 

Nip. 

K A B A N 
K E u i f ^ G A N 

KAfeAG 
HU|CUM A S S I I I S E K D A 

\ A - -It-

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

Kepada Yth. 

(NAMA WP) 
(ALAMAT WP) 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 
SPTPD - (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet) 

NOMOR: (Nomor STPD SPTPD) 

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai 

berikut: 

Nama Wajib Pajak 1. (Nama Wajib Pajak) 

Alamat Wajib Pajak 1. (Alamat Wajib Pajak) 

Nama Objek Pajak :.. (Nama Objek Pajak) 

Alamat Objek Pajak 1. (Alamat Objek Pajak) 

NPWPD 1. (NPWPD) 

NOP/ ID OP 1 ADOP) 

Jenis Pajak : (Jenis Pajak PBIT/ Minerba/ Walet) 
Nomor Ketetapan SPTPD 1. (Nomor SPTPD) 

Masa dan Tahun Pajak 1. (Masa dan Tahun Pajak) 

Jatuh Tempo 1 (atuh Tempo) 

Jumlah Pokok Pajak 1. (Pokok Pajak) 

Jumlah Denda Keterlambatan 1. (denda keterlambatan 16/bulan) 

(denda bertambah 14 setiap bulannya) 

Jumlah Tagihan 1 RpXXX.XXX.XXX,- (Terbilang) 

Kode Bayar . (Kode Bayar) 

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, 

Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor O1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam 

waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah ini bersamaan 

dengan Surat Teguran I. 

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat ini, Saudara 

dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap 

Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya. 

PERHATIAN Gorontalo Utara, La... ceewnsakan Senen 

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA KEPALA BADAN KEUANGAN 

WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK 
DAERAH INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, 
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 

DILAKUKAN DENGAN TEGURAN I/ 
PENANDAAN/PENGHENTIAN/ PENUTUPAN/ 
PENURUNAN/ PEMBONGKARAN/ SURAT Nip. 

PAKSA/ PENYITAAN 

z
a
 AN 

ii H ASS III — 

http://RpXJCX.XXX.XXX,-


k. S T R D 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 
D INAS 

Alaunat J l . Kusnodanupojo B lok P lan, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

S U R A T TAGIHAN R E T R I B U S I D A E R A H 
( S T R D ) 

NOMOR 

1. NPWRD 

2. NAMA W A J I B R E T R I B U S I 

3. J E N I S R E T R I B U S I 

4. O B J E K R E T R I B U S I 

5. TANGGAL J A T U H T E M P O 

K O D E R E K E N I N G URAIAN 

R E l ' R I B U S I 
T E R U T A N G 

(Rp) 

BUNGA/DENDA 
( 1 % PERBULAN ) 

(Rp) 

J U M L A H 

(Rp) 

T E R B I L A N G 

PERHATIAN. . . 

1. Pembayairan d i l akakan pal ing lambat 7 (tujuh) ha r i setelah di ter imanya S T R D in i , mela lu i 
R K U D dengan nomor rekening 019 .01 .12 .000001-3 a tau mela lui Bendahara Pener imaan. 

2. Apabi la S T R D in i t idak a tau k u r a n g dibayar setelah j a t u h tempo pembayaranpembayaran, 
d ikenakan bunga/denda sebesar 1 % setiap dar i Pokok Retr ibus i dan/atau t indakan b u k u m 
berdasarkan ketentuan peraturan yang ber laku. 

Kwandang, . . . 

Kepa la D inas 

( ) 
NIP 

Tanda ter ima S T R D 

Diter ima tanggal : 

NPWRD : 

Tandatangan 

( ) 

k. STRD 

Oo PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

Al amat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan, Molingkapoto — Kwandang, Kode Pos 96252 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 

(STRD) 

MEREKUIR Mr gem vusa engkau 

1. NPWRD 

2. NAMA WAJIB RETRIBUSI 

3. JENIS RETRIBUSI 

4. OBJEK RETRIBUSI 
5. TANGGAL JATUH TEMPO 

RETRIBUSI | BUNGA/DENDA JUMLAH 

KODE REKENING URAIAN TERUTANG | (1 PERBULAN) (Rp) 

(Rp) (Rp) 

TERBILANG 

PERHATIAN... 

1. Pembayaran dilakakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya STRD ini, melalui 

RKUD dengan nomor rekening 019.01.12.000001-3 atau melalui Bendahara Penerimaan. 

2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaranpembayaran, 

dikenakan bunga/denda sebesar 1Y6 setiap dari Pokok Retribusi dan/atau tindakan hukum 

berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. 

Tanda terima STRD 

Diterima tetpgal (aan 

NPWRD 

ASS III SEKDA 

r
a
 

KEUANGAN | H 



1. Sura t Teguran 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

Kepada Yth. 
(NAMA WP) 
(ALAMAT WP) 

SURAT TEGURAN .... 
SPTPD/SKPD/SKPDKB - (Jenis Pajak) 

NOMOR: (Nomor Surat Teguran I SPTPD) 

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai 
berikut: 

Nama Wajib Pajak 
Alamat Wajib Pajak 
Nama Objek Pajak 
Alamat Objek Pajak 
NPWPD 
NOP/ ID OP 

Jenis Pajak 
Nomor Ketetapan SPTPD 
Masa dan Tahun Pajak 
Jatuh Tempo 
Jumlah Pokok Pajak 
Jumlah Denda Keterlambatan 

Jumlah Tagihan 
Kode Bayar 

(Nama Wajib Pajak) 
(Alamat Wajib Pajak) 
(Nama Objek Pajak) 
(Alamat Objek Pajak) 
(NPWPD) 
(ID OP) 

(Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet) 

(Nomor SPTPD) 

(Masa dan Tahun Pajak) 

(Jatuh Tempo) 

(Pokok Pajak) 

(denda keterlambatan 1%/bulan) (denda bertambah 1% setiap bulannya) 

RpXXX.XXX.XXX,- (Terbilang) 

(Kode Bayar) 

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, 
Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Dearah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam 
waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran .... ini bersamaan dengan 
Surat Tagihan Pajak Daerah. 

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat ini, Saudara 
dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap 
Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya. 

PERHATIAN 
UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA 

WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH DITERBITKANNYA 
SURAT TEGURAN ... DAN/ATAU SURAT TAGIHAN 

PAJAK DAERAH INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, 
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DIUKUKAN 
DENGAN TEGURAN .../ PENANDAAN/PENGHENTIAN/ 

PENUTUPAN/ PENURUNAN/ PEMBONGKARAN/ 
SURAT PAKSA/ PENYITAAN 

Gorontalo Utara, 
KEPALA BADAN KEUANGAN 

KABUPATEN GORONTALO UTARA 

Nip. 

K A 
K E U J 

&AN 
J ^ G A N 

K A B A G 
H U K U M A S S I I I S E K D A 

1. Surat Teguran 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto — Kwandang, Kode Pos 96252 

Kepada Yth. 
(NAMA WP) 
(ALAMAT WP) 

SURAT TEGURAN ..... 
SPTPD/SKPD/SKPDKB — (Jenis Pajak) 

NOMOR: (Nomor Surat Teguran I SPTPD) 

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai 

berikut: 

Nama Wajib Pajak : (Nama Wajib Pajak) 

Alamat Wajib Pajak 1. (Alamat Wajib Pajak) 

Nama Objek Pajak 1. (Nama Objek Pajak) 

Alamat Objek Pajak 1. (Alamat Objek Pajak) 

NPWPD 1. (NPWPD) 

NOP/ ID OP :. ID OP) 

Jenis Pajak 1. (Jenis Pajak PBIT/ Minerba/ Walet) 

Nomor Ketetapan SPTPD :. (Nomor SPTPD) 

Masa dan Tahun Pajak 1. (Masa dan Tahun Pajak) 

Jatuh Tempo :— Uatuh Tempo) 

Jumlah Pokok Pajak 1. (Pokok Pajak) 

Jumlah Denda Keterlambatan  : (denda keterlambatan 196/bulan) (denda bertambah 196 setiap bulannya) 

Jumlah Tagihan : RpXXX.XXX.XXX,- (Terbilang) 

Kode Bayar : (Kode Bayar) 

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, 

Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Dearah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam 
waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran .... ini bersamaan dengan 

Surat Tagihan Pajak Daerah. 

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat ini, Saudara 

dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap 

Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya. 

PERHATIAN Gorontalo Utara UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA g sesass sasasi seen 
WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH DITERBITKANNYA KEPALA BADAN KEUANGAN 
SURAT TEGURAN ... DAN/ATAU SURAT TAGIHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA 
PAJAK DAERAH INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, 
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DILAKUKAN 
DENGAN TEGURAN .../ PENANDAAN/PENGHENTIAN/ 

PENUTUPAN/ PENURUNAN/ PEMBONGKARAN/ 
SURAT PAKSA/ PENYITAAN 

Nip. 

z
o
o
 AN ga - “, assiln | sekpa 

http://RpXXX.XXX.XXX,-


1 

m . S u r a t T e g u r a n b e l u m m e i a k u k a n p e l a p o r a n P a j a k D a e r a h 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

Kepada Yth. 
(NAMA WP) 
(ALAMAT WP) 

SURAT TEGURAN 
BELUM MELAKUKAN PELAPORAN PAJAK DAERAH 

SPTPD - (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet) 
NOMOR: (Nomor STPD) 

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat in! Saudara belum menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah sebagai berikut: 

Nama Wajib Pajak 
Alamat Wajib Pajak 
Nama Objek Pajak 
Alamat Objek Pajak 
NPWPD 
NOPD/ ID OP 

(Nama Wajib Pajak) 

(Alamat Wajib Pajak) 

(Nama Objek Pajak) 

(Alamat Objek Pajak) 

(NPWPD) 

(ID OP) 

Jenis Pajak 
Masa dan Tahun Pajak 
Jatuh Tempo Pembayaran 
Status Pembayaran 

(Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet) 
(Masa dan Tahun Pajak) 
(jatuh tempo pemtjayaran) 

(belum bayar atau sudah bayar tanggal xx-xx-xxxx Rp.XXX.XXX) 

Status Pelaporan 
Jatuh Tempo Pelaporan 

(belum iapor) 

(jatuh tempo pelaporan) 

Untuk mencegah dikenakannya sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. xxx.xxx,00 (terbilang 
rupiah) , berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diminta kepada Saudara agar 
meiakukan kewajiban pelaporan pajak daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran Belum 
Meiakukan Pelaporan Pajak Daerah ini. 

Dalam hal Saudara telah meiakukan kewajiban pelaporan pajak daerah sebelum menerima Surat ini, 
Saudara dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara 
terhadap Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya. 

PERHATIAN 
APABILA WAJIB PAJAK TIDAK MEMENUHI 

KEWAJIBAN PELAPORAN, MAKA DIKENAKAN 
DENDA SEBESAR Rpxxx.xxx,00 ( 

terbilang rupiah) SERTA 
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 

DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG 

BERLAKU 

Gorontalo Utara, 

KEPALA BADAN KEUANGAN 
KABUPATEN GORONTALO UTARA 

m. Surat Teguran belum melakukan pelaporan Pajak Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto — Kwandang, Kode Pos 96252 

Kepada Yth. 
(NAMA WP) 
(ALAMAT WP) 

SURAT TEGURAN 
BELUM MELAKUKAN PELAPORAN PAJAK DAERAH 

SPTPD — (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet) 
NOMOR: (Nomor STPD) 

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara belum menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah sebagai berikut: 

Nama Wajib Pajak 1. (Nama Wajib Pajak) 

Alamat Wajib Pajak 1. (Alamat Wajib Pajak) 

Nama Objek Pajak 1. (Nama Objek Pajak) 
Alamat Objek Pajak 1 (Alamat Objek Pajak) 

NPWPD 1. (NPWPD) 

NOPD/ ID OP 1 (DOP) 

Jenis Pajak 1. (Jenis Pajak PBIT/ Minerba/ Walet) 

Masa dan Tahun Pajak 1. (Masa dan Tahun Pajak) 

Jatuh Tempo Pembayaran : (jatuh tempo pembayaran) 

Status Pembayaran : (belum bayar atau sudah bayar tanggal xx-xox-xoox Rp.XXX.XXX) 

Status Pelaporan 1. (belum lapor) 

Jatuh Tempo Pelaporan 1 (jatuh tempo pelaporan) 

Untuk mencegah dikenakannya sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. xxx.xxx,00 (terbilang 

rupiah) , berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diminta kepada Saudara agar 

melakukan kewajiban pelaporan pajak daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran Belum 

Melakukan Pelaporan Pajak Daerah ini. 

Dalam hal Saudara telah melakukan kewajiban pelaporan pajak daerah sebelum menerima Surat ini, 

Saudara dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara 

terhadap Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya. 

PERHATIAN Gorontalo Utara, NN Pe IT Ip Pa PE na, 

APABILA WAJIB PAJAK TIDAK MEMENUHI 
KEWAJIBAN PELAPORAN, MAKA DIKENAKAN KEPALA BADAN KEUANGAN 

DENDA SEBESAR Rpxxx.00x,00 ( KABUPATEN GORONTALO UTARA 

terbilang rupiah) SERTA 
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 

DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG I 

BERLAKU 

F 

AN G Mi Hukum | ASsil! | SEKDA 

Pe 

—
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E



n. Sura t Per intah Penagihan Pajak Seket ika dan Sekal igus 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

S U R A T P E R I N T A H PENAGIHAN PAJAK S E K E T I K A DAN S E K A L I G U S 

Nomor 

B e r d a s a r k a n ketentuan yang t e r c a n t u m da l am Pe ra tu ran Dae rah Kabupa ten Goronta lo Utara Nomor 1 T a h u n 
2 0 2 4 tentang Pajak Daerah dan Ret r ibus i Daerah , dengan ini d ipe r in tahkan kepada Penanggung Pajak atas 
Waj ib Pajak: 

Nama Wajib Pajak : 
N P W P D 

NOPD/ID OP 

A l amat 

un tuk me lunas i seka l igus utang Pajak Daerah se jumlah Rp dengan 
r inc i an sebagai ber ikut : 

Jenis Pajak T a h u n Pajak 
Nomor dan Tangga l 

Su ra t *] 
Tangga l ja tuh T e m p o 

P e m b a y a r a n 

Jumlah Tunggakan 
Pajak Dae rah 

(Rp ) 

Jumlah 

Terb i l ang : _ 

pa l ing l ambat pada ha r i tanggal bu lan 

t a h u n 

Atas pe rha t i an dan ker j a s a m a Saudara , k a m i s a m p a i k a n t e r i m a kas ih . 

Goronta lo U ta ra 

K E P A L A BADAN K E U A N G A N K A B U P A T E N G O R O N T A L O UTARA , 

*] S T P D / S K P D atau d o k u m e n la in y ang 
d i p e r s a m a k a n / S K P D K B / S K P D K B T / S K 
Pembetu l an/SK Kebe ra tan /Putusan Band ing 

K A B A N 
K E U A N G A N 

K A B A G 
H U ^ U M 

A s s m S E K D A 

T 1 

n. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

: BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto — Kwandang, Kode Pos 96252 

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS 

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada Penanggung Pajak atas 
Wajib Pajak: 

Nama Wajib Pajak 

NPWPD 

Ana 

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp .eewo.ooooo dengan 

rincian sebagai berikut: 

Jumlah Tunggakan 

Jenis Pajak Tahun Pajak Nomor dan Tanggal Tanggal Jatuh Tempo Pajak Daerah 
Surat ") Pembayaran R (Rp) 

Jumlah 

Terbilang: “eoanen Pn Pn Na Pan na pena 

ta 3 paling lambat pada hari .............. tanggal ........ bulan 

tahun 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih. 

Gorontalo Utara, 

KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA, 

4“) STPD/SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan/SKPDKB/SKPDKBT /SK 
Pembetulan/SK Keberatan /Putusan Banding 

KA G Ne . Mata Joassur | sekba 

ILY 



o. Surat P a k s a 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

S U R A T PAKSA 
Nomor 

D E M I K E A D I L A N B E R D A S A R K A N K E T U H A N A N YANG MAHA E S A 
K E P A L A B A D A N K E U A N G A N K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

Men imbang b a h w a Penanggung Pajak atas Waj ib Pajak: 
Nama Waj ib Pajak : 
N P W P D : 
N O P D / I D O P : 
A l amat Waj ib Pajak : , 

bertanggung j awab atas pembaya r an pajak dar i Utang Pajak y a n g d imi l ik i Waj ib Pajak sebaga imana t e r can tum 
sebagai ber ikut : 

Jenis Pa jak 
T a h u n 
Pajak 

Nomor dan Tangga l Sura t *] 
Tangga l Ja tuhTempo 

Pembaya r an 

j u m l a h Tunggakan 
Pajak Dae rah 

( R p l 

Jumlah Rp 

Te rb i l ang 

Dengan in i : 
1. Memer in t ahkan Waj ib Pa jak/Penanggung Pajak u n t u k m e m b a y a r j u m l a h utang pajak te r sebut d i tambah 

dengan b iaya penagihan, ke B a n k yang ditunjuk, da l am w a k t u 2 x 2 4 (dua ka l i dua pu luh empat ) j am 
sete lah pember i t ahuan Su ra t Paksa ini ; 

2. Memer in t ahkan kepada j u ru s i t a Pajak yang m e l a k s a n a k a n Sura t Paksa ini atau Jurus i ta Pajak lain y a n g 
ditunjuk untuk me lan jutkan pe laksanaan Surat Paksa , untuk m e l a k s a n a k a n Penyi taan atas ba rang -
ba rang mi l ik Penanggung Pajak apabi la da l am jangka w a k t u 2x24 (dua kal i dua pu luh empat ) j am Sura t 
Paksa ini t idak d ipenuhi ; 

3. Atas pembe r i t ahuan Sura t Paksa d i k e n a k a n B iaya Penag ihan Pa jak y a n g akan ditagih se sua i dengan 
ketentuan pe r a tu r an pe rundang -undangan . 

PERHATIAN 
UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM 

JANGKA WAKTU 2x24 JAM SETELAH 
PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA INI. 

SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN 
PENAGIHAN PAJAK DILAKUKAN DENGAN 

DENGAN PENYITAAN. 

*) S K P D / S T P D / S K P D K B / S K P D K B T / S K 
Pembe tu l an/ S K Kebe r a t an/ S K Pu tusan Band ing 

Di tetapakan di Kwandang , 

pada tanggal 

K E P A L A BADAN K E U A N G A N 
K A B U P A T E N G O R O N T A L O UTARA , 

K A B A N 
KEUjj^NGAN 

K A B A G 
H l k u M A S S I I I S E K D A 

f -ir-

o. Surat Paksa 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto — Kwandang, Kode Pos 96252 

Menimbang bahwa Penanggung Pajak atas Wajib Pajak: 
Nama Wajib Pajak 

NPWPD 
NOPD/ID OP 
Alamat Wajib Pajak 

SURAT PAKSA 

NOfOr Ke mamanya 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA 

bertanggung jawab atas pembayaran pajak dari Utang Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana tercantum 

sebagai berikut: 

Jumlah Tunggakan 

Jenis Pajak tahan Nomor dan Tanggal Surat ") Tangan Tarah Tempo Pajak Daerah 
Pajak Pembayaran 

(Rp) 

Jumlah R 

Terbilang 

Dengan ini: 
1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ditambah 

dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam 

setelah pemberitahuan Surat Paksa ini, 

2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang 

ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang- 

barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat 
Paksa ini tidak dipenuhi: 

3. Atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PERHATIAN 

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM 

JANGKA WAKTU 2x24 JAM SETELAH 
PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA INI. 

SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN 

PENAGIHAN PAJAK DILAKUKAN DENGAN 
DENGAN PENYITAAN. 

“)  SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SK 

Pembetulan/ SK Keberatan/ SK Putusan Banding 

Ditetapakan di Kwandang, 

pada tanggal ....o.ooooooo 

KEPALA BADAN KEUANGAN 
KABUPATEN GORONTALO UTARA, 

KEUMNGAN 
ASS III SEKDA 

AN 



p. Pengumuman Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang tidak diketahui 
tempat tinggal, tempat u s aha . 

f PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

P E N G U M U M A N 
Nomor 

T E N T A N G 

P E M B E R I T A H U A N S U R A T PAKSA T E R H A D A P P E N A N G G U N G PAJAK A T A U 
WAJIB PAJAK YANG T I D A K D I K E T A H U I T E M P A T T INGGAL , T E M P A T USAHA, A T A U 

T E M P A T K E D U D U K A N N Y A 

Dengan ini d ibe r i t ahukan Sura t Paksa te rhadap Penanggung Pajak atas Waj ib Pajak dengan r i nc i an sebagai 
ber ikut : 

No Nama Waj ib Pajak NPWPD Nomor Su ra t P a k s a 
Tangga l Sura t 

Paksa 
j u m l a h Utang Pajak 

(Rp ) 

Pembe r i t ahuan Sura t P a k s a ini d i l akukan mela lu i med i a mas sa d ika r enakan Penanggung Pajak t idak 
d iketahui t empat tinggal, t empat usaha , atau t empa t kedudukannya . 

Dengan in i : 
1. Memer in t ahkan Waj ib Pa jak/Penanggung Pajak u n t u k m e m b a y a r j u m l a h utang pajak te r sebut d i tambah 

dengan b iaya penagihan, ke B a n k y a n g ditunjuk, da l am w a k t u 2 x 2 4 (dua ka l i dua pu luh empat ] j a m 
sete lah pember i t ahuan Su ra t Paksa ini ; 

2. Memer in t ahkan kepada Jurus i ta Pajak yang m e l a k s a n a k a n Sura t Paksa ini atau ju rus i ta Pajak lain yang 
d i tunjuk untuk melan jutkan pe l aksanaan Surat Paksa , untuk me l aksanakan Penyi taan atas ba rang -
ba rang mi l ik Penanggung Pajak apabi la da l am jangka w a k t u 2 x 2 4 (dua kali dua pu luh empat ) j am Sura t 
Paksa ini t idak d ipenuhi ; 

3 . Atas pember i t ahuan Surat Paksa d i kenakan B iaya Penag ihan Pajak yang akan ditagih sesua i dengan 
ke tentuan pe ra tu ran pe rundang -undangan . ^ 

Untuk in formas l dan konf i rmas i leb ih lanjut dapat menghubung i 

D i tetapkan di Goronta lo Utara 

pada tanggal '•• 

K E P A L A B A D A N K E U A N G A N 
K A B U P A T E N G O R O N T A L O UTARA , 

KAE 
K E U A 

JAN 
* G A N 

K A B A G 
H U K U M 

A S S i n S E K D A 

E 

p. Pengumuman Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang tidak diketahui 
tempat tinggal, tempat usaha. 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto — Kwandang, Kode Pos 96252 

PENGUMUMAN 

NO Maa 

TENTANG 

PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA TERHADAP PENANGGUNG PAJAK ATAU 
WAJIB PAJAK YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGAL, TEMPAT USAHA, ATAU 

TEMPAT KEDUDUKANNYA 

Dengan ini diberitahukan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tanggal Surat |jumlah Utang Pajak 
No Nama Wajib Pajak NPWPD Nomor Surat Paksa Paksa (Rp) 

Pemberitahuan Surat Paksa ini dilakukan melalui media massa dikarenakan Penanggung Pajak tidak 

diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukannya. 

Dengan ini: 

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ditambah 

dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam 

setelah pemberitahuan Surat Paksa ini, 
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang 

ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang- 
barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat 
Paksa ini tidak dipenuhi, 

3. Atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi .....ooooooooo.ooooo 

Ditetapkan di Gorontalo Utara 

pada tanggal oo... 

KEPALA BADAN KEUANGAN 

KABUPATEN GORONTALO UTARA, 

KABAN G 
KEuakcan | Hukum ASS III SEKDA 

£ 



q. Ber ita Acara Pemer iksaan 

B E R I T A A C A R A P E M E R I K S A A N 

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan 

Surat Tugas Pemeriksaan Nomor tanggal maka kami yang tersebut di bawah; 

NO NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 

1 

2 

3 

4 

selaku t im Peraeriksa Pajak yang ditugaskan untuk meiakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: 

Nama : 

N P W P D : 

N O P D 

Alamat 

dengan ini: 

Demik ian Ber ita Acara Has i l Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian 

ditandatangani oleh T i m Pemeriksa Pajak. 

Gorontalo Utara, 

Wajib Pajak 

1. 

2. 

3. 

4. 

T i m Pemeriksa: ( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

K A B A N 

K E U J I N G A N 
K 4 B A G 
H L K U M 

A S S I I I S E K D A 

> 

Gg. Berita Acara Pemeriksaan 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

Pada hari Ini Low tanggal DUMAI Lansia KAI: sasis berdasarkan 
Surat Tugas Pemeriksaan Nomor .....................i.. tanggal... maka kami yang tersebut di bawah: 

NO NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 

l 

2 

3 

4 

selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak: 

Nama 

NPWPD: 

NOPD 

Alamat 

dengan ini: 

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian 

ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak. 

Wajib Pajak 

Gorontalo Utara, 

Tim Pemeriksa: 

ASS III SEKDA 
AN 

KEUANGAN 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 



r. Kertas kerja pemer iksaan 

K E R T A S K E R J A PEMERIKSAAN 

Nama 

Alamat 

NPWPD 

NOPD 

I . Dokumen yang diper iksa: 

1 

2 

3 

4 

I I . Pendapatam dan Pajak yang disetorkan: 

No. Bulam Pendapatan Pajak Tgl Setor Denda Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 . 

12. 

J u m l a h Rp. Rp. Rp. 

I I I . U ra i an Has i l Pemer iksaan: 

KG 
H O K U M 

A S S I I I S E K D A 

r. Kertas kerja pemeriksaan 

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN 

Nama 

Alamat 

NPWPD 

NOPD 

E Dokumen yang diperiksa: 

II. Pendapatan dan Pajak yang disetorkan: 

No. Bulan Pendapatan Pajak Tgl Setor Denda Keterangan 

1. 

Jumlah Rp. Rp. Rp. 

III. Uraian Hasil Pemeriksaan: 

sascasnnnananenena ana ean nana ses ane nan nana na na nan anna ena Maan BAN aa Man ANA aa Nana Nan aa ana Rena AN ANA NA Na Na Nun aan ANA Naa aan Aa ana ena aa M an Na NON anna nana 

G BAN Mm | Assit | sekoa 

| ON 



! 

IV. Koreks i Pemer iksa: 

V. Kes impulan : 

1. J u m l a h pendapatan dar i bu lan 

Sebesar 

2. Koreks i dar i T im Pemer iksa 

3. Pajak yang d ikenakan 

4. Pajak yang disetor 

5. Se l is ih kurang/leb ih 

6. Denda 

7. J u m l a b Pajak yang h a r u s disetor 

Kekurangan pembayaran periode l a lu : 

1. Periode s/d 

2. Periode s/d 

3. Periode s/d 

4. Periode s/d 

J u m l a b Kekurangan Pembayaran 

sampai dengan 

= R p 

= Rp 

= Rp 

= R p 

= Rp 

= Rp . 

= Rp. 

= Rp . 

= Rp. 

= R p . . 

= Rp. 

Gorontalo Utara, 

Wajib Pajak 

1. 

2. 

3. 

4. 

T i m Pemer iksa: 

KA 
K E U 

S A N 
t N G A N 

K A B A G 
H U K U M A S S I I I S E K D A 

> My' 

IV. Koreksi Pemeriksa: 

#eoococococococoranuanaua anu nan Kanan UNO an oa Kar ana aan Manan Nana Na NONA Na Lan nana ANN nana aa naa ana o One Nan ana na ana seen aa oa asa sana ana en aa ana un 

sono ooooooomccococcoco.mmnnan nana na nan gen aan en akan en ee nana aan ana na ana an an aan ena Naa KAN NAN NN NUN NA NBA NA naa ea ae aa ana an ana NAN ANN NE A NA NUN BAU N 

..conencunuanann san sana nananan an anuana ana nena sun aan naa aa aa nana man aan anna nana Na Na NAN ANA NN ANA NAN NN NAN NA NAMA aa On nana nan aan an ana aa anna na anna 

V. Kesimpulan: 

1. Jumlah pendapatan dari bulan ...........JJ..... sampai dengan Lo 

Sebesar 3 PI en Sampan 

2. Koreksi dari Tim Pemeriksa 2 RP) serena 

3. Pajak yang dikenakan 5 Rp. san canannnnnnnnnnnnannnaannaaaaan 

4. Pajak yang disetor Rp: dn 

5. Selisih kurang/lebih S5 RP. ann-.oroonovnnetennananananaananan 

6. Denda (RP. case 

7. Jumlah Pajak yang harus disetor SAR! ewosans en urevenedar kaan an menaanaya 

Kekurangan pembayaran periode lalu: 

1. Periode sancowonire BA. snawwwasana Ba IN aan Dena Enno KAN 

2. Periode ..ooooco.o Ka - Rp. 

3. Peftode seo... Mn aan - Rp. 

&. Periode.ooco#omecenersaara Tan NN Tb - Rp. 

Jumlah Kekurangan Pembayaran - Rp. 

Gororitald Uh saman 

Wajib Pajak Tim Pemeriksa: 

1. ( ) 

2 ( ) 

3. ( 
( , 4. ( ) 

ASS III SEKDA 
Z 

CL 

Z
a
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s. Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan 

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Pekerjaan/Jabatan 

Alamat 

dalam hal ini hertindak selaku; 

Wajih Pajak Wakil Kuasa 

dari Wajih Pajak: 

Nama 

NPWPD 

NOPD 

Alamat 

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari Badan Keuangan Kabupaten 

Gorontalo Utara 

NO NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dengan ini menyatakan menolak untuk diperiksa dengan alasan 

Demikian Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh 

kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapim, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas 

segala akibat bukum yang timbul dari pemyataan ini. 

Yang membuat pemyataan, 

meterai 
RplO.OOO 

BAN 
K E U A N G A N 

KG 
H U l f U M 

A S S II I S E K D A 

s. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan 

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 0D aaarenntennnenenenenannnaana nana anananananananananan anna aan 

AN aa Ta Na AA NN AN AE EA TA 

Alamat dr asa Na ESEK Sikiba ka 

dalam hal ini bertindak selaku: 

| J wajibPajak — |) wakil |) kuasa 

dari Wajib Pajak: 

Nama aan 

No “aa 

B3 aa aa an PA 

Alamat 5 nnnooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnananaananamaaaaaaaaaaan 

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari Badan Keuangan Kabupaten 

Gorontalo Utara 

NO NAMA | PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 

L, 

sovanesonsnnansanean nana nanane nan na na anna kene enaa anna anna nana aa Manan Ran ana ena A Ken n anna nan nana an nan anna nana BAN aan BAN Naa naa na AAN ANN aan Nan ana na nana nana nan an 

soucanenaunaaaennananenanan nana namamu nan ana nas ana nana ana nana nana aa aan Naa ANN N NA A AAN ANA ANA Naa AAA ANN aan Nana N NAN Na NN ANA a NN Naa Nana aa aa Naa aa aa aan aa an anna 

Demikian Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh 

kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas 

segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini. 

z
a
 AN 

KEUaNGan | H ASS Ill MDA 

|Y 



t. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah 

T a h u n 

Nomor 

Lampi ran 

Perihal 

1 (satu) lembar 

Permohonan Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak Daerah 

Kepada Yth. 

Bupat i Gorontalo 

Dengan hormat, 

Se sua i dengan S K Keberatan/ Pu tusan Banding/ Kelebihan Pembayaran atas 
SKPD*) Nomor tanggal , k ami mohon dengan 
hormat kepada Bupat i Gorontalo u n t u k membayar Kelebihan Pembayaran atas: 

Nama : 
NPWPD : 
NOPD : 
Alamat : 

Telp. : 
Pekerjaan : 

Kami mengajukan Sura t Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
Pajak Daerah se jumlah Rp ( ) 
dengan a lasan : 

Demik ian agar k i r anya dapat d ikabu lkan dan kami u c a p k a n terima kas ih . 

Hormat kami 
Pemohon, 

K A B A N 
KEU^^NGAN H U g U 

G 
M 

A S S I I I S E K D A 

Pen angannaabata $ .. Tahun ....... 

Namor oa 

Lampiran :1 (satu) lembar 

Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran Pajak Daerah 

Kepada Yth. 

Bupati Gorontalo 

Dengan hormat, 

Sesuai dengan SK Keberatan/ Putusan Banding/ Kelebihan Pembayaran atas 

SKPD") NOMOT woo tanggal ........Joooooooo , kami mohon dengan 

hormat kepada Bupati Gorontalo untuk membayar Kelebihan Pembayaran atas: 

TuaN aa a aa aa aa aa NN NN NN NN NINA 

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pajak Daerah sejumlah Rp... been ) 

dengan alasan : 

so.cococooc.ccocococo@c#arunssunssa sana sana NA MN MR NN MM NN MN NN Rn RA mn ne 

...cucccmo.c.c.ccccamanuanansausanas uns susunan ana naunananaaaanana aa nana KENA NAMA N ANA BA Aa NAN NAN AAN AN Aa na Nan NA Nana naa 

..ocorananananneranakana sean sesusanunau aan un Kuna Ka NAN BNN KUN UN MU NU NUN NN KN RENA NN ANN NN NN NAN Na NAN N BAN a Nana 

Demikian agar kiranya dapat dikabulkan dan kami ucapkan terima kasih. 

Hormat kami 

Pemohon, 

2
0
 

KE AN H ASS III SEKDA 

i FT 



U. Sura t Permohonan Pembetulan S P P T / S K P D / S T P D P B B - P 2 
I 

Lampiran : 1 (satu) set 
Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 *), yang tidak benar Tahun Pajak 

Kepada Yth. 

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : 
Alamat : 
Desa : 
Kecamatan : 
Kabupaten : 
Nomor Telepon/HP : 
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak: 
NOPD : 
Alamat : 
Desa : 
Kecamatan : 
PBB-P2 yang terutang : Rp ( ) 
Tanggal SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang diterima: 
Dengan ini mengajukan pembetulan SPPT/ SKPD/ STPD PBB-P2 *), sehingga seharusnya yang benar 
tertulls sebagai berikut: 
• 
• 

• 
Bersama ini dilampirkan: 
1. Asli SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 *) yang akan diajukan pembetulan 
2. Bukti Lunas PBB-P2 tahun sebelumnya 
3. Fotocopy Sertifikat/Bukti Kepemilikan lain 
4. Fotocopy PBG/Keterangan lain (jika ada ) 
5. Fotocopy KTP Wajib Pajak 
6. Fotocopy KTP yang diberi kuasa 
7. SPOP dan LSP0P/KP4 
8. Foto terbaru lokasi Objek Pajak 
9. Surat pernyataan/bukti pendukung lain 

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 

Gorontalo Utara, 

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) 

*) coret yang tidak perlu 

K A I 
K E U A 

A N 
J G A N 

KJ 
H I 

B A G 
K U M A S S I I I S E K D A 

A^ 

u. Surat Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 

Lampiran 11 (satu) set 

Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 “), yang tidak benar Tahun Pajak 

Kepada Yth. 

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Alamat 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten 

Nomor 'telepe/hP” oa aj Bimas kan Dilapnai ama ran aan aura nan aag angan 

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak: 

NP 0 Mma AN 

Alamat Pan Tan MIT II ai Nan Lan NE ana 

Desa Sa Ae AN MAT an Na NA an Mn TT 

Kecamatan Ia ma krna 

PBB-P2 yang terutang: RP. sensenoneananannnana | memuja emamnas ) 

Tanggal SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang diterima: .......oooo. oo. 

Dengan ini mengajukan pembetulan SPPT/ SKPD/ STPD PBB-P2 “), sehingga seharusnya yang benar 

tertulis sebagai berikut: 

Bersama ini dilampirkan: 

Asli SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 “) yang akan diajukan pembetulan 

Bukti Lunas PBB-P2 tahun sebelumnya 

Fotocopy Sertifikat/Bukti Kepemilikan lain 

Fotocopy PBG/Keterangan lain (jika ada ) 

Fotocopy KTP Wajib Pajak 

Fotocopy KTP yang diberi kuasa 

SPOP dan LSPOP/KP4 

Foto terbaru lokasi Objek Pajak 

Surat pernyataan/bukti pendukung lain 1!
 

CO
 

SI
 

IA
 

UT
 

ab
s 

B1
 

RI 
Ia
 

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 

Gorontalo Utata, Moo... 

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak”) 

X) coret yang tidak perlu 

KA G ME ar 2 a ass | sekba 



V. S K P D T 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

B A D A N K E U A N G A N 

Alsmat J l . Kutnodanupojo Blok Plan No. 08. Molingkapoto - Kwandang. Koda P o i 9(252 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH TAMBAHAN 

N o m o r T a h u n : 

M a s a P a j a k 

>iriid VujC Pc t̂fk 

Alainat JjdNi 

npwPD 
Tan^tisl jttuh Ten|x> 
KaUraflgm 

9 
t 

itWdltart 
. LII1ZKJ*'J'Y:4(C ttrix:- Idirt I t K j " O . r i i t j f p M ' t z i l u a d r ' 4L1J i ce i t r .ZK4 j r i k i n i-ijf. ;j«lii:^Tiajrf 

Pj dr. " ' d U a i Q IRp; 

O.OC O.OC 

.C l iU l O.X QOC 

U. Ckri pe'iwitoAM i/jb Mlni i iLHi kin l«>tl>X ddUJi, ue^i l j ' iCkit j i n i a " >aiij i itut. -wruv il lKva- a i » . i i i«rlj.*k.i '.wik-t 

1. Otftar "Myukazi 

2. P a ) * »«iq lerliXdiiq 

3. Krtjclt P a ) * 

a , Kccvana i i tetitjrtv) d« i lahun MOekmnva 
b. Setuan vart) CSakiJtan 

C unvlaf i 

d Jkjiiiati varucteia'.dhfeOHkan 
4. JkjrrJan kekktirija" pantava-a- ustsui a a j * f2-3<!i 
5. S*i«ii at!r ii-nlrajf 

a . 9 u i B 
b. <anaikan 

C JUTiaf) fkTiiv adiriiiitr<kr (atU) 

Sp. 
RpL 

COD 
C.03 

Hp 
Rp 

Rp 

QOO 
(XOC 

0.'K 

Bp. COO 

Rp-

Rp 
0.0c 
0,0c 

Rp 

COO 

COO 

6. Jirrlah yaiYi nvBili h * u i tltvaya' Rp COD 

rupM) 

PtRMATIAN 
1. 'kr<a) pnifttufai (ilakuk/r) oew^u Baidcriara PHye-iraan auu Kb D a e a i \mp://\m4^L9on>nUlokobxgixid No. Hek. KOOt 

BAYARi<iesyif. niwvayurd<J«i 5uat Seluai RayK 3 * f 4 * i (SSOD;. 

2. Apubla 9kP0 m "adak dlaj kuano OPavy* «Hdah ieiiat .•».*l- ikiri i laira . la i ! * > * SkPO ifv Olcniiu Uju<k*ai la i iai itywAim 
bo iua t u i ^ i dO i t r % per Dulan. 

Gorontalo Utara. T C T C ^ oukri i ^ * 
Jfiiaian PwianPAinganan 

Nana -W* )da la i i i^ i j ' 
fUP (Mp i i vka i "erWfvcbltrKMrysi!) 

K E L j 

I B A N 

[ANGAN 

K A B A G 

HAKUM 
A S S I I I S E K D A 

v. SKPDT 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 

#lamat Ji. Kuanodanupojo Biok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang. Kode Pos 96252 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH TAMBAHAN 

Nomor : Tahun : 
Masa Pajak : 

Mama Vaajb Pajak : 

flamrat : 

Mara Usaha # 

hjamet Usaha : 

NPWED $ 

Tanggal Jatuh Tempo : 

Keterangan : 

L Berdasarkan pasal ........... UNGANGY-UNGENG MAENOS LL... NUN... HE Makukarn permenksaan alau keterangan kan elas pelaksanaan 

keajban 

Ng Rekerung Pajak Jeras Pajak Dasar Pengenaan (Rp) | Pajak Terhuarg (Rp3 

1 0.00 0.0 

jumlah om A0 

II. Dan perneisaan atau keterangan kan berudbut diatas, penghitungan jumlan yang mesuh harus dibayar adatah sebaga benkul : 

1. Cesar Pengenaan Rp. (09 

2. Pajak yang terhutang Rp. 0,00 

3. Kredit Pajak 

2. Kompensasi kelebihan dan Lahan sebelumnya Rp 9x 

b. Seturan yang dilakukan Rp a00 

Cc. Lirkan Rp 00 

G. Jumlah yang dapa! dikreditkan Rp. C0 

9. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-30) Rp Co 
5. Sanksi admaraskratif 

a. Surga Rp an 
b. Kenaikan Rp am 

Co Jumlah sana admiradralf (ae) Rp 0,00 

6. Jumlah yang masih harus dibayar Rp oo 

Dengan Huruf 0 4 rupiah) 

PERHATIAN 
1. Harap penyetoran dilakukan melaha Bendahara Pensamean alau Kas Duerah (http://'yanjak.gorontalokota.go.id No. Rek. KODE 

BAYAR) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSFO). 

2. dipokela SKPD iri bdak alas kurang dibayar setdah kawat waktu palng lama ......... hari sejak SKPD iv Citeama dikenakan sarka admunstyas 

berupa bunga sebesar .....G per bulan. 

Gorontalo Utara. Tangga bukan tanun 
Jebusian Penandelanganar 

Nama Jebakan Penandatanganan 

"WP (mp Jabatan Penandatanganan) 

KABAN 1 Sa 
KE GAN | H M 

ASS III SEKDA 

#A— 



w. S K P D K B 

I PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
f BADAN KEUANGAN 
Alamat J l . Kusnodanupojo B lok P lan No. 08 , Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

S U R A T K E T E T A P A N P A J A K D A E R A H K U R A N G BAYAR 
( S K P D K B ) 

Nomor Kohir : 

1. NAMA W A J I B P A J A K 

2. ALAMAT 

3. NPWPD 

4. NOPD 

5. ALAMAT 

6. J E N I S P A J A K 

7. MASA P A J A K 

8. TAHUN P A J A K 

9. J A T U H T E M P O PEMBAYARAN 

K O D E R E K E N I N G 

J U M L A H PERHITUNGAN P A J A K 

K O D E R E K E N I N G P O K O K P A J A K YANG 
H A R U S D IBAYAR 

(Rp) 

P A J A K YANG 
D IBAYAR 

(Rp) 

P A J A K K U R A N G 
D IBAYAR 

(Rp) 

1. Kena ikan Pajak 5 0 % dar i Pajak K u r a n g bayar 

2. B u n g a 2 ,2% dar i Pajak k u r a n g dibayar 

J u m l a b yang h a r u s dibayar 

Dengan h u r u f : 

Perhat ian : 

1. Apabi la S K P D - K B in i t idak a tau k u r a n g dibayar setelab j a t u b tempo a k a n d i l akukan t indakan 
b u k u m sesua i Ketentuan Peraturan yang ber laku. 

2. Pembayaran menggunakan S S P D mela lu i Rekening K a s U m u m Daerab (RKUD) Kabupaten 
Gorontalo U ta ra dengan Nomor Rekening : 019.01.12.000.001-3 

Kwandang, 

K E P A L A BADAN KEUANGAN 

( ) 

NIP 

Tanda ter ima S K P D K B 

S K P D Nomor : 
NPWPD : 
NAMA 
ALAMAT : 

w. SKPDKB 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 

(SKPDKB) 

0
0
 

JI
 
O
o
u
b
 

wu
 

» 
-—
 . NAMA WAJIB PAJAK 

. ALAMAT 

. NPWPD 

. NOPD AN NN 

ALAMAT 

. JENIS PAJAK 

. MASA PAJAK 

. TAHUN PAJAK 

-. JATUH TEMPO PEMBAYARAN 

JUMLAH PERHITUNGAN PAJAK 

KODE REKENING POKOK PAJAK YANG PAJAK YANG PAJAK KURANG 

HARUS DIBAYAR DIBAYAR DIBAYAR 

(Rp) (Rp) (Rp) 

1: 

2. Bunga 2,2”6 dari Pajak kurang dibayar 

Kenaikan Pajak 50Y4 dari Pajak Kurang bayar 

Jumlah yang harus dibayar 

Dengan huruf : 

Perhatian : 

ks Apabila SKPD-KB ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo akan dilakukan tindakan 

hukum sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku. 

Pembayaran menggunakan SSPD melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten 

Gorontalo Utara dengan Nomor Rekening : 019.01.12.000.001-3 

KEPALA BADAN KEUANGAN 

Tanda terima SKPDKB 

SKPD Nation 

NPWPD Ana Mn NN Na LA IA RO 

ASS III | SEKPA 

ht | 

z
O
 

KEUANGAN | H 



X . S K P D K B T 

•

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
BADAN KEUANGAN 

amat J l . Kusnodanupojo B lok P lan No. 08 , Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

S U R A T K E T E T A P A N P A J A K D A E R A H K U R A N G B A Y A R TAMBAHAN 
( S K P D K B T ) 

Nomor Kohi r : 

1. NAMA W A J I B P A J A K : 

2. ALAMAT : 

3. NPWPD : 

4. NOPD : 

5. ALAMAT : 

6. J E N I S P A J A K : 

7. MASA P A J A K : 

8. TAHUN P A J A K : 

9. J A T U H T E M P O PEMBAYARAN 

K O D E R E K E N I N G 
P A J A K T E R U T A N G 

(Rp) 

PEMBAYARAN 

(Rp) 

K U R A N G BAYAR 
TAMBAHAN 

(Rp) 

Dengan h u r u f : 

Perhat ian : 

1. Apabi la S K P D - K B T in i tidak a t au k u r a n g dibayar setelab j a t u b tempo pembayaran d ikenakan 
s a n k s i adminis t ras i berupa bungga 1 % perbulan 

2. Pembayaran menggunakan S S P D melalui Rekening K a s U m u m Daerab (RKUD) Kabupaten 
Gorontalo U t a r a dengan Nomor Rekening : 019 .01 .12 .000 .001-3 , menggunakan S S P D . 

Kwandang, 

K E P A L A BADAN K E U A N G A N 

( ) 
NIP. 

Tanda ter ima S K P D K B T Di ter ima tanggal : 

S K P D Nomor : Yang mener ima : 
NPWPD : 
NAMA : Tandatangan 
ALAMAT : 

( Nama Lengkap ) 

K A B A N 
K E U J I N G A N 

KAfeAG 
H U t U M 

A S S I I I S E K D A 

AT 

x. SKPDKBT 

BADAN KEUANGAN 

Oo PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

uamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 

(SKPDKBT) 

Nomor Kohir :....... oom 

1. NAMA WAJIB PAJAK Na NN KANAN ANN 

DWBLAMAT EP KMANNENNA EN AARENENNAN NA ANNERANANN ANA NNENANNKEKENNAAN ANA NAN SARANA LEAN AMAN 

NPWP oi ea aa Na 

S.NOPD 00 swara son 

5S. ALAMAT 0 nnnnnnnnnnnnana nana aan aan aa ana a aa aa anna nana a anna aa nana na aa aaan 

G-JENISPAJAK oo anon 

7.MASA PAJAK.” $ sesssweneoewnnnnnnan 

8. TAHUN PAJAK Aa Na an Dn Dt Na An EN Un DN NA MS 

9. JATUH TEMPO PEMBAYARAN 5 SEE Oa aan nine KI TAN aa nira ska behel BATAM Ama nA Ma Ma ANN ANA NRRAMUNA BI TATIN 

KURANG BAYAR 
PN AT PAJAK TERUTANG PEMBAYARAN TAMBAHAN 

(Rp) (Rp) 
(Rp) 

Dengan huruf : 

Perhatian : 

1. Apabila SKPD-KBT ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan 

sanksi administrasi berupa bungga 1” perbulan 

2. Pembayaran menggunakan SSPD melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten 

Gorontalo Utara dengan Nomor Rekening : 019.01.12.000.001-3, menggunakan SSPD. 

KEPALA BADAN KEUANGAN 

Pesan ) 

TN aan Pan Me aan EN NN SU 

Tanda terima SKPDKBT Diterimna'tanpgal » snarooo.omoooooooii 

OKPD Nomiot ' maa Gangaa Yang menerima 

NPWPD | sae ana 

NAMA TN PAN DIN TARI ORA DINI Ra Tanda tangan 

ALAMAT 5 snooconeenenenanaennnnaannanaan anna anna 

files Nama Lengkap.................. ) 

BAN G 

KEUANGAN | HUKUM sasis SERUA 



y. S K P D J 

0 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 

J n Kusnodanjoc jc , D e s a Mo ing<80oto. Kecamatan Kwandang. Kode Pos 96525. 

S U R A T K E T E T A P A N P A I A K D A E R A H K U R A N G B A Y A R 
( D I T E T A P K A N S E C A R A J A B A T A N ) 

N o m o r 
M A M P a j a k 

T a h u n 

Niimj Wdjib 
ttoma Wdjib Piidk 
AlaiM4t 

MamakMatu 
Alamat Uiaha 
NPWPD 
Tarej^ai lartuk Tempo 
Noi»K» Sola »eih*wigan 
Ketetangan 

1. Beickasarkan pasal Undaog-undang nomor talun 
kevkajfban 

telah tlBakukan pemnhsaan atau kjeterangan Ian aus pelaksanaan 

No RekerMig tajak Jenis Pajal^ antllB! Pajak TahutangtRp) 

1 _ . J . „ - - . 0,00 

U Dan perneHksaan atau loitefangatJ Ian telsebu diatas, pengtatungan)^^ 

1. Oasai Perigtaiadii 
2. Pajak yang lefdutar^ 
3. Kredit Pajak 

a. kunjoeinsasi kesebitian dan tahun teOelLnnya 
b. Setoran yang diakukar 
C lJin- i*n 

d. Jtanldti yftg dapat dkredttkan 

4. Jimiah kerueangan perrOayacan pokok pajak <2-3d} 
5. Sankii admintslralif 

a Bunga 
b. kenaikan 

L. Jurlakisaiiisiadirwilsbatriaab} 

6. Jundah yang mauh hams dOayar 

rupiah) 

Rp 
Rp. 

«a 
N>. 

up. 

g.QO 
0,00 

0.00 

A 4 I 
O.0D 

Rp, 

Rp 

0.00 

0.00 

0.00 

Dengwi Huruf ( 

pgHManaii: 
: -taiap penyelafan dtidiukar. melalu Oeiilalsard Pctwrntaan atau Kas Daerah Mot 

Kek. „ . . . . . . I deikian nMnggunduan Sizat Setman P^ak Daerah (SSPD). 
2. Apatiia SKPDitfl ni tidak atau kuaog dtiavat setesah iewat «aMu oalng iama hari s e j * SKPOKB ir» dtoima dikenakan sarksi 

aOnimstiaSi berixia bunga sebesar . . .^s per bulan. 

Gorontaio wtara. Tanggai bubn tatiei 
Jabatari Pttnandataman 

MM 
HP (MP JAiatin Penandatangan) 

HatHiurloand 

KABAN 
KEU/yjGAN 

KABAG 
H u k u M 

ASS III SEKDA 

. aon aa PES NAS Naa AA 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 

Jin. Kusnodanuoscje, Desa Molingxsapoto, Kecamatan Kwandang. Kode Pos 98525. 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 

(DITETAPKAN SECARA JABATAN) 

Nomor : Tahun : 

Masa Pajak : | 
—— “ee 1 sja a 1 

Nama Wajib Pajak | 
Nama Wajib Pasak £ | 

Mamat e | 
| 

Nama Ukaha : | 
Alamat Usaha 1 | 

KoPo : 
Tanggal Jatuh Tempo t 
Nomor Nota Perhitungan 1 

Keterangan : | 

Pa PA ” -”——-)| 
Berdasarkan pasal ........ Undang-undang nomor ....... tahun telah dilakukan perneriksaan alau keterangan lan alas pelaksanaan 
kewajibari - 

| mo Rekening Pajak Tenis Pajak | Dasar Pengenaan (Rp) | Pajak Terhutang (Ro) | 

la | | a00 200) | 

| mah ””—”—”—”| | 00| '””—”?j9am| 
Il Dari perneriksaar: alau keterangan lain tersebut diatas, pengistungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut 

1. Dasar Pengenaan Rp 0.00 

2. Pajak yang terhutang Rp. 9,00 
3. Kredit Pajak 

& Kompersasi kelebihan dari tahun sebelumnya Ro. 9,00 | 
b. Setoran yang dilakukan Ro. 0,00 | 

€ Lair-lan Rp. 0,90 | 

d. Jumlah yang dapat Okreditkan Rp 9.00 | 

4. Jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-36) Rp 0,00 | 
5. Sanksi adrniristratif 

a. Bunga Rp. Oo 

b. Kenaikan Ro. PE: 7 BA 

L.  Jwnlah sarksi administratif (ab) Re 9. 

6. Jumlah yang masih harus dibayar Re O.00 

| Dengan Huruf : rupiah) 

| PERHATIAN: 
L. Harap  peryelotah — ddakukan — melalvu Bendahara Penerimaan atau Kas oo Dawan pespakuman tenan ssinutasa No. 

Rek. | dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSP. 

2 Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar sebelah lewat waktu paling lama... hari sejak SKPOKB ini diterima dikenakan sanksi 
adrrirvatrasi beruca bunga sebesar... "4 per bulan. | : ' - 

Gorontalo Utara. Tanggai bulan tahun 
Jabatan Penandatangan 

Nama Jabiatan Penandatangan 

“4 

Hakaman 1 dani 2 

ASS III SEKDA 

z
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z. S K P D N 

f' ' PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

B A D A N K E U A N G A N 

J l n . K u s n o d a n u p o j o , D e s a Mol ingkapoto , K e c a m a t a n K w a n d a n g , K o d e P o s 96525 . 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL 
N««nor : Tahun: 
M a s a P a j a k Nama Wa>t> Pajak : 

Alamat : 

Nama Usaha 
Aiamat Usaha 
NPWPO 
Tanggal Jati/i Tempo 
Nomor Nota Perhitungan 
Keterangan 

1. Berdasarkan pasal Undsng undang nomc< tahun ... . telah dilakiAan pemeratsaa-n atau keterangan lam atas 
pelMsanaan kewa^ban : 

No Rekening Pajak Jenis Pajak Dasar Pengenaan (Rp) Pajak Tethixarg (Rp) ! 

1 0,00 0,00 j 
Jumlah 0,00 0.00; 

i l . Dan pemer xsaa- atau kctcrargan lain tersetut datas. pengTvtungan jumlah yang Lebih diba'/ar yang seharusnya tidak 
terhutang adalah sebagai benkut: 

I . Oasar Pengenaan Rp. 0.00 

2. Pajak yang te'hutang Rp. o.oo 
3. Kredit Pajak 

a. Setoran yang dilakukan 0.00 
b. Lam lam «P. 0.00 

c. Olkurangi kcn-sersasi keleothan ketahun yang akan datang Rp. 0,00 

d. Jumlah yang dapat dikredkkan Rp- 0,00 

4. Jumlah kekurangan pemtiayaran pokok pajak (2-3d) Rp- o.oo 
5. Sanksi admin istraof 

a. Bunga Rp. 0.00 
b. Kenaikan Rp. 0.00 

c. Jumlah sanksi atsnmistratrf (a-»b> Rp 0.00 

6. Jumlah lebm oayv yar^ seharusnya tidak terhutang J P 0.00 

Dengan Huruf : (rupiah) 

PgRmTIAW ! 

1. Pnrjenitutan KHet>n«n Fajak dlkkukan pida Kas Daerah datgan menggunakan Surat Petmtah Membayar ktAbihan Pajak jSPMKP) dan 
Suat Perineal) Mengekiarkan Uang (SPMU) 

Cororttak}. Tanqqa! Bulan Tahun 
Jabatan Pcnandalanqan 

Nama J a b ^ a n Penandatanqan 
NIP (NIP Jabatan Penandatanqan 

Halamar i can J 

|frrrt.'fMS,.f • 

" | PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

| BADAN KEUANGAN 

| “Na, Kusnoganupeja, Dasa Wobagkapata, Kecanjatan Kuandang, Kode "Pos 06525. 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL 

Nomor : Tahun : 
Masa Pajak : 

Nama Wayd Pajak 1 

Alamat : 

Nama Usaha 
Alamat Usaha 

NPWPD - 
Tanggal Jatuh Tempo - 

Nomor Nota Perhitungan ? 

Pa Sa — : AA 

| No — Rekening Pajak Jenis Pajak . | Dasar Pengenaan (Rp) ' Pajak Terhutang (Rp) | 

| 0,00 | 0,00 | | 

| Tee —Jamian 000) 0,00 | 
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, pengtitungan jumlah yang Lebih dibayar yang seharusnya tidak 

terhutang adalah sebagai berikut : 

1. Dasar Pengenaan Rp. 

2. Pajak yang terhutang Rp. 

3. Kredit Pajak 
a. Setoran yang dilakukan Rp. 

b. Lan-an Rp. 0,00 

€. Dikurangi kompersasi kelebihan ketahun yang akan datang Rp 

d. Jumlah yang dapat dikreditkan 

4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d) Rp. 0,00 

5. Sanksi administranf 

a. Bunga 

b. Kenaikan 

C. Jumlah sanksi admuristratf (ab) 

6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang 

Dengan Huruf : (rupiah) 

0,00 

0,00 

8
8
 2 

0,00 

le
g 

F3 

Pengembalian Kelebihan Pajai Glakukan pada Kas Deerah dengan menggunakan Surat Penntah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan 
Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) 

Gorontalo, Tanggai Bulan Tahun 
Jabatan Penandatangan 

. Nama Jabatan Penandatangan. 
NIP (NIP Jabatan Penandatangan 

Halaman 1 can 

ASS III SEKDA 
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aa. S K P D L B 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

B A D A N K E U A N G A N 

J l n . K u s n o d a n u p o j o , O e s a Mo l ingkapoto , K e c a m a t a n K w a n d a n g , K o d e P o s 9 6 5 2 5 . 

S U R A T K E T E T A P A N P A I A K D A E R A H L E B I H B A Y A R 

Tahun : 

N o m o r : ^ 

M a s a P a j a k 

Mama Wajib Pajak : 
Mamat : 

Narra Usaha ; 
Aiamat Usaha s 
NPWPD : 
Tanggal J a r ^ Tempo : 
Nomor Nota Pahitungan : 
Keterangan : 

1. Bercasaikah pasal Unda-ng undang noimr tahun telah dilakukan pcrnfinksaar atau keterang^i laai atas 
pelaksanaan kewajiban : 

No i Rekening Pajak Jenis Pa'ak Dasar Pengenaan (Rp) Pajak Terhutang (Rp) 

^ i 1 
0,00 0,00 

Jumlah 0,00 0,00 

Dari pemenksaan K a u keterangan lain terseisut ikatas, peogbrtimgan jumlah yang Lebih ckbayar yang seharusnya tidak 
terhutarg adalah sebagai benkut: ! 

1. Oasar Pengenaan Rp- 0,00 

2. Pajak yang terhutang Rp- 0,00 
3. KreditPajak 

a. Setoran yang dilaktAan 0,00 
b. Laan lain Rp. 0,00 

c, Dlkurangi korr persasi kelebihan ketahtn vang akan datang Rp. 0,00 

d. JumlWi yang dapat dik'edtkan Rp. 0,00 

4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 3d) Rp. 0,00 
S. Sanksi administrabf 

a. Bunga Rp. 0.00 
b. Kenaikan Rp. 0.00 

c. Jumlah sanksi administratif (a • b) Rp. 0,00 

6. Jumlah lebh bay*' yang seharusnya tidak terhutang Rp. 0,00 

Dengan Kuruf : (rupiah) 

PgRHSTIA i l ! 

1. Pergenibalan Kelebhon Fajak dlakukan cada Kas Daerah dengan menggunafian Sural Per«it*i MemtMyar Keiefiihan Pajak (SPMKP) dan 
Suat Pefiikall Kenoekuikan Uar g (SPMU; 

Gorcr.lalo, Tanqgdl Bulan Tahwi 
Jabalan Penandatanoan 

Nama Jabatan Pt'nandat.jnqan 
NIP (NIP Jabatan Penandatanqan 

Hjtunor ; Car ; 

KA 
K E U J 

B A N 
L N G A N 

K A B A G 
H l h c U M 

A S S I I I S E K D A 

X -

aa. SKPDLB 

Ma ana 

Jl. 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BADAN KEUANGAN 

Jln. Kusnodanupojo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kode Pos 96525. 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR 
Tahun : 

Nomor : 

Masa Pajak : 

Nama Wayod Pajak : 

Alamat : 

Nama Usaha : 
Alamat Usaha : 

NPWPD : 

Tanggal Jatun Tempo : 
Nomor Nota Perhitungan g 

Kaburan '. 
Berdasarkan pasal ..... Undang-undang nomer .... tahun ...... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lam atas 

No | Rekening Pajak Jenis Pajak | Dasar Pengenaan (Rp) Pajak Terhutang (Rp) 

IT! | 2,001 2.00 
pemmeat anang 2rem aa —- “ me Pare Ii 

Pe Jumlah 00 000, 900) 

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, pengtvtungan jumlah yang Lebih dibayar yang seharusnya tdak 
terhutang adalah sebagai berikut : 

1, Dasar Pengenaan Rp. 0,00 

2. Pajak yang terhutang Rp. 0,00 

3. Kredit Pajak 

a. Setoran yang dilakukan Rp. 

b. Lan-lam Rp. 0,00 

&. Dikurangi kompersasi kelebihan ketahun yang akan datang Rp. 

d. Jumlah yang dapat dikreditkan Rp. 0 0,00 

4, Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d) Rp. 0,00 

5. Sanksi administrauf 

a. Bunga Rp. 0,00 

b. Kenaikan Ro. 0,00 

Cc. Jumlah sanksi administratif (a#b) Rp. 0,00 

6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang Rp. 0,00 

Dengan Huruf 1 (rupiah) 

Lk 

BERHATIAN : 
Pengembatan Kelebihan Pajak Olakukan pada Kas Deerah dengan menggunakan Surat Penntah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan 

Surat Perintah Mengeluarkan Lang (SPMU) 

Gorontalo, Tanggal Bulan Tahun 
Jabatan Penandatangan 

Nama Jabetan Penandatangan 
NIP (NIP Jabatan Penandatangan 

KABAN KABAG 
KEUANGAN | H M ASS III MEA 

L CAK 
i | 



bb. KP4 PBB-P2 

DAFTAR 

KABUPATEN 
KECAMATAN 

DESA/KELURAHAN 
KET. USUIAN: 

MtueuT 

BATA LAND BATABAKU 

KET. leAAA 
TEAJABIHTA 
MUTASI, BIL 

MtueuT H«A/ 
MAMOK 

SAAT 

NAMA, AIAMAT BAH 
HBMBRKTA/KK 

WAilB AAiAK 

HBMBA 
AEAIIU 

BLOK 

BUMI AAHCUHAH 

ZUniAHAAZAK 
irAMUTANC 

HAAT 
HOMBA 
SAAT 

NAMA, AIAMAT BAH 
HBMBKKTAZKK 

WAJIB AAJAK 
WW wlrtw r nrwwn 

BUMI BAHCUHAH 
KET. leAAA 

TEAJABIHTA 
MUTASI, BIL 

MtueuT H«A/ 
MAMOK 

SAAT 

NAMA, AIAMAT BAH 
HBMBRKTA/KK 

WAilB AAiAK 

HBMBA 
AEAIIU 

BLOK lUASinzi KLAS lUASinZI KIAS 
ZUniAHAAZAK 

irAMUTANC 

HAAT 
HOMBA 
SAAT 

NAMA, AIAMAT BAH 
HBMBKKTAZKK 

WAJIB AAJAK 
WW wlrtw r nrwwn 

lUASIMZI KlAI LUASIMZI KIAS 
JUMLAH AAJAK 

TCKHUTAHC 

KET. leAAA 
TEAJABIHTA 
MUTASI, BIL 

1 Z 1 i t 1 z 11 U 4Z it « IS i l iZ 

/aninu ZUMIAN 

pAmnKan 

MUTASI / PERUBAHAN DATA / PEREKAMAN DATA 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 
GORONTALO UTARA 
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K E U / 
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KAfeAG 
H U K U M A S S I I I S E K D A 
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bb. KP4 PBB-P2 

DAFTAR MUTASI / PERUBAHAN DATA / PEREKAMAN DATA 

PAJAK BUMIDAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ....... 
KABUPATEN GORONTALO UTARA 
KECAMATAN 

DESA/KELURAHAN 
KET. USULAN : 

DAaTALAHA DATA AKU 
Kama, ALAMAT DAN Bur BANGUNAN HAMA, ALAMAT DAN BUMI PANGUNAN Ker. sedan 

mougur) Hore MOMORKTP /KK Momok PPP IT ATP Han NOMOR KTP PKK Nanik Tenaga 
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cc. Karc is 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A UMUM 
P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 PELAYANAN K E B E R S I H A N 

T T T M T A M f T P A l A l C D A C P A H D A M ( l U l L E l ) 

R E T R I B U S I D A E R A H BUANG AIR K E C I L 
R E T R I B U S I J A S A UMUM Rp.2.000.-

PELAYANAN K E B E R S I H A N (Sekali Masuk) 
(TOILET) 

BUANG AIR K E C I L 
Rp.2.000.-

( Sekal i Masuk) 

I 
(Panjang 6 Cm) i (Panjang 11 C m ) 

, , 4 , P 41 P 

Lebar 6 Cm) 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A UMUM 
P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 PELAYANAN K E B E R S I H A N 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN (TOILET) 

R E T R I B U S I D A E R A H BUANG AIR B E S A R 
R E T R I B U S I J A S A UMUM Rp.3.000.-

PELAYANAN K E B E R S I H A N ( Seka l i M a s u k ) 
(TOILET) 

B U A N G AIR B E S A R 
Rp.3.000.-

( Sekal i Masuk) 

I 
( Pan jang 6 Cm) i ( Pan jang 11 C m ) 

• < • ( Lebar 6 C m ) 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A UMUM 
P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 PELAYANAN K E B E R S I H A N 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN (TOILET) 

R E T R I B U S I D A E R A H MANDI 
R E T R I B U S I J A S A UMUM Rp.5.000.-

PELAYANAN K E B E R S I H A N ( Sekal i Masuk ) 
(TOILET) 
MANDI 

Rp.5.000.-
( Sekal i Masuk) 

K 4 B A N 

KEUANGAN 

K / t e A G 
H l k u M A S S I I I S E K D A 

F 

"3
 

Y 

k 

cc. Karcis 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA UMUM 
PELAYANAN KEBERSIHAN 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN (TOILET) 
RETRIBUSI DAERAH BUANG AIR KECIL 

RETRIBUSI JASA UMUM Rp.2.000.- 
PELAYANAN KEBERSIHAN (Sekali Masuk) 

(TOILET) 
BUANG AIR KECIL 

Rp.2.000.- 
( Sekali Masuk) 

| 
(Panjang 6 Cm) | Panjang 11 Cm) 

di 
- 

y 
Lebar 6 Cm) 

da 

Y an
 

"
 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN 
GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA UMUM 
PELAYANAN KEBERSIHAN 

(TOILET) 
MANDI 

Rp.5.000.- 
( Sekali Masuk) 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA UMUM 

PELAYANAN KEBERSIHAN 

(TOILET) 
MANDI 

Rp.5.000.- 
( Sekali Masuk ) 

RETRIBUSI JASA UMUM 
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 PELAYANAN KEBERSIHAN 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN (TOILET) 

RETRIBUSI DAERAH BUANG AIR BESAR 
RETRIBUSI JASA UMUM Rp.3.000.- 
PELAYANAN KEBERSIHAN ( Sekali Masuk ) 

(TOILET) 
BUANG AIR BESAR 

Rp.3.000.- 
( Sekali Masuk) 

I 
( Panjang 6 Cm) Lg (Panjang 11 Cm) n 

( Lebar 6 Cm) 

Nomor Seri : Nomor Seri : 

seudnskn 
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|



Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR I TAHUN 2024 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 
a, lirtA 4 A a *W « X X A XX X XX^X x l XXX Xsf X XX z 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A UMUM 

(PELAYANAN P A R K I R D I T E P I J A L A N 
UMUM) 

S E P E D A MOTOR / B E C A K MOTOR 
/ B A J A J 

Rp.2.000.-
( Per Har i / Unit) 

TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A UMUM 
(PELAYANAN P A R K I R D I T E P I J A L A N UMUM) 
S E P E D A MOTOR / B E C A K MOTOR / B A J A J 

Rp.2.000.-
(Per Har i / Unit) 

I 
(Panjang 6 Cm) i (Panjang 11 C m ) 

•* • < • 
( Lebar 6 Cm) 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A l ' E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR I TAHUN 2024 

P E R D A NOMOR I TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A UMUM 

(PELAYANAN P A R K I R D I T E P I J A L A N 
UMUM) 

KENDAFRAAN P I C K UP, MINI B U S 
DAN S E J E N I S N Y A 

Rp.3.000.-
( Per Har i / Unit) 

TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A UMUM 
(PELAYANAN P A R K I R D I T E P I J A L A N UMUM) 

KENDARAAN P I C K UP , MINI B U S DAN S E J E N I S N Y A 
Rp.3.000.-

(Per Har i / U n i t ) 

I 
( Pan jang 6 Cm) i ( Pan jang 11 C m ) 

• < 
( Lebar 6 C m ) 

Nomor Seri : Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

GORONTALO UTARA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA UMUM 

v 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 (PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM) 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN SEPEDA MOTOR / BECAK MOTOR / BAJAJ 

RETRIBUSI DAERAH Rp.2.000.- 

RETRIBUSI JASA UMUM (Per Hari / Unit) 

(PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN 

UMUM) 

SEPEDA MOTOR / BECAK MOTOR 

/ BAJAJ 

Rp.2.000.- 

(Per Hari / Unit) 

I 
5 (Panjang 6 Cm) 4 (Panjang 11 Cm) 

(Lebar 6 Cm) 

& 

Nomor Seri : Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

GORONTALO UTARA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA UMUM 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN (PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM) 

RETRIBUSI DAERAH KENDARAAN PICK UP, MINI BUS DAN SEJENISNYA 

RETRIBUSI JASA UMUM Rp.3.000.- 

(PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN (Per Hari / Unit ) 

UMUM) 

KENDAFRAAN PICK UP, MINI BUS 

DAN SEJENISNYA 

Rp.3.000.- 

( Per Hari / Unit) 

l 
v ( Panjang 6 Cm) 1 (Panjang 11 Cm) 

di 

dp
 Ts 

Ai " 

(Lebar 6 Cm) 
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Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A l ' E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A UMUM 
X X 1 X X XX • g VU *—. * VX X XX-XX X XX X¥X XX XTX 

(PELAYANAN P A R K I R D I T E P I J A L A N 
UMUM) 

T R U K DAN B U S 
Rp.5.000.-

( Per Har i / Unit) 

TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A UMUM 
(PELAYANAN P A R K I R D I T E P I J A L A N UMUM) 

T R U K DAN B U S 
Rp.5.000.-

fPer Har i / Uni t \ 

I 
(Panjemg 6 Cm) i ( Pan jang 11 C m ) • < • 

( Lebar 6 C m ) 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Seri : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A UMUM 
( PASAR TRADIS IONAL ) 

L O S 
Rp.5.000.-

( Rp. 1.250 Per M^ SekaU Pasar) 

R E T R I B U S I J A S A UMUM 
( P A S A R T R A D I S I O N A L ) 

LOS 

Rp.5.000.-
( Rp. 1.250 Per M= Seka l i Pasar) 

(Panjang 6 Cm) 1 (Panjang 11 C m ) 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A UMUM 
( PASAR T R A D I S I O N A L ) 

L O S 
Rp. 10.000.-

( Rp. 1.250 Per M^ Seka l i Pasar) 

T E N T A N G P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A UMUM 
( PASAR T R A D I S I O N A L ) 

L O S 

Rp. 10.000.-
( Rp. 1.250 Per M^ Seka l i Pasar) 

(Panjang 6 C m 1 (Panjang 11 C m ) 
4 * 4 • 

t K A B A N K A B A G 
HutuM A S S I I I S E K D A 

K E U | N G A N 1 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA UMUM 

(PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN 
UMUM) 

TRUK DAN BUS 
Rp.5.000.- 

( Per Hari / Unit) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA UMUM 

(PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM) 

TRUK DAN BUS 

Rp.5.000.- 
(Per Hari / Unit ) 

P
a
 

a
m
a
 

Y ( Panjang 6 Cm) 
di 

(Panjang 11 Cm) 

PA
 

- 

( Lebar 6 Cm) 

& 
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Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA UMUM 

( PASAR TRADISIONAL ) 
LOS 

Rp.5.000.- 
(Rp.1.250 Per M? Sekali Pasar) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA UMUM 
( PASAR TRADISIONAL ) 

LOS 

Rp.5.000.- 
(Rp.1.250 Per M? Sekali Pasar) 

| 
/ 0 (Panjang 6 Cm) , (Panjang 11 Cm) 

4 ” d Yy 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA UMUM 

( PASAR TRADISIONAL ) 
LOS 

Rp.10.000.- 
(Rp.1.250 Per M? Sekali Pasar) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA UMUM 
( PASAR TRADISIONAL ) 

LOS 

Rp.10.000.- 
(Rp.1.250 Per M? Sekali Pasar) 

(Panjang 6 Cm | (Panjang 11 Cm) 

Pi
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I 

Nomor Ser i : I 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N | 

GORONTALO UTARA | 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 j 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN | 

R E T R I B U S I D A E R A H j 
IVILi 1 IViOU Oi U / \ 0 / \ UiViL/XVl i 

( PASAR T R A D I S I O N A L ) 
PELATARAN 
Rp.5.000.-

( Rp.l.OOOPer M^ Seka l i Pasar) 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
T E N T A N G P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A UMUM 
( PASAR T R A D I S I O N A L ) 

PELATARAN 

Rp.5.000.-
( Rp. 1.000 Per M^ Seka l i Pasar ) 

1 

1 
( Pan jang 6 Cm) i ( Pan jang 11 C m 

« • 
Nomor Ser i : 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 
GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A UMUM 
( PASAR TRADIS IONAL ) 

PELATARAN 
Rp.10.000.-

( Rp.l.OOOPer M^ Seka l i Pasar) 

TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A UMUM 
( PASAR T R A D I S I O N A L ) 

PELATARAN 

Rp. 10.000.-
( Rp . 1.000 Per M^ Seka l i Pasar) 

( Pan jang 6 Cm) | (Pan jang 11 C m ) 
• »̂  4 ' 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A USAHA 

PASAR G R O S I R , P E R T O K O A N DAN 
T E P M A T KEGIATAN USAHA 

LAINNYA 
( P E N J U A L A N H E W A N ) 
SAPI , KUDA, K E R B A U 

Rp.5.000.-
( Per E k o r Per H a r i ) 

TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
PASAR G R O S I R , P E R T O K O A N DAN I 'EMPAT K E G I A T A N USAHA 

LAINNYA 
( P E N J U A L A N H E W A N ) 
SAPI , KUDA, K E R B A U 

Rp.5.000.-
( Per E k o r Per H a r i ) 

(Panjang 6 Cm) 
4 • 

' ^ (Panjang 11 C m ) 

K 
K E l 

iBAN 
ANGAN 

K A I 
H U I 

A G 
UM A S S I I I S E K D A 

1 Ay 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA UMUM 

( PASAR TRADISIONAL ) 
PELATARAN 
Rp.5.000.- 

( Rp.1.000Per M? Sekali Pasar) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA UMUM 
( PASAR TRADISIONAL ) 

PELATARAN 

Rp.5.000.- 

(Rp.1.000 Per M? Sekali Pasar) 

( Panjang 6 Cm) (Panjang 11 Cm 

& 
|
 

|“
 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA UMUM 

( PASAR TRADISIONAL ) 
PELATARAN 
Rp.10.000.- 

(Rp.1.000Per M? Sekali Pasar) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA UMUM 
( PASAR TRADISIONAL ) 

PELATARAN 

Rp.10.000.- 

(Rp.1.000 Per M? Sekali Pasar) 

( Panjang 6 Cm) I (Panjang 11 Cm) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 

PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN 

TEPMAT KEGIATAN USAHA 

LAINNYA 

( PENJUALAN HEWAN ) 

SAPI, KUDA, KERBAU 

Rp.5.000.- 

(Per Ekor Per Hari) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 

PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA 
LAINNYA 

( PENJUALAN HEWAN ) 
SAPI, KUDA, KERBAU 

Rp.5.000.- 
(Per Ekor Per Hari) 

v 

(Panjang 6 Cm) (Panjang 11 Cm) 

BAN 
KEUANGAN 

ASS III Ba ba 

| - 

v



f 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
•I'ENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A USAHA 

T E P M A T K E G I A T A N USAHA 
LAINNYA 

( P E N J U A L A N HEWAN ) 
KAMBING DAN DOMBA 

Rp. 1.000.-
( Per Eko r Per Har i ) 

TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
PASAR G R O S I R , P E R T O K O A N DAN T E M P A T K E G I A T A N USAHA 

LAINNYA 
( P E N J U A L A N HEWAN ) 
I V A J V I D I I N V J LJi\ri LJ\Jvi/lDJ\ 

Rp . 1.000.-
( Per E k o r Per Ha r i ) 

1 
( Panjang 6 Cm) i ( Pan jang 11 C m ) 

1 • 4 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A USAHA 

PASAR GROS IR , P E R T O K O A N DAN 
T E P M A T K E G I A T A N USAHA 

LAINNYA 
( P E N J U A L A N HEWAN ) 

UNGGAS 
Rp.500.-

( Per E k o r Per Ha r i ) 

TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
PASAR GROS IR , P E R T O K O A N DAN T E M P A T K E G I A T A N USAHA 

LAINNYA 
( P E N J U A L A N HEWAN ) 

UNGGAS 

Rp.500.-
( Per E k o r Per H a r i ) 

( Panjang 6 Cm) 
4 P 

' ( Panjang 11 C m ) 
4 1 

K A B A N 
K E U A W G A N KABAG 

H U K U M 
A S S I I I S E K D A 

A-

. 1 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA USAHA 

PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN 
TEPMAT KEGIATAN USAHA 

LAINNYA 
( PENJUALAN HEWAN ) 
KAMBING DAN DOMBA 

Rp.1.000.- 
( Per Ekor Per Hari) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 
PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA 

LAINNYA 
( PENJUALAN HEWAN ) 
KAMBING DAN DOMBA 

Rp.1.000.- 
( Per Ekor Per Hari ) 

( Panjang 6 Cm) (Panjang 11 Cm) 

4 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA USAHA 

PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN 
TEPMAT KEGIATAN USAHA 

LAINNYA 

( PENJUALAN HEWAN ) 
UNGGAS 
Rp.500.- 

(Per Ekor Per Hari) 

T 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 
PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA 

LAINNYA 
( PENJUALAN HEWAN ) 

UNGGAS 

Rp.500.- 
( Per Ekor Per Hari) 

( Panjang 6 Cm) (Panjang 11 Cm) 

y & 

KEUANGAN HUKUM 
ASS III SEKDA 

— 

“



Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A USAHA 
/ DT7MVAr\TAAM T*l?KiflDAT [ r'ExlN I AUiAAlN 1 sLD/irJ\ 1 

P E L E L A N G A N IKAN ) 
Rp.5.000.-

( Per M^ Per Kegiatan ) 

TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
( PENYEDIAAN T E M P A T P E L E L A N G A N IKAN ) 

Rp.5.000.-
( Per M^ Per Kegiatan ) 

I 
(Panjang 6 Cm) i (Panjang 11 C m ) 

• 4 • 4 • 

( Lebar 6 Cm) 

Nomor Ser i : Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

GORONTALO UTARA P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 ( T E M P A T K H U S U S P A R K I R D ILUAR BADAN J A L A N ) 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN S E P E D A MOTOR / B E C A K MOTOR / B A J A J 

R E T R I B U S I D A E R A H Rp.3.000.-
R E T R I B U S I J A S A USAHA ( Per Uni t Per 6 J a m ) 

( T E M P A T K H U S U S P A R K I R D I L U A R 
BADAN J A L A N ) 

S E P E D A MOTOR / B E C A K MOTOR 
/ B A J A J 

Rp.3.000.-
( Per Unit Per 6 J a m ) 

(Panjang 6 Cm) 
1 
1 (Panjang 11 C m ) 

4 • 

KABAN 
KEUviNGAN 

KABAG 
H u k u M ASS III SEKDA 

1 fe A- Ay 
. •-. -r'J^.-'k--^ 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA USAHA 

( PENYADIAAN TEMPAT 
PELELANGAN IKAN) 

Rp.5.000.- 
(Per M? Per Kegiatan) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 
( PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN ) 

Rp.5.000.- 
(Per M? Per Kegiatan ) 

(Panjang 6 Cm) (Panjang 11 Cm) 

(Lebar 6 Cm) 

Nomor Seri : Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

GORONTALO UTARA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 
( TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR 

BADAN JALAN ) 
SEPEDA MOTOR / BECAK MOTOR 

/ BAJAJ 
Rp.3.000.- 

( Per Unit Per 6 Jam) 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 
( TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN ) 

SEPEDA MOTOR / BECAK MOTOR / BAJAJ 
Rp.3.000.- 

(Per Unit Per 6 Jam ) 

(Panjang 6 Cm) 

t.
 

4 

(Panjang 11 Cm) 

4 

KEUANGAN | HUKUM 
ASS III SEKDA 

“



r 

A . T E M P A T K H U S U S PARK IR D ILUAR BADAN J A L A N 
( KENDARAAN P I C K UP, MINI B U S DAN S E J E N I S N Y A ) 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A USAHA 

( T E M P A T K H U S U S P A R K I R D I L U A R 
BADAN J A L A N ) 

KENDAFRAAN P I C K UP, MINI B U S 
DAN S E J E N I S N Y A 

Rp.5.000.-
( Per Uni t Per 6 j a m ) 

TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
( T E M P A T K H U S U S PARKIR D ILUAR BADAN J A L A N ) 
KENDARAAN P I C K UP, MINI B U S DAN S E J E N I S N Y A 

Rp.5.000.-
( Per Uni t Per 6 J a m ) 

I 
( Pan jang 6 Cm) i ( Pan jang 11 C m ) 

P< • 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A USAHA 

( T E M P A T K H U S U S P A R K I R D I L U A R 
BADAN J A L A N ) 
T R U K DAN B U S 

Rp.10.000.-
( Per Uni t Per 5 J a m ) 

TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
( T E M P A T K H U S U S PARK IR D ILUAR BADAN J A L A N ) 

T R U K DAN B U S 
Rp. 10.000.-

( Per Uni t Per 6 J a m ) 

I 
( Panjang 6 Cm) i ( Pan jang 11 C m ) 

4 • -4 P 

A. TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN 

(KENDARAAN PICK UP, MINI BUS DAN SEJENISNYA) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA USAHA 

( TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR 
BADAN JALAN ) 

KENDAFRAAN PICK UP, MINI BUS 
DAN SEJENISNYA 

Rp.5.000.- 
( Per Unit Per 6 jam ) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 
( TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN ) 
KENDARAAN PICK UP, MINI BUS DAN SEJENISNYA 

Rp.5.000.- 
(Per Unit Per 6 Jam) 

| 
( Panjang 6 Cm) 1 (Panjang 11 Cm) 

Y 

Nomor Seri : 
PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA USAHA 

( TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR 
BADAN JALAN ) 
TRUK DAN BUS 

Rp.10.000.- 
( Per Unit Per 6 Jam) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 
( TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN ) 

TRUK DAN BUS 
Rp.10.000.- 

(Per Unit Per 6 Jam ) 

( Panjang 6 Cm) (Panjang 11 Cm) 

dh
 & 

KABAN 
HUKUM 

ASS III SEKDA an Un 

Y



iNomor a e n : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

"ILT • rt. rt - - * _ t 
Nomor S e n : 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 
P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 ( PENYEDIAAN T E M P A T PARIWISATA ) 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN D E S T I N A S I P U L A U 

R E T R I B U S I D A E R A H WISATAWAN D O M E S T I K 
R E T R I B U S I J A S A USAHA Rp.5.000.-

( PELAYANAN T E M P A T PARIWISATA ( Per Orang ) 

) 
D E S T I N A S I P U L A U 

WISATAWAN D O M E S T I K 
Rp.5.000.-

( Per Orang ) 

I 
(Panjang 6 Cm) i (Panjang 11 C m ) 

, , .4 p. .4 p 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 R E T R I B U S I J A S A USAHA 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN ( PELAYANAN T E M P A T PARIWISATA ) 

R E T R I B U S I D A E R A H D E S T I N A S I PULAU 
WISATAWAN MANCANEGARA 

R E T R I B U S I J A S A USAHA Rp.20.000.-
( Per Orang ) 

( PELAYANAN T E M P A T PARIWISATA 

) 
D E S T I N A S I P U L A U 

WISATAWAN MANCANEGARA 
Rp.20.000.-
( Per Orang ) 

(Panjang 6 Cm) 1 p 
' (Panjang 11 C m ) 

KAE 
K E U A 

AN 
IGAN 

K A b A G 
H U K U M A S S m S E K D A 

F AT 
i 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA USAHA 

( PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA 

) 
DESTINASI PULAU 

WISATAWAN DOMESTIK 
Rp.5.000.- 

(Per Orang ) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 
( PENYEDIAAN TEMPAT PARIWISATA ) 

DESTINASI PULAU 
WISATAWAN DOMESTIK 

Rp.5.000.- 
(Per Orang) 

(Panjang 6 Cm) (Panjang 11 Cm) 

PA
 

Nomor Seri : 
PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 

( PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA 

) 
DESTINASI PULAU 

WISATAWAN MANCANEGARA 
Rp.20.000.- 
(Per Orang ) 

(Panjang 6 Cm) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 
( PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA ) 

DESTINASI PULAU 
WISATAWAN MANCANEGARA 

Rp.20.000.- 
(Per Orang ) 

(Panjang 11 Cm) 

y 

Y aa
 

KABAN 
KEUANGAN | H 

AG 
ASS III SEKDA 

Fi 

h— 
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Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

Nomor Sen : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

P T T T I P T R T T C T riATTDAU i x - l l r 1 K 1 I 3 U 0 1 J L ' / \ E > I v r t . r i 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
( PELAYANAN T E M P A T PARIWISATA 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
( PELAYANAN T E M P A T PARIWISATA ) 

D E S T I N A S I NON PULAU 
WloAlAWAlN U V J M E / O i l K 

Rp.3.000. -
( Per Orang ) 

) 
D E S T I N A S I NON PULAU 
WISATAWAN D O M E S T I K 

Rp.3.000.-
( Per Orang ) 

(Panjang 6 Cm) 
1 • 

' (Panjang 11 C m ) 
.4 

Nomor Ser i : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 

GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 
R E T R I B U S I J A S A USAHA 

( PELAYANAN T E M P A T PARIWISATA 
) 

D E S T I N A S I NON P U L A U 
WISATAWAN MANCANEGARA 

Rp.20.000.-
( Per Orang ) 

Nomor Seri : 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA 

P E R D A NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG P A J A K D A E R A H DAN R E T R I B U S I D A E R A H 

R E T R I B U S I J A S A USAHA 
( PELAYANAN T E M P A T PARIWISATA ) 

D E S T I N A S I NON PULAU 
WISATAWAN MANCANEGARA 

Rp.20.000.-
( Per Orang ) 

(Panjang 6 Cm) (Panjang 11 C m ) 

Pj. BUPATI GORONTALO 

h 
SILA N. B O T U T I H E 

rs
 

Li
 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA USAHA 

( PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA 

) 
DESTINASI NON PULAU 
WISATAWAN DOMESTIK 

Rp.3.000.- 

(Per Orang ) 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 
( PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA ) 

DESTINASI NON PULAU 
WISATAWAN DOMESTIK 

Rp.3.000.- 
(Per Orang ) 

(Panjang 6 Cm) (Panjang 11 Cm) 

4 1 & v 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
RETRIBUSI JASA USAHA 

( PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA 

) 
DESTINASI NON PULAU 

WISATAWAN MANCANEGARA 

Nomor Seri : 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

RETRIBUSI JASA USAHA 
( PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA ) 

DESTINASI NON PULAU 
WISATAWAN MANCANEGARA 

Rp.20.000.- 
( Per Orang ) 

Rp.20.000.- 

(Per Orang ) 

Praniang Gan) Tg (Panjang 11 Cm) 

Pj. BUPATI GORONTALO L 

SILA 

KE 15 HU sa ASS III | SEKDA 
dd 


